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Sanksi Pelanggaran Pasal113 Undang·Undang Nomar 28 Tahun 2014 tenlang Hak Cipta, sebagaimana yang lelah dialur 
dan diubah dad Undang·Undang Nomar 19 Tahun 2002, bahwa: 

Kutipan Pasal 113 
_ hak ekonomi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9(1) 

P~np"~naan Secara deng-an pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun danl 
RplOO.ODO.DOD,. (seralus jula rupiah). 

atau pemegang Hak Cipla melakukan pelanggaran 
ayal huru! c, hUru! d, huruf f, dan/alau huru! h 

pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
rupiah). 

(2) 

alau pemegang Hak Cipla melakukan palanggaran 

hak ekonomi Pencip!a set 
(3) Setlap Orang yang dengan 

Pasal ayat (1) huru! a, huru! b, huru! e, danlalau huru! g 
untuk Penggunaan Secara Komerslal dlpidana pldana penjara paling lama 4 (ampat) !ahun dan/a!au pidana 

denda paling banyak Rp1.000.00D,ODO,· (satu rupiah). 
yang dilakukan dalam bentuk 

pldana denda paling banyak 
(4) Setiap Orang yang memenuh; unsur sebagaimano dimaksud 

pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 () Ie.::,..'" 

Rp4.000.000.000,· (em pat miliar rupiah). 
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lawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. semoga 
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Utara Medan. 
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purnaan, oleh karena itu penyempurnaannya akan dilakukan seiring 

dengan perkembangan dan respons dari para pembaca. 

Semoga Allah Swt. senantiasa meridhai upaya ini sebagai kons­
tribusi penulis terhadap kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Se­

lamat membaca. 

Medan, September 2020 

Dr. Muhammad Rifa'i, M.Pd. 
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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi 
Rabbi, Tuhan semesta alam, pemilik dan penguasa jagad raya yang 
tak berbatas. Teriring pula selawat dan salam kepada suri teladan se­
panjang masa Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang­
orang yang senantiasa meniti warisan nilai dan sunnahnya. 

Organisasi sebagai sistem seorang pembuat keputusan harus me­
mahami hal tersebut, sehingga tidak terjadi kasus seorang pembuat 
keputusan membuat keputusan tanpa memahami anatomi organisasi 
yang dipimpinnya sehingga akan berdampak buruk sebuah keputus­
an. Selain itu bahwa pengambilan keputusan merupakan roh sebuah 
organisasi yang menggerakkan. 

Pengambilan keputusan sebagai aktivitas utama organisasi dengan 
argumentasi sebagai: 1) Tujuan tunggal. Keputusan hanya diambil 
untuk menyelesaikan sebuah persoalan dan tidak dikembangkan ke­
bimyak persoalan; 2) Tujuan ganda. Keputusan bisa saja diambil un­
tuk lebih dari satu persoalan. 

Buku ini menghadirkan panduan yang perinci dan teratur tentang 
bagaimana pengambilan keputusan dengan baik dan benar. Buku 
Pengambilan Keputusan ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara 
langsung. 

Medan, September 2020 

Muhammad Rizki Syahputra, M.Pd. 
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1 
KONSEP DASAR DAN MAKNA 

PEMBUATAN KEPUTUSAN 

A. PENDAHULUAN 

Perusahaan yang sang at erat dengan kehidupan manajer pasti 
akan membuat keputusan, misalnya: soal investasi, soal harga jual, 
mengambil juga dinamika permasalahan karyawan, pemilihan lokasi 

perusahaan baru untuk melakukan ekspansi, dan berbagai masalah 
keeil maupun besar perusahaan yang memerlukan pemeeahan beru­

pa suatu keputusan. 
Seorang manajer pada seluruhjenjang senantiasa harus memutus­

kan perkara organisasi. Sikap dan pilihan pemimpin tersebut mung­

kin menjangkau masalah mendasar untuk kelangsungan hidup dari 
organisasi tersebut atau masalah penetapan gaji awal karyawan baru 
yang lulusan sesuai jenjang pendidikan dan berbagai hal lainnya. 

Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci kegiatan mana­
jer, sikap pemimpin sangat berperan terutama apabila pemimpin or­
ganisasi menjalankan fungsi organisasi yang akan menjadi landasan 

bagi setiap tindak tanduk organisasi. Seorang pemimpin harus paham 
apa yang akan dirumuskan bagi organisasi, apa saja yang dibutuh­

kan bagi berjalannya rene ana tindak lanjut organisasi, dan tentunya 
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mampu melibatkan berbagai elemen dan divisi organisasi, sehingga 
seorang pemimpin dapat dengan baik mengambil kebijakan. 

Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat pen­
ting dan memilliki jangka waktu yang dapat dibuat oleh manajer. Da­
lam sebuah proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan 
organisasi yang akan dicapai, berbagai sumber daya yang diperlukan, 
serta siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. 

Seluruh proses tersebut melibatkan manajer dalam serangkaian situ­
asi pembuatan keputusan. 

Pengambilan keputusan melewati berbagai serangkaian kegiatan 
yang dipilih sebagai penyelesaian untuk suatu masalah tertentu. Ku­
alitas suatu keputusan manajer adalah ukuran efektivitas mereka dan 

nilai mereka bagi organisasi. Suka atau tidak, manajer dinilai dan di­
hargai atas dasar kepentingan, jumlah, dan hasil keputusan mereka. 

Aktivitas pengambilan keputusan jika diibaratkan tubuh, maka 
ia adalah rohnya. Tubuh tidak bisa bergerak tanpa ada roh, begitu 
juga organisasi. Tidak hanya seorang pemimpin yang berperan pen­
ting dalam merumuskan keputusan, tetapi seluruh warga organisasi 
mesti terlibat aktif sesuai dengan porsi individu dan divisinya ma­
sing-masing. 

Keputusan merupakan pengejawantahan otoritas pimpinan yang 
sangat ditunggu-tunggu oleh warga atau anggota organisasinya. 
Mengapa keputusan sangat diharapkan anggota? Karena tanpa ada­
nya keputusan maka seluruh aktivitas organisasi akan terhenti bah­

kan dalam ketidakjelasan dan tidak ada arahnya sehingga berdampak 
buruk bagi organisasi, bahkan dapat menghancurkan organisasi (Si­
mon, 1978). 

Aplikasi teori pengambilan keputusan dapat juga diterapkan di 
dunia pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, dibu­
tuhkan perencanaan yang sangat ditentukan dalam sebuah keputusan 
yang diambil oleh stakeholders. Oleh karena itu, pendidikan sebagai 
sarana mempersiapkan manusia di masa mendatang sangat tergan­
tung dengan pembuatan keputusan strategis. 

Pengambilan keputusan yang baik terkait dengan sistem pengam­
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bi! keputusan dan tahap-tahap yang dilalui dalam prosesnya. Dalam 
teori klasik dalam merumuskan keputusan memperhatikan beberapa 
hal, di antaranya: kepastian, ketidakpastian} dan risiko yang diha­

dapi. 
Teori yang didasarkan pada kepastian bahwa seorang manajer 

telah memiliki data dan kemudian merumuskan kesimpulan bahwa 
sesuatu yang telah ada akan menciptakan sebuah kondisi yang pasti, 

misalnya persoalan finansial yang baik akan berdampak pada kinerja 
organisasi lebih baik. Sementara teori yang dilandaskan pada keti­
dakpastian bahwa seorang pemimpin tidak mengetahui seeara pasti 
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika sebuah keputusan 

diambiL Agak berbeda dengan keputusan yang didasarkan pada risi­

ko bahwa seorang pemimpin telah memprediksi risiko yang mungkin 
dihadapi oleh organisasi, sehingga dapat diantisipasi untuk memini­
malisasi bahkan menghilangkan kerugian bagi organisasi. 

B. SEJARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Tahun 1950, Herbert A. Simon dianggap yang pertama memakai 

istilah pengambilan keputusan di bukunya Administrative Behavior 

yang sebelumnya diterbitkan di tahun 1947. Setelah dikemukakan 
oleh Simon maka penggunaaan pengambilan keputusan mulai popu­
ler dan diterapkan di seluruh dunia. 

Menurut Ying (2015: 43) Semenjak muneulnya konsep pengam­
bilan keputusan, perkembangan berikutnya muneul banyak pandang­
an beragam mengenai apa itu pengambilan keputusan? Namun demi­
kian} Ying lebih lanjut menjelaskan intinya adalah proses pemilihan 

keputusan yang merujuk pada tujuan sebuah aktivitas, tindakan yang 
digunakan dalam organisasi, misalnya dalam mengelola sebuah ne­

gara sebagaimana diajukan oleh Robert Javis bahwa aktor pembuat 
keputusan merupakan respons dan tafsiran terhadap fakta-fakta yang 

ada yang menjadi landasan dalam memutuskan persoalan negara. 
Banyak ahli mengaitkan konsep pengambilan keputusan dengan 

negara, bahwa melalui pengambilan keputusan sebagai metode meli­

• 3 
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hat persoalan dalarn dan luar negeri yang harus rnenjadi acuan keti­

ka rnerurnuskan kebijakan publik rnisalnya. Menurut Synder (1962), 

bahwa tidak bisa dihindari dalarn proses keputusan selalu akan dipe­

ngaruhi persoalan internal dan eksternal. Dalarn internal seorang pe­

rnirnpin politik, rnisalnya harus rnernperhatikan isu yang berkernbang 

di dalarn negeri, bagairnana opini rnasyarakat terhadap sebuab peris­

tiwa dan bagairnana keadaan sosial, politik, ekonorni, kebudayaan, 

dan berbagai persoalan lainnya yang harus rnenjadi pertirnbangan. 

Adapun Kurniawan (2017) rnenarnbahkan bahwa dalarn persoalan 

eksternal seorang pernirnpin politik suatu negara perlu rnernperha­

tikan kondisi apa saja yang terjadi di kawasan dan situasi politik 

global. Dalarn konteks ini, seorang pernirnpin politik rnernbutuhkan 

pasokan data dan fakta, tidak bisa hanya rnengandalkan pengalarnan 

dan intuisi saja, rnisalnya dibutuhkan data yang diperoleh dari inteli­

jen yang dianggap valid untuk seorang pernirnpin politik rnengarnbil 

keputusan. 

Sebuah keputusan dalarn konteks negara rnerupakan sebuah ke­

putusan politik, dan tentu saja sudab pasti tidak dapat dihindari kon­

troversial yang akan rnuncul di kalangan rnasyarakat rnengenai apa 

saja kebijakan pernerintahan rnereka untuk dalarn negeri dan luar ne­

geri. Tentu saja seorang pernirnpin organisasi telab rnernpersiapkan 

skenario-skenario atas efek sebuah keputusan yang telah ditetapkan, 

oleh karena itulah penguasaan pernirnpin terhadap proses pengarn­

bilan keputusan sangat dibutuhkan, jika tidak akan berdarnpak buruk 

bagi keberlangsungan organisasi dan kernaslahatan publik. 

c. DEFINISI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Secara urnurn, terdapat beberapa pengertian keputusan yang te­

lab disarnpaikan oleh para ahli, di antaranya: 

Pengarnbilan keputusan rnerupakan bagian dari proses pernecah­

an rnasalah (Robbin, 1998: 106). Bagi seorang pernirnpin atau rna­

najer pengarnbilan keputusan dan pernecahan rnasalah rnerupakan 

bagian dari pekerjaannya dan rnerupakan inti dari sebuab kepernirn­
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pinan (Siagian, 1997: 19). Pendapat lain mengemukakan pula bahwa 

pengambilan keputusan inti dari perencanaan (Koontz, 1980: 238). 
Pengambilan keputusan adalah hasH dari suatu proses komuni­

kasi dan partisipasi yang terus-menerus dari keseluruhan organisa­

si (Kadarsah, 1998: 13). Pengambilan keputusan meruopakan tugas 
yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer untuk mencapai ke­
simpulan kata putus, hal ini selaras dengan pendapat bahwa pengam­
bilan keputusan harus berfokus pada masalah utama dari pemilihan 
alternatif-alternatif tertentu suatu kegiatan (Cooke, 1991: 4). 

Didukung pu1a oleh pendapat bahwa pengambilan keputusan 
itu merupakan pemilihan dari bebrapa alternatif kegiatan (Koontz, 
1980: 239). Kemudian dipertegas pula oleh pendapat yang menga­

takan pengambilan keputusan merupakan proses memilih serangkai­
an tindakan-tindakan dari dua atau lebih alternatif (Tjiptono, 1995: 
1982) hal ini selaras dengan pendapat yang mengatakan pengambil­

an keputusan merupakan proses memilih satujalan atau ketentuan di 
antara dua atau lebih alternatif (Goetsch, 1997: 274). Pengambilan 

keputusan merupakan proses di mana suatu kesadaran dari penetap­
an masalah sebuah sistem yang dipengaruhi oleh informasi dan nilai 
(Lipham, 1975). 

Ralp C. Davis mengutarakan bahwa keputusan merupakan solusi 

yang jelas dan menjadi jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. 
Selanjutnya Davis menegaskan bahwa keputusan harus bersinergi 
dengan fungsi perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

implementasinya. Selanjutnya, Mary Folle lebih menjelaskan kepu­
tusan dengan hukum situasi yang mengatakan bahwa wewenang ha­
nya dijalani. Lebih Ian jut, G.R. Terry dengan penjelasan yang lugas 

menerangkan bahwa pengambilan keputsan pada dasarnya adalah 
keharusan memilih di antara banyak alternatif. 

Harold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa keputusan meru­
pakan sebuah keharusan untuk memilih salah satu alternatif untuk 

menentukan tindakan. Namun dalam melakukan tindakan tersebut 
diperlukan menjalankan hal penting yaitu perencanaan, dan peren­

canaan ada karena adanya keputusan. Oleh karena itu, sebuah kepu­
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tusan merupakan sebuah arahan yang dapat dipercaya. 

Wang dan Ruhe menjelaskan bahwa pengambilan keputusan me­
rupakan tahap memilih hal yang paling disenangi untuk melakukan 

sebuah aktivitas dan untuk mewujudkannya sudah dipersiapkan stra­
tegi. 

Suhaman mengatakan bahwa keputusan, yaitu penetapan bera­

gam hal yang mungkin terjadi di antara ketidakpastiansebuah kon­
disi. Selanjutnya, Terry beragumentasi keputusan pada hakikatnya 
adalah penentuan alternatif tindakan dari banyaknya pilihan yang 
tersedia. Maka diperlukan sebuah kepastian dengan menetapkan sa­

lah satunya. 
Simon dengan terang mengatakan bahwa keputusan sebuah pilih­

an tindakan yang bisa dipilih, namun demikian harus melalui tahap­

tahap sistematis agar diperoleh sebuah keputusan yang berkualitas. 
Baron dan Byrne secara ringkas mengatakan keputusan sebagai 

tahap yang telah melalui pengumpulan informasi untuk melakukan 

sebuah tindakan. Ralp C. Davis adalah solusi atas sebuah persoal­
an. Namun demikian keputusan harus terkait dengan perencanaan. 
Selanjutnya, James A.F. Stoner menjelaskan bahwa keputusan me­
rupakan penetapan pilihan. Oleh karena itu menurut Stoner dalam 

keputusan terdapat makna adanya peran logika, adanya pilihan yang 
terbagus, dan adanya target yang ingin diwujudkan. 

Prajudi Atmosudirjo menjelaskan keputusan adalah akhir dari 

penyelesaian masalah dengan memberi satujawaban. Stephen P. Ro­

bins menguraikan bahwa penmbuatan keputusan adalah pemilihan 
dua atau lebih alternatif pilihan yang dilakukan oleh individu atau 
secara organisasi. Drommond menjelaskan keputusan merupakan 
upaya menciptakan peristiwa pada saat sesudah pengambilan kepu­
tusan. Selanjutnya,Premeaux mengatakan keputusan merupakan ta­
hap evaluasi pilihan dan memilih di antaranya. 

Keputusan terhadap sebuah pilihan diperoleh setelah melalui 
proses panjang dengan berbagai metode dan pendekatan karena hal 
itu memang yang diharapkan (Indriyo, 2000: 175). 

Steiner lebih menjelaskan bahwa keputusan adalah proses na­
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tural dalam kehidupan manusia sebagai mahluk individu maupun 

mahluk sosial. Namun demikian, keputusan didapat dengan dengan 
memproses data, sehingga diharapkan dapat menjadi cara terbaik un­
tuk selesaikan persoalan yang dihadapi (Steiner, 1988: 9). Terakhir 
Steers mengatakan pengambil keputusan sebagai proses pemilihan 

alternatif yang tersedia. 
Teori mengenai keputusan dari para ahli di atas dapat menjelas­

kan bahwa keputusan selalu terkait dengan masalah yang sedang di­
hadapi individu dan organisasi. Oleh karena itu, untuk penyelesaian 

seorang pemimpin organisasi diharuskan menyelesaikan ketidakpas­
tian dengan salah satu pilihan terbaik. 

Dalam pengambilan keputusan secara jelas dilihat tidak ada se­
suatu yang kebetulan, dan keputusan tidak bisa diambil secara sem­
barangan melainkan harus sistematis dan menggunakan metode yang 
mengharapkan informasi yang sahih untuk sebuah keputusan yang 

baik. 
Sehingga dapat bahwa tujuan pengambilan keputusan, 

yaitu: untuk menyelesaikan satu masalah dan tidak melebar; tujuan 

bisa bertujuan dua apabila terdapat penyelasaian masalah kontrapro­
duktif. 

Bagi seorang pemimpin organisasi atau manajer sangat perlu 
mengambil keputusan dengan sikap hati-hati dan tidak asal mengam­
bil keputusan. Seorang pimpinan organisasi harus mengurangi sebe­
sar mungkin risiko dan lebih memperhatikan manfaat sebuah kepu­

tusan bagi organisasi. 

D. KEPUTUSAN DAN ORGANISASI SEBAGAI SISTEM 

Pengertian pengorganisasian berbeda dengan pengertian organi­
sasi. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi fundamental manaje­
men seperti yang dikemukakan oleh Terry (1977) yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 

Jika pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan orga­
nisasi, maka organisasi dalam bentuk kata benda adalah hasil dari 
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proses kegiatan pengorganisasian. Jika proses kegiatan pengorgani­
sasian terlaksana secara cermat dalam arti mempertimbangkan ber­

bagai aspek baik internal maupun eksternal termasuk perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka organisasi yang akan terben­
tuk akan baik dalam memenuhi kebutuhan serta tujuan organisasi 

pun relatif lebih mudah dan lebih tercapai (Masana, 2012: 12). 
Berkembangnya kemampuan manusia, maka berkembang pula­

lah spesialisasi cara hidup manusia bekerja sebagai petani, pedagang, 
dokter dan lain sebagainya yang antara satu pekerjaan dengan pe­

kerjaan lainnya saling membutuhkan, saling berinteraksi sehingga 
pada perkembangannya timbul kebutuhan manusia untuk hidup ber­
kelompok yang dewasa ini disebut sengan sebutan konsep organisasi. 

Organisasi berasal dari kata Yunani "organon" yang berarti alat 
atau instrumen. Dengan demikian, organisasi bukan tujuan tetapi 
sebagai alat untuk mencapai tujuan yang secara umum sering dide­
finisikan sebagai kelompok manusia yang bekerja sama dalam rang­

ka mencapai tujuan bersama. Dari pengertian organisasi ini, dapat 
dilihat bahwa dalam konsep organisasi terdapat dua dimensi, yaitu 
sekelompok manusia dan tujuan bersama yang hendak dicapai. 

David Charrington menjelaskan bahwa organisasi adalah sistem 
sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan oleh 
manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka un­

tuk mencapai satu set tujuan tertentu. Tujuan yang ditentukan itu 
bukan hanya berorientasi tujuan organisasi semata, tetapi lebih spe­

sifik, bahwa tujuan organisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua ya­
itu tujuan organisasi sebagai institusi dan tujuan anggota organisasi 
sebagai individu yang harus dipenuhi secara proporsional. 

Selain pendapat di atas, dikemukakan pula pendapat Robbins 
(1994; 4) tentang organisasi yang mengemukakan bahwa organisa­

si adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan 
sebuah batasan yang relative terus menerus untuk mencapai tujuan 
bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya Waldo (1982) men­
jelaskan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi 

yang berdasarkan atas wewenang formil dan kebiasaan di dalam 
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suatu administrasi. Dengan demikian, dari kedua definisi tersebut 

nampak bahwa organisasi itu adalah struktur atau kesatuan sosial di 
mana orang-orang di dalamnya diatur, digerakkan dan dikoordinasi­
kan secara fOrlnal untuk mencapai tujuan bersama. 

Organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1. 	 Adanya suatu tujuan yang ingin dicapai; 
2. 	 Adanya kelompok manusia yang diatur dan dikoordinasikan se­

cara sadar; 
3. 	 Adanya sejumlah beban tugas atau jabatan yang ingin dikerja­

kan; 
4. 	 Adanya sejumlah prasarana dan perangkat kerja yang dibutuh­

kan; 
5. 	 Adanya pemimpin organisasi agar supaya organisasi dapat dige­

rakkan; 
6. 	 Adanya pembagian tugas, hubungan antarmanusia, dan hubung­

an antar organisasi; 
7. 	 Adanya kerja sarna antar-anggota dan kelompok organisasi. 

Organisasi sebagai sistem merupakan keseluruhan unsur, kom­
ponen, bagian yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling 
memengaruhi, dan saling bekerja sarna untuk membentuk kebulatan 

yang utuh dalam rangka mencapau tujuan tertentu. 
Unsur-unsur tersebut dapat dipandang sebagai subsistem dan se­

tiap subsistem mempunyai fungsi tertentu. Apabila salah satu sub 
sistem terganggu atau tidak berfungsi, maka sistem secara keselu­
tuhan akan terganggu pula dalam arti kekurangan atau tidak mampu 
mencapai tujuannya secara efektif. Dalam suatu pemerintahan nega­

ra atau dalam alam semesta ini penuh dengan berbagai sistem. Da­
lam suatu negara, ada sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, 
sistem perhubungan, sistem administrasi negara dan sistem lainnya. 
Dalam tubuh manusia juga terdapat banyak sistem pencernaan, sis­
tem-sistem tersebut dikenal dengan sebutan supra sistem. 

Organisasi pemerintah sebagai sistem adalah adanya keterkaitan, 
interaksi, dan kerja sarna di antara semua unit yang ada dalam or­
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ganisasi pemerintah secara internal, demikian pula ada keterkaitan 
serta kerja sama di antara semua organisasi pemerintah, bahkan di 
antara semua tingkat pemerintahan: pemerintah pusat, provinsi, dan 
kabupatenlkota serta semuanya yang terkait dengan tingkat peme­
rintahan. 

Dalam konteksnya dengan pengambilan keputusan, bahwa orga­
nisasi sebagai sistem seorang pembuat keputusan harus memahami 
hal tersebut, sehingga tidak terjadi kasus seorang pembuat keputusan 
membuat keputusan tanpa memahami anatomi organisasi yang di­

pimpinnya sehingga akan berdampak buruk sebuah keputusan. Sela­
in itu bahwa pengambilan keputusan merupakan roh sebuah organi­
sasi yang menggerakkan. 

E. GAVA PEMBUATAN KEPUTUSAN 

Parameter gaya pembuatan keputusan didasarkan pada cara di 

mana informasi dikumpulkan, dip roses, dan digunakan; serta bagai­
mana informasi dikomunikasikan dan diterapkan. Penggolongan ke­
putusan analitis atau heuristik seperti terlihat pada tabel berikut ini. 

TABEL GAYA PEMBUATAN KEPUTUSAN 

Pembuat Keputusan Analitis Pembuat Keputusan Heuristik 

~elajar dengan menganalisis. Belajar dengan bertindak. 

Menggunakan prosedur langkah dengan 
langkah. 

Menggunakan trial and error. 

Menilai informasi dan model-model secara 
~atif. 

Menilai pengalaman. 

Membangun algoritma dan model 
matematis. 

Mengandalkan pengindraan. 

Mengupayakan solusi optimal.__ __~ MengupCiyakan solusi ya~memuaskan_. _ 

Metode perumusan keputusan bahwa setiap informasi harus di­
dapat dengan cara ilmiah untuk kemudian dievaluasi apa saja hal 
memungkinkan untuk memunculkan pilihan-pilihan yang dirumus­
kan berdasarkan data yang tersedia. Dapat dikatakan, metode ini sa­
ngat ilmiah karena harus didasarkan data dan fakta. 
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Adapun keputusan heuristik bahwa seorang pengambil keputusan 

ditolong dengan beberapa arahan yang dapat dilakukan. Oleh karena 
itu pendekatan ini sangat mengandalkan pengalaman para pemimpin 
yang sedang mengambil keputusan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seo­
rang pemimpin sebagai pengambil keputusan dapat menggunakan 

pendekatan heuristik apabila organisasi tidak menyediakan data dan 
fakta untuk merumuskan pilihan. Namun demikian sangat dianjur­
kan seorang pemimpin melakukan analisis berdasarkan data dan fak­
ta dalam memutuskan sebuah persoalan. 

F. TUJUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pengambilan keputusan sebagai aktivitas utama organisasi de­
ngan argumentasi sebagai berikut. 1) Tujuan tunggal. Keputusan ha­
nya diambil untuk menyelesaikan sebuah persoalan dan tidak dikem­
bangkan ke banyak persoalan; 2) Tujuan ganda. Keputusan bisa saja 
diambil untuk lebih dari satu persoalan. 

Keputusan yang baik dan sistematis hingga implementasinya per­

Iu memerhatikan unsur berikut: tujuan keputusan, identifikasi alter­
natif pilihan, asumsi matang terhadap persoalan di Iuar perhitungan, 
alat evaluasi. 

Berikut adalah beberapa tujuan pembuatan keputusan. Pertama, 
tujuan (goals) Tujuan merupakan hasH atau spesifik output yang ingin 
dicapai, yang memberi arah ke mana keputusan atau tindakan harus 

difokuskan. Tujuan yang baik dapat didefinisikan secara kualitatif 
dan kuantitatif, menetapkan rentang waktu mencapainya (jangka 
pendek, menegah, panjang), bersifat umum dan spesifik. 

Kedua, manfaat menetapkan tujuan (benefits ofgoals): a) Perenca­
naan dapat dilakukan dengan lebih terarah; b) Upaya dan tindakan 
menjadi lebih terfokus; c) Menstimulasi peningkatan kinerja. d. Mem­
bantu proses evaluasi dan mengontrol kinerja. 

Ketiga, jenis tujuan (types ofgoals): a) tujuan umum, bersifat luas, 
kualitatif dan biasanya berjangka panjang. Contoh: Menjadi market 
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leader pada Industri di Indonesia; b) Tujuan operasional, bersifat spe­
sifik, kuantitatif dengan penentuan jangka waktu tertentu. Contoh: 
Meningkatkan pangsa pasar. 

Keempat, hierarki tujuan (hierarchy of goals) membangun bentuk 
hubungan formal dan tujuan yang ditetapkan, melalui tingkatan (le­
vel) yang ada dalam organisasi mulai dari yang terendah sampai ter­
tinggi. 

Kelima, penetapan tujuan dan peran stakeholders penetapan tuju­
an yang realistis adalah dengan mempertimbangkan keberadaan para 
stakeholders (ekstemal maupun internal). Mereka berpotensi mencip­
takan kebutuhan, persoalan, kendala, serta pilihan alternatif solusL 
Oleh sebab itu, mengidentifikasi dan melakukan analisis secara kon­
tinyu terhadap stakeholders harus dikerjakan. 

G. 	 FONDASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

George R Terry merekomendasikan prinsip fundamental dalam 
pembuatan keputusan. 
1. 	 Intuisi. Sebuah keputusan yang dilandasi kematangan spiritual 

dan rasa. Namun rawan akan lebih bersifat emosional dan sangat 
subjektif. Karena sangat berkenaan dengan rasa, maka keputusan 
intuitif bermanfaat di antaranya: pengambilan keputusan men­
jadi gampang dan sangat cepat; keputusan intuitif akan sangat 
berguna ketika terkait humanity. 

2. 	 Pengalaman. Keputusan didasarkan pada pengalaman seorang pe­
mimpin biasanya akan berdaya guna dan akan sangat praktis, 
karena telah pernah diterapkan dan tentu saja dipilih kembali 
karena dianggap telah menampakkan hasH yang baik. 

3. 	 Fakta. Keputusan yang dilandasi dengan fakta dianggap sebuah 
keputusan yang sangat baik, karena telah dipilih melalui proses 
panjang dengan memperhatikan informasi, data, fakta yang ada 
di lapangan dan kondisi sesungguhnya terhadap sesuatu persoal­
an, sehingga keputusan akan menjadi tepat sasaran. 

4. 	 Wewenang. Keputusan yang dilandasi kewenangan pada dasar­
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nya sangat otoriter, karena hanya diputuskan berdasar kehendak 

seorang pemimpin organisasi tanpa memperhatikan aspirasi dan 

aspek lainnya dalam organisasi. 


5. 	 RasionaL Keputusan rasional sebuah sikap yang telah dipertim­
bangkan dampak keuntungan dan kerugian sebuah sikap. Se­
orang pemimpin dalam mengambil keputusan sangat menyadari 
bahwa setiap keputusan yang diambilnya benar-benar dilandasi 
kemanfaatan yang akan dirasakan oleh organisasi. 
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DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN 

A. PEMBUATAN KEPUTUSAN DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN 

Organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang ada untuk sebu­
ah tujuan dan penyelesaian masalah tertentu. Sebuah organisasi ha­
rus melakukan kerja sama dan garis koordinasi yang jelas dan tegas 
agar aktivitas organisasi berjalan efektif dan fungsional. 

Pengambilan keputusan sebuah tindakan yang tidak bisa dihin­
dari dalam kehidupan organisasi, karena dengan sikap dan kepu­
tusan, maka akan ada gerakan-gerakan di organisasi, tanpa adanya 
keputusan maka roda organisasi akan terhenti dan tidak produktif. 
Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi diperlukan pemimpin atau 
manajer andal yang melakukan fungsi pengambilan keputusan. 

Karena pengambilan keputusan sangat penting bagi keberlang­
sungan organisasi, maka seorang pemimpin harus menyadari bahwa 

kepentingan organisasi adalah kepentingan bersama, maka setiap ke­
putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek organisasi. Dalam 
menjalankan kepemimpinan dan pengambilan keputusan sering dika­
itkan dengan kepemimpinan situasional. 

Pembuatan keputusan sebagai proses pemikiran rasional, intuisi, 
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pengolahan data, fakta dan informasi yang menjadi panduan bagi 
organisasi. Ketika dikaitkan dengan pereneanaan, maka kedua kata 

"keputusan" dan "pereneanaan" tidak dapat dipisahkan, melainkan 

terintegrasi, karena tidak ada rene ana tanpa ada kebijakan. Renea­
na dirumuskan karena organisasi akan meneapai masa depan yang 
baik maka perlu keputusan baik pula. Begitu juga dikaitkan dengan 
kebijakan, maka akan menjadi sebuah arahan dalam menjalankan 
tugas kelembagaan. Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya kebi­
jakan sangat tergantung dan didasari keputusan yang dipengaruhi 

oleh kepemimpinan dan manajerial dalam upaya meneari solusi ma­
salah-masalah organisasi. 

B. JENIS-JENIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketika melihat bagaimana jenis keputusan, maka sebenamya da­
pat dilihat dari orang yang mengambil keputusan maka dapat dike­
lompokkan menjadi dua, yaitu keputusan individual dan keputusan 
kelompok. 

Keputusan individual, yaitu sebuah keputusan yang hanya dilan­
dasi pemimpin individu organisasi. Ia melakukan penyimpulan kepu­

tusan seeara individu dengan berbagai pertimbangannya sendiri, bisa 
dilandasi pengalaman, data, dan intuisi yang dimilikinya. 

Salah satu manfaat keputusan individu yang paling bisa dirasa­
kan adalah seorang manajer yang berani mengambil risiko di sebuah 
keputusan pada dasarnya telah mengalami tahap pertimbangan yang 
matang ditambah lagi dengan pengalaman seorang manajer andal. 
Selain itu karena keputusan adalah hasil dari pemikiran individunya 

maka seorang pemimpin akan mengerahkan segala upaya, otoritas 

untuk menggerakkan semua sumber daya untuk mewujudkan kepu­
tusan yang telah dibuatnya. 

Namun demikian, perlujuga mempertimbangkan dampak buruk­
nya, seperti: seorang manajer bukanlah superman yang tanpa ada ke­
lemahan, ada kemungkinan tanpa musyawarah memiliki kesalahan, 

pemimpin akan menanggung masalah sendiri akibat keputusannya . 
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Berikutnya adalah keputusan kelompok, sebuah keputusan yang 
sangat bertolak belakang dengan keputusan individu yang terkesan 
tidak demokratis, di dalam keputusan kelompok bahwa sebuah ke­
putusan dilakukan secara demokratis, aspiratif, dan memperhatikan 
opini yang berkembang di organisasi. Keputusan kelompok dapat di­
lihat dari: sekelompok leader, sekelompok orang dan pimpinannya, 
dan sekelompok orang yang memiliki posisi sejajar. 

Keputusan kelompok memiliki keuntungan di antaranya: sangat 
taktis cepat dalam mengambil keputusan, terhindarnya perdebatan 
panjang. Tidak semua keputusan demokratis partisipatoris bagus, sa­
lah satunya akan terjadi perdebatan panjang sehingga menimbulkan 
lambatnya aktivitas organisasi. 

Penjelasan mengenai dua jenis keputusan di atas menegaskan 
bahwa terdapat kekuatan dan kelemahan masing-masing sebuah teo­
ri. Oleh karena itu, seorang manajer perlu sensitif dan peka jenis pen­
dekatan yang mana yang tepat untuk sebuah jenis persoalan. Terka­
dang manajer dapat menggunakan keputusan individu namun di satu 
persoalan lain, ia perlu menggunakan musyawarah dengan berbagai 
pihak terkait di organisasinya. 

c. MAKNA PEMBUATAN KEPUTUSAN 

Sebagaimana dijelaskan Terry, bahwa keputusan adalah pilihan 
atas dua alternatif yang dilanjutkan Siagian bahwa hakikatnya ke­
putusan lahir dari diskusi dan proses mendalam serta analisis tajam 
untuk melakukan tindakan secara cepat dan tepat. 

Peran penting pemimpin dalam keputusan karena keputusan 
yang diambilnya menjadi aturan dan tingkah laku organisasi. Titik 
utama pengambilan keputusan adalah untuk membedah keadaan 
agar organisasi mengatasi masalahnya. Dalam pembuatan keputusan 
terdapat penggolongan waktu, yaitu keputusan rutin dan tidak rutin. 

Keputusan rutin merupakan keputusan yang terus terjadi dan se­
lalu dilakukan dan keputusan rutin ini telah memiliki standar dan 
ketetapan. Sementara keputusan tidak rutin merupakan keputusan 

II 17 



18 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

yang dirancang pada saat kondisi tertentu. 

Keputusan rutin maupun tidak rutin dapat menggunakan pende­
katan tradisional maupun modem. Namun demikian, keputusan rutin 
lebih condong kepada tradisional karena sudah merupakan kebiasa­
an, sedangkan keputusan tidak rutin lebih tepat menggunakan tekno­

logi dan sains misalnya statistik, pengolahan data komputerisasi, dan 
di saat era digital 4.0 saat ini dikenal dengan pengambilan keputusan 
dengan menggunakan big data, yaitu keputusan yang diambil berda­

sar informasi yang tersedia di internet. 
Seorang pemimpin dapat dikatakan tegas dari keputusan yang di­

ambilnya. Karena dengan keputusan artinya sebagai pimpinan telah 

menawarkan "apa" yang mesti dikerjakan dan menjadi hal penting 
bagi organisasi. Ketegasan belumlah cukup tetapi dibutuhkan presi­
si atau ketepatan dalam pemilihan keputusan. Keputusan juga perlu 
memperhatikan hal manusiawi yang berorientasi kepada anggota or­

ganisasinya. 

D. AlASAN MEMPElAJARI PENCiAMBllAN KEPUTUSAN 

Untuk meningkatkan kualitas diri dan karier pengambil keputusan 

yang menjadi dasar utama perlunya mempelajari pengambilan ke­
putusan ini dapat diperinci: Dengan kualitas diri dalam mengambil 

keputusan otomatis menjadi suatu pra syarat mutlak bagi seseorang 

lebih ideal diletakkan pada fungsi-fungsi kerja yang bersifat kebi­
jakan atau keputusan. Sebab di tingkat staf kebijakan lebih sedikit, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan pemahaman 
teori dan praktik keputusan baik pula dan untuk pengambil kepu­
tusan yang baik idealnya adalah orang-orang yang menjadi motor 
pembawa arah perusahaan. 

Keputusan yang baik pasti mempertimbangkan dari segala sudut 
keefektivitasannya, baik dari segi kualitas hasil, waktu pencapaian, 
implementasi bagi orang-orang yang terkait sehingga didapatkan ke­
efisienan dalam proses. Efisiensi ini akan mampu dilakukan pada ke­

putusan yang baru dan evaluasi berbagai keputusan yang lama untuk 
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menghindari berbagai keputusan-keputusan yang tidak berdasar atau 

telah usang. Tujuan efisiensi ini hanya efektif dilakukan jika mempu­
nyai dasar teori dan praktik pengambilan keputusan. 

Untuk Produktivitas Organi.~asi. Produktivitas akan meningkat jika 

ditunjang dengan input yang rendah did1.lkung proses yang inovatif, 
kreatif, efektif dan cara-cara kerja baru akan menghasilkan output 
yang besar, atau dapat disebut output besar adalah nilai produktivi­
tas besar yang dicapai. Produktivitas yang besar akan memberikan 
dampak kesejahteraan yang maksimal pula. Bahwa input, proses, dan 

output terse but dapat dicapai dengan tepat harus didukung dengan 
keputusan yang akurat dari modal pengetahuan terhadap teori dan 
praktik tentang pengambilan keputusan terse but. 

E. KEBIJAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Menurut Hough (1984) menjelaskan kebijakan bisa menunjuk 

pada seperangkan tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan, 
menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang dan peratur­
an. Duke dan Canady mengelaborasikan konsep kebijakan dengan de­
lapan arah pemaknaan kebijakan: kebijakan sebagai penegasan mak­

sud dan tujuan; Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga 
yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, 

melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya; 
kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional; kebijakan sebagai 
strategi yang diambil untuk memecahkan masalah; kebijakan sebagai 

perilaku yang bersanksi; Kebijakan sebagai norma perilaku dengan 
ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan sub­

stantif; kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan; dan 

kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk 
pada pemahaman kbalayak sasaran terhadap implementasi sistem. 

Konsep kebijakan di atas dapat menjelaskan relasinya dengan 

keputusan sebagai berikut. Pertama, dalam merumuskan keputusan 
harus dilandasi dengan analisis logis agar adaptif dengan lingkungan. 

Kedua, bahwa dengan adanya keputusan, maka secara otomatis men­
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jadi pegangan dalam menjalankan organisasi. 

Tilaar (2008: 149) mengartikulasikannya ke dalam dunia pendi­

dikan bahwa kebijakan merupakan perumusan yang melalui tahapan 

yang dimulai dari visi hingga program yang pada hakikatnya sebagai 

upaya mewujudkan tujuan pendidikan di suatu komunitas di masa 

yang telah ditentukan. Selanjutnya, Tilaar menghubungkannya de­

ngan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia adalah mewujudkan 

Bhinneka Tunggallka bersamaan dengan hal itu juga sebagai wadah 

intemalisasi ajaran Islam. 

Model perumusan kebijakan pendidikan merupakan pengambil­

an keputusan dari berbagai altematif. Dalam pengambilan keputusan 

biasanya mempertimbangkan antara untung rugi dan keefisiennya 

suatu kebijakan pendidikan. Dalam model perumusan kebijakan pen­

didikan dalam proses ini para aktor analis kebijakan melakukan pen­

definisian suatu masalah (input) kemudian dikonversi untuk dibuat­

kan kebijakan pendidikan yang pas dan hasH dari input dikonversi 

berupa output kebijakan. Namun dalam proses input konversi dan 

output faktor lingkungan, publik sebagai penerima kebijakan berpe­

ngaruh cukup besar. Karena nantinya setelah kebijakan dibuat atau 

ditolak lingkungan penerima kebijakan, maka diproses untuk dibuat­

kan model kebijakan baru, sesuai karakteristik lingkungan penerima 

kebijakan pendidikan itu sendiri, misalnya; sekolah, pesantren, dan 

perguruan tinggi. 

William N. Dunn 2003 dalam Fattah (20l3)1 menjelaskan model 

perumusan analisis kebijakan pendidikan yang bisa dijadikan rujuk­

an, antara lain: 1) model deskriptif, tujuannya untuk menjelaskan 

dan/atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebi­

jakan pendidikan; 2) model normatif bertujuan bukan hanya menje­

laskan dan/atau memprediksi juga memberikan dalil dan rekomen­

dasi guna mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai); dan 3) model 

verbal diekspresikan. Begitu juga Dye, dikutip Nugroho (2004: 108­

127), menjelaskan ada sembilan model perumusan kebijakan publik 

1 Dunn, WiLLiam N., (2003) Analisis Kebijakan Pub11k. (Peny: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press. hlm: 61-63. 
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yang bisa diadaptasi dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu: 
1) model kelembagaan; tugas pembuat kebijakan pendidikan adalah 
pemerintah; 2) model proses; kebijakan itu aktivitas politik sehing­

ga mempunyai proses; 3) model teori kelompok merupkan interaksi 
dalam kelompok guna menghasilkan keseimbangan sebagai hal yang 
terbaik; 4) model teori elit; kebijakan pendidikan bagian dari per­
spektif elite politik; dan penguasa, 5) model teori rasionalisme; pro­
ses perumusan kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada rasio­
nalitas; 6) model inkrementalis; kebijakan publik merupakan variasi 
ataupun kelanjutan dari kebijakan pendidikan di masa lalu; 7) model 
pengamatan terpadu; telaah menyeluruh aspek, stakeholder, manfa­
atnya; 8) model demokratis; melibatkan banyak pihak dan model 

strategis, menunjukkan alternatif dan pilihan kebijakan merupakan 
strategi untuk mencapai tujuan. 

Keberhasilan kebijakan pendidikan tidak lepas dari peran para 

aktor yang merumuskannya. Kajian terhadap aktor perumus kebijak­
an pendidikan merupakan hal yang menarik. Para aktor merupakan 
penentu isi kebijakan dan mewarnai dinamika tahapan dan proses 
perumusan kebijakan. Adapun aktor dalam perumusan kebijakan 
pendidikan terdiri dari individu, kelompok, dan para pelaku pendi­

dikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai satu kesatuan sis­
tern kebijakan pendidikan. Lester dan Stewart (2000)2 menyatakan 
bahwa para aktor perumus kebijakan terdiri dari, pemerintah terdiri 
dari birokrat karier, kantor kepresidenan dan kementerian, lembaga 
legislatif dan kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan 
kebijakan secara spesifik, misalnya partai politik; organisasi peneli­
tian; media komunikasi; serikat guru, asosisasi penyelenggara pen­
didikan tertentu, asosiasi peserta didik, asosiasi pimpinan perguru­
an tinggi, asosiasi orangtua peserta didik serta individu masyarakat. 
Mereka ini sering kali disebut sebagai peserta dari non-pemerintahan 
(non-governmental participants). 

Peranannya dalam menyuplai informasi; memberikan tekanan 

2 Lester, James P a Stewart, Joseph JR. Public Policy: An Evolutionary Approach. (USA: Wads worth! 
Thomson Learning, 2010) . 
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(pressures); serta untuk memengaruhi (Anderson, 2006; Winamo, 

2014; Maskuri, 2017).3 Hal senada dijelaskan oleh Howlett, Ramesh, 

& Perl (2009)4 yang mengklasifikasikan aktor perumus kebijakan ter­

masuk dalam bidang pendidikan terdiri dari: 1) aparatur dipilih (elec­

ted official) yaitu berupa eksekutif dan legislatif yang terkait dengan 

urusan pendidikan; 2) aparatur ditunjuk (appointed official), bertugas 

sebagai asisten birokrat biasanya menjadi kund dasar dan central 

figure dalam proses kebijakan pendidikan atau subsistem kebijak­

an pendidikan; 3) kelompok kepentingan (interest group) atau pihak 

terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politisi 

sering kali membutuhkan informasi yang disajikan kelompok terkait 

berbagai kepentingan, guna efektivitas pembuatan kebijakan pendi­

dikan atau untuk menyerang oposisi terkait kondisi pelayanan pendi­

dikan; 4) organisasi penelitian (research organization), berupa akade­

misi dari perguruan tinggi, kelompok ahli atau konsultan kebijakan, 

5) media massa (mass media), merupakan jaringan Iembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang memiliki hubungan krusial dian tara negara 

dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan 

permasalahan yang muncul terkait dengan layanan pendidikan yang 

diterima masyarakat; 6) organisasi massa dan profesional yang mene­

kuni bidang tertentu atau keahlian khusus; 7) perorangan yang memi­

liki kompetensi dari isu yang dibuat kebijakannya (Hasbullah, 2015). 

Terkait keterlibatan berbagai aktor dalam pembuatan kebijakan, 

khususnya dalam tahapan perumusan kebijakan, maka tahapan pe­

rumusan kebijakan diharapkan dapat melibatkan peserta yang lebih 

sedikit dibandingkan dalam tahapan penetapan agenda. Tahapan ini 

lebih banyak diharapkan adalah kerja dalam merumuskan altematif 

kebijakan dengan mengambil tempat di Iuar perhatian publik (Sid­

ney, 2007).5 Dalam sejumlah teks standar kebijakan, pada tahapan 

perumusan disebut sebagai fungsi ruang belakang. Detail kebijakan 

dirumuskan oleh staf birokrasi pemerintah, anggota Iegislatif, serta 

3 Anderson, James E, Dan Winarmo, Maskuri, Public Policy Making, Sixth Edition, 2006, hlm.102-106. 
4 Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. Studying Public Policy: Policy cycles and policy subsystems (Vol. 3), 

(Oxford: Oxford University Press, 2009). 
'Sidney, MS Policy formulation: Design and Tools. In F. Fischer, G. J, Miller, & M., 2007, hlm. 79 . 
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kornisi khusus. Proses perurnusan biasanya dilakukan di ruang kerja 
para aktor perurnus kebijakan. Aktor perurnusan kebijakan pendidik­

an terdiri dari kornunitas analis kebijakan pendidikan diwakili dari. 
pemerintah atau sekelornpok masyarakat (Public) yang berpartisipasi 
mengikuti arahan inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan me­
dia massa, media sosial terkait dengan isu pendidikan yang berkem­
bang atau menjadi perhatian masyarakat luas (Parsons, 1997). 

F. FAKTOR PENCiAMBILAN KEPUTUSAN 

Terry menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi keputus­

an, di antaranya: Pertama, setiap yang berbentuk dan tidak berben­
tuk, setiap hal yang emosional dan rasional haruslah dipertimbang­

kan ketika rnerurnuskan keputusan. 
Kedua, keputusan mesti menjadi material guna mewujudkan ke­

putusan agar tidak mengacu pada persoalan personal namun didasar­

kan pada kepentingan organisasi. Ketiga, tidak semua keputusan akan 
menampakkan hasil yang baik, maka perIu dipersiapkan keputusan 
lainnya. 

Keempat, pada hakikatnya keputusan merupakan sikap yang ab­
strak maka harus dimanifestasikan rnenjadi nyata dalam bentuk atau 
aktivitas fisiko Kelima, sebuah keputusan yang baik memerlukan pe­

riode panjang. 

Keenam, untuk rnernperoleh hasil yang bagus, maka dibutuhkan 
keputusan yang taktis dapat diimplementasikan. Ketujuh, keputusan 

harus diformalisasi di dalam organisasi agar memiliki legitimasi un­
tuk dijalankan. Kedelapan, bahwa keputusan merupakan rangkaian 
antar-elemen. 

Adapun menurut Arroba bahwa faktor pengambilan keputusan di 
antaranya: informasi akan masalah yang dihadapi organisasi; tingkat 
pendidikan; personalitas; pengalaman hidup dan kebudayaan. 

Selanjutnya seorang ahli pemasaran, Phillip Kotter menjelaskan 
faktor keputusan sebagai berikut: pertama, adanya faktor kebuda­

yaan dan strata sosial; kedua, faktor sosial, bahwa keputusan tidak 
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terlepaskan dari permasalahan sosial; ketiga, faktor pribadi, meliputi 

demografi manusia; keempat, faktor psikologis meUputi persoalan psi­
kologis seperti motivasi, dan karakter. 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Miniard yang menga­
takan bahwa seorang individu dalam mengambil keputusan sangat 
dipengaruhi di antaranya lingkungan, individu, dan psikologis . 
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PEMBUATAN KEPUTUSAN 

A. PRINSIP DAN PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN 

Keputusan yang telah ditetapkan diharapkan menjadi panduan 
bagi organisasi. Oleh karena itu, perlu menjalankan prinsip sebagai 

berikut: Pertama, hakikat dari keputusan adalah memberi solusi ter­
hadap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, seorang pengambil 
kebijakan harns mempertimbangkan ketepatan sasaran dari peme­

cahan masalah. Kedua, pengambil kebijakan secara kesadaran penuh 
dan rasional bahwa setiap keputusan yang ditetapkan telah melalui 
analisis minus risiko. Ketiga, keputusan yang diambil oleh pengambil 

kebijakan telah mempertimbangkan batas keberterimaan kemampu­
an manusia. Keempat, pengambil keputusan memutuskan sikap terha­
dap keputusan yang bisa dilaksanakan. Kelima, keputusan yang diam­

bi! berorientasi penyelesaian masalah yang taktis dan tentunya dapat 
diterapkan secara operasional dan teknis. Keenum, dalam merumus­
kan keputusan dimulai dari tahap paling awal sebagaimana prosedur 
yang dianggap efektif hingga tahap implementasi. Ketujuh, keputusan 

yang diimplementasikan diharapkan dapat dinilai kesuksesannya. Ke­
deZapan., keputusan bisa dirumuskan tidak hanya berdasarkan data 
namun juga bisa dengan intuisi dan penetapan individu. 
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B. 	 KOMPONEN PEMBUATAN KEPUTUSAN 

1. 	 Penetapan Tujuan 

Sebagaimana pembahasan pengertian bahwa keputusan terbaik 

dibutuhkan rumusan dan dukungan data yang akurat sebab keputus­
an yang dibuat akan berdampak sangat pada seluruh sisi yang men­
jalankan keputusan tersebut. Sebagai representatif dari rumusan dan 
data fakta berikut ini, disampaikan empat komponen pengambilan 

keputusan yang dikelompokkan oleh Martin Starr, yaitu: Sebelum 
keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan "untuk apa 
keputusan ini di buat? apakah keinginan mencapai keputusan sei­
ring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusan. 
Contoh: "Untuk apa membeli televisi di rumah ..?" 

Tentu akan sangat banyakjawaban yang didapatkan, tentu di an­
tara jawaban-jawaban tersebut pasti, ada yang paling menjadi tuju­
an khusus yang diharapkan oleh pengambil keputusan utama dalam 

membeli televisi tersebut. Antara lain alasan yang mung kin timbul 
adalah: Sarana hiburan di rumah; Supaya keluarga betah di rumah; 
Supaya tidak menonton di rumah tetangga; Untuk dapat menyaksi­
kan pertandingan piala dunia; Untuk dapat menyaksikan acara ter­
tentu; Untuk gengsi agar tidak dianggap tidak mampu beli televisi. 

2. 	 Identifikasi Alternatif 

Setelah menetapkan tujuan, maka dapat dilanjutkan dengan me­

netapkan berbagai alternatif-alternatif yang mendasari mencapai tu­
juan tersebut. Untuk mencapai satu tujuan tentu ada banyak pilihan, 
namun tetap dipertimbangkan segala dampak dari alternatif yang di­

ambil. Misalnya, jika tujuan pembelian televisi tersebut disebabkan 
keinginan hanya untuk menonton satu paket acara saja dan hanya 
pada satu waktu saja tentu kurang pas. 

C. 	 PERISTIWA TIDAK TERKENDALI 

Alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi se­
karang terhadap kondisi yang akan datang, jangan sampai keputus­
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an yang diambil tidak mempertimbangkannya. Dan keputusan yang 

sudah diambil jika karena di luar dari kemampuan kita menganali­
sisnya namun tetap terjadi maka harus diusahakan meneari solusi 
alternatif atas kondisi terbaru yang muneu!. 

Misal pembelian televisi yang bertujuan untuk mengikuti suatu 
aeara tertentu, bukan tidak mungkin karena sesuatu hal aeara ter­
sebut tidak jadi ditayangkan. Tentu dengan penetapan tujuan yang 

sempit tersebut maka tidak tercapai tujuan pembelian televisi, di 
mana seharusnya sebelum menetapkan tujuan sudah dapat diantisi­
pasi sebelum hal tersebut terjadi. 

Untuk sarana mengukur hasil harus ditetapkan alat atau sara­
na yang menjembatani antara keputusan terhadap realisasi. Jika ke­
putusan yang diambil tidak sesuai dengan realisasi berarti putusan 

tersebut salah dan sebaliknya jika keputusan sesuai dengan realisasi 
yang dicapai maka dapat dikatakan keputusan tersebut berhasil. Da­
lam hal ini alat atau sarana ukur yang dimaksud sebagai pemban­

ding, misalnya. Pembelian televisi didasari oleh keinginan bapak un­
tuk memberikan alat hiburan di rumah agar anak-anaknya betah di 

rumah, maka alat ukur pembanding yang tepat adalah sejauh mana 

anak-anaknya tersebut menikmati hiburan televisi. 

D. 	 METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Proses ilmiah adalah tahap ideal dalam pengambilan keputusan 
di sebuah organisasi modern sehingga data yang memberikan fakta 

. terse but akan menyumbang ketepatan pilihan. Metode ilmiah yang 

digunakan bisa menggunakan pendekatan sains pasti maupun sains 
sosial, setiap ilmu terse but akan mewarnai keputusan yang efektif. 
Adapun langkah-Iangkah yang dapat diterapkan sebagai berikut. 
1. 	 Sebagaimana karakter ilmiah yaitu perlunya sebuah rumusan 

persoalan dan tujuan dari sebuah aktivitas. Seorang pengambil 

keputusan harus memiliki hipotesis, misalnya apa yang akan ter­
jadi jika keputusan ini ditetapkan? 

2. 	 Dalam merumuskan keputusan yang ilmiah diperlukan tinjauan 
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teoretis yang dapat digunakan menjadi tinjauan dan perbanding­
an dalarn menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

3. 	 Hipotesis yang dikembangkan menjadi arahan bagi pengambil 

keputusan. 

4. 	 Hipotesis perlu dilakukan uji statistik, oleh karena itu dibanyak 
literetur pengambHan keputusan banyak menggunakan analisis 

statistik. 
5. 	 HasH dari analisis didasarkan pada tinjauan teoretis. 
6. 	 Analisis hasil merupakan analisis dari hasH pengolahan model 

penelitian berdasarkan kerangka berpikir yang telah dicari dalarn 

studi literatur. 
7. 	 Kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasH dari riset pengam­

bilan keputusan. 
8. 	 Analisis hasH merupakan analisis dari hasil pengolahan model 

penelitian berdasarkan kerangka berpikir yang telah dicari dalarn 
studi literatur. 

Supranto (2005) menjelaskan bahwa tahap keputusan manaje­

men memiliki unsur sebagai berikut: Pertwna, perlu adanya rumusan 
persoalan secara perinci. Kedua, mengumpulkan data mengenai kena­
pa terdapat sebuah persolan di organisasi, kemudian fokuskan kajian. 
Ketiga, berdasarkan informasi kemudian lakukan aktivitas tindak lan­
jut untuk memberi solusi. Keempat; mempersiapkan analisis pilihan 

atau yang disiapkan jika sebuah alternatif telah ditentukan. Kelima, 
menentukan pilihan dari keputusan, misalnya seorang kepala sekolah 
yang menetapkan strategi promosi sekolah yang dipimpinnya. Keli­
ma, tahap terpenting adalah tahap aksi, bahwa tanpa adanya aplikasi 

dari keputusan yang dibuat, maka hal itu sarna saja dengan tidak 
mengambil keputusan dan organisasi juga akan mengalarni stagnasi. 
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DALAM PROSES MANAJEMEN 
DAN ASPEK MANAJEMEN 

Pengambilan keputusan sangat terkait dengan organisasi, fungsi 
manajemen dan kepemimpinan organisasi. Ketiga hal ini saling ter­
kait, dan keputusan adalah jiwa yang menggerakkannya, oleh karena 
itu aktivitas pengambilan keputusan merupakan kegiatan terpenting. 

Melalui kepemimpinan diharapkan proses pengambilan keputus­
an akan berjalan efektif. Ada pemimpin yang biasa mengambil kepu­
tusan secara sendiri, namun ada pemimpin yang terbiasa melakukan 
penjaringan aspirasi dan nampak lebih demokratis, dan kesemuanya 
ini adalah proses manajemen yang dilakukan untuk merumuskan ke­
putusan. 

A. ASPEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Terdapat tiga aspek dalam pengambilan keputusan (Janis & 

Mann, 1977), yaitu: Pertama, kemampuan mempertimbangkan be­
berapa pilihan. Individu tidak hanya memikirkan manfaat terbesar 
yang akan didapatkan, tetapi juga berbagai macam pertimbangan 
dari pilihan yang dipilih maupun yang tidak dipilih. 

Kedua, kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai si­
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tuasi yang diinginkan. Berbagai tantangan yang kemungkinan akan 
dihadapi oleh individu dapat dilalui dengan baik. Berkenaan dengan 
ketidakpastian, sehingga pilihan yang telah dipilih tidak dapat di­

ubah lagi. Ketiga, kemampuan untuk menerima risiko yang ada. 

Individu mampu untuk menerima konsekuensi dari keputusan­
nya dan melaksanakan sendiri. Ranyard (1997) mengemukakan bah­

wa kedua aspek tersebut berhubungan dengan faktor eksternal dan 
faktor internal masing-masing dalam diri individu: 

1. 	 Keadaan sekitar yaitu mengenai kondisi lingkungan internal dan 
eksternal. 

2. 	 Keinginan. Preferensi merupakan harapan akan implementasi ke­
putusan. Mereka diarahkan oleh tujuan dan kuat. 

Menurut Faqih (2012) aspek-aspek pengambilan keputusan studi 
lanjut menurut Hasan antara lain: 
1. 	 Memahami potensi diri. Memahami potensi diri dimaksudkan 

siswa memiliki kesanggupan untuk membentuk suatu gambar­

an tentang dirinya sendiri, tentang kelebihan, kekurangan, sifat­
sifat, bakat, dan minat yang ada dalam dirinya. 

2. 	 Memahami lingkungan. Memahami lingkungan dimaksudkan sis­

wa memiliki kesanggupan untuk memahami dan menggambar­
kan keadaan lingkungannya baik lingkungan keluarga, lingkung­
an sekolah dan lingkungan sekitar sehingga menunjukkan suatu 

keadaan yang jelas. 
3. 	 Menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan 

studi lanjut. Menemukan hambatan dalam mengambil keputus­
an berarti siswa sanggup menemukan, mengidentifikasi, keadaan 
yang menghambatnya dalam mengambil keputusan. 

4. 	 Memutuskan pilihan berdasarkan alternatif yang ada. Memutus­
kan pilihan berdasarkan alternatif yang ada berarti siswa mam­
pu memahami diri, memahami keadaan lingkungan, dan mampu 
menemukan hambatan dalam mengambil keputusan studi lanjut 
yang kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 
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B. 	 FAKTOR-FAKTOR PENCiAMBILAN KEPUTUSAN 

Sangat banyak faktor-faktor yang memengaruhi suatu keputus­
an, faktor-faktor ini mampu memberikan sejauh mana kualitas kepu­
tusan akan ditetapkan, bila faktor-faktor yang dipakai sangat tidak 
berhubungan atau bukan substansial utama permasalahan tentu akan 
memunculkan permasalah baru atau sebaliknya dengan kualitas hu­
bungan faktor dengan keputusan sangat erat dan sangat substansial 
jelas akan memberikan keputusan yang ideal berkualitas. Dalam pem­
bahasan ini, akan disampaikan ada empat faktor yang sangat meme­
ngaruhi munculnya suatu keputusan. Adapun faktor-faktor tersebut, 
yaitu: 

1. 	 Posisi atau Kedudukan 

Faktor posisi atau kedudukan sangat memengaruhi suatu peng­
ambilan keputusan, para pemilik perusahaan sangat sering menghi­
langkan kaidah pengambilan keputusan yang benar disebabkan sang 
pemilik dengan posisinya membuat suatu keputusan dengan sepihak 
atas intuisi atau kepentingan sepihak yang juga sering diakui dan di­
setujui oleh para direksi dan karyawan sebagai wujud penghormatan 
dan penghargaan atau disebabkan kekhawatiran beda pendapat yang 
berujung pada ketidakpatuhan. Hal ini sering kali terjadi walaupun 
dengan kasat mata logika keputusan sangat bertentangan. 

Para pemimpin diktator di beberapa negara atau kerajaan-keraja­
an masa lampau menjadikan faktor posisi atau kedudukan ini dapat 
membuat berbagai keputusan mutlak yang tidak mengenal kaidah 
keputusan benar atau keputusan salah. Dalam hal penerimaan dari 
hasH pengambilan keputusan melalui faktor kedudukan lebih mudah 
diterima oleh orang-orang yang di bawah posisinya atau yang diba­
wah kedudukannya. Namun pada sisi positifnya masih ada sejarah 
pemimpin yang mampu memberikan keputusan yang baik didasari 
faktor kedudukannya . 

• 	 31 



PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

2. Masalah dan Pentingnya Identifikasi Akar Permasalahan 

Faktor masalah dalam pegambilan keputusan sangat berpenga­

ruh, dalam manajemen strategik sangat jelas bahwa untuk masuk 

pada suatu keputusan atau solusi penyelesaian harus dimulai dengan 
mengetahui permasalahan-permasalahan melalui berbagai formula 
evaluasi yang melahirkan berbagai permasalahan yang akhimya dite­

tapkan sebagai rujukan dalam menentukan keputusan penyelesaian. 
Demikian pula halnya dengan faktor masalah dengan pengam­

bilan keputusan, masalah dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 
permasalahan atau antisipasi keakuratan kualitas keputusan yang 

dibuat. Bahkan diharapkan dari keputusan yang dibuat mampu me­
lihat masalah yang akan muneul atau dampak masalah yang timbul 
bahkan masalah yang sekaligus dapat diselesaikan. 

Akar permasalahan merupakan aktivitas yang bersifat reaktif, 
terjadi setelah masalah terdeteksi. Akar permasalahan merupakan 
alasan yang paling dasar mengapa terjadi. Analisis akar permasa­
lahan adalah proses menyingkap masalah inL Sebelum peningkatan 
terjadi, akar permasalahan harus diidentifikasi dan diperbaiki. Hal 
ini merupakan masalah yang besar di sekolah-sekolah karena orga­
nisasi sekolah bersifat enggan atau tidak ingin untuk memecahkan 
permasalahan, dan masyarakat umum mengambil keuntungan dari 
fakta terse but. Keengganan para pendidik untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis akar permasalahan berawal dari beberapa faktor. 
Personel sekolah secara umum menggunakan pendekatan yang 

tidak tersusun dalam memecahkan masalah. Orang cenderung meng­

gunakan kata hati mereka, mempercayai bahwa mereka dapat me­
ngetahui atau mempelajari sesuatu tanpa sadar. Mereka hanya me­
ngetahui apa yang benar, terutama ketika beberapa orang lain ada 
yang menyetujui pendapat tersebut. Orang juga cenderung berkomu­

nikasi secara tidak formal untuk periode waktu yang lama, sampai 
pada penyebab masalah atau solusi melalui proses penyisihan yang 
lama dan kondisi ini hampir tidak disadari. Pengalaman dengan ma­
salah yang terjadi berulang-ulang, membuat mereka berpegang pada 
penyebab dan pemecahan masalah yang telah digunakan pada waktu 
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sebelurnnya. Sernua ini bersifat subjektif, sangat pribadi, tindakan 
pada waktu sebelurnnya. Sernua ini bersifat subjektif, sangat pribadi, 
tindakan dilakukan secara individu atau dalarn kelornpok tertentu 
dan tidak terukur. Sulit bagi seorang pendidik untuk rnenjelaskan 
proses dan keabsahannya kepada orangtua yang tidak puas. 

Personel sekolah biasanya tidak rnernpunyai pola dalam rnerne­
cahkan perrnasalahan. Mereka tidak terlatih dalarn pernecahan rna­
salah, rnereka hanya terlatih untuk rnenjawab. Adapun ilrnu pendi­
dikan berbasis pada "latihan terhadap solusi. Diagnosis, penilaian, 
pengujian, dan pengukuran berkonsentrasi pada penerapan peralatan 
dan teknik yang telah distandardisasi dan yang tidak rnernasukkan 
pernecahan perrnasalahan yang kreatif, pernecahan rnasalah ilrniah, 
penilaian terapan, dan ilrnu pengetahuan. Kursus pendidikan terus 
rnernikirkan jenis dan penggunaan ujian yang telah terstandar, pene­
rapan kurva normal untuk rnenaikkan tingkat, penelitian teoretis rne­
lalui survei pendapat dan orientasi pada pengajaran dan pengukuran 
yang lebih rnenekankan pada hasil atau output daripada input. 

Kerugian dari pendekatan tak tersusun ini lebih besar daripada 
keuntungannya. Pendekatan ini rnernberikan jawaban cepat. Kernarn­
puan yang besar untuk rnendeteksi perrnasalahan yang tersernbunyi 
yang rnuncul ke perrnukaan saat berpikir, dan kernungkinan pern­
bentukan kesirnpulan yang lebih abstrak. Kerugian rnengandung un­
sur subjektivitas, hubungan personel pada kata hati dan pengalarnan 
pribadi. 

Partisipasi dalarn jenis pernecahan rnasalah seperti ini bergan­
tung pada orang-orang yang rnernpunyai latar belakang yang sarna, 
pengalarnan yang sarna, dan pengetahuan khusus dan terkadang ber­
sifat rahasia rnengenai sebuah proses. Pernecahan rnasalah yang tidak 
tersusun ini rnerniliki kernungkinan besar untuk gagal. Tetapi yang 
lebih penting dari itu sernua, pendekatan tak tersusun tersebut rnen­
cegah tindakan untuk berbicara dan rnernbujuk orang lain rnengenai 
akar perrnasalahan. 

Penyibakan perrnasalahan serta rnengidentifikasi permasalahan 
yang sebenarnya atau keadaan sebenarnya yang rnenjadi penyebab 
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pennasalahan di sekolah. Secara khusus, bukanlah bukanlah metode 
tersusun dan tak tersusun yang mengganggu orang, melainkan identi­
fikasi penyebab masalah yang sebenarnya. Tak seorang pun di komu­
nitas sekolah ingin mengetahui siapa atau apa yang harus dipersalah­
kan sebenarnya. Atau tak seorang pun berharap untuk bertanggung 
jawab untuk mengatakan kepada yang lain bahwa ini adalah kesa­
lahannya. Tak seorang pun yang benar-benar mau mengatakan bah­
wa sekolah tidak bersalah, sekolah dengan mudah menyalahkan atas 
kegagalan. Tetapi organisasi sekolah belum selesai melakukan semua 
yang seharusnya mereka kerjakan dan menemukan dan memecahkan 
fakta, metode maupun penemuan mungkin akan sarna tidak disetujui. 

Dua teknik analisis akar permasalahan khusus yang mungkin da­
pat berguna bagi organisasi sekolah: analisis penghalang dan analisis 
faktor sebab akibat dan peristiwa. Pertama-tama lihat pada analisis 
penghalang. Analisis penghalang merupakan teknik akar permasa­
lahan yang melihat pada sumber permasalahan yang mungkin ter­
jadi dengan menilai kecukupan penghalang tersebut. Kajian tentang 
analisis penghalang sangat berharga dalam pendidikan untuk mengi­
dentifikasi penghalang yang mungkin telah mencegah pennasalahan. 
Untuk menganalisis penghalang kita harus melihat pada penjelasan 
dengan tindakan dasar yang menciptakan permasalahan. 

Analisis penghalang menentukan elemen dasar dan peristiwa 
atau masalah yang tidak diinginkan sebagai berikut: 
1. 	 Ancaman, bahaya atau paksaan yang dapat berpengaruh buruk 

terhadap keadaan atau kondisi hal-hal yang berharga. 
2. 	 Sasaran atau hal-hal yang berharga itu sendiri. 
3. 	 Penghalang atau penyelamat yang seharusnya menghalangi da­

tangnya ancaman kepada sasaran. 
4. 	 Jejak kontak ancaman atau pengaruh ancaman terhadap sasaran 

seperti yang dibuktikan oleh terjadinya masalah atau peristiwa 
yang tidak diinginkan. 

Dalam menggunakan analisis penghalang untuk menentukan 
akar permasalahan, ada empat hal yang harus diidentifikasi, sebagai 
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berikut: 
1. 	 Ancaman akan menyebabkan kerugian. 
2. 	 Orang-orang atau sesuatu yang dirugikan. 
3. 	 Penghalang yang seharusnya mampu mencegah ancaman untuk 

mencapai sasaran, tetapi kenyataan tidak mampu. 
4. 	 Jalan atau jejak yang digunakan oleh ancaman untuk mencapai 

sasaran. 

Ancaman adalah orang atau hal-hal yang mempunyai potensi un­
tuk menimbulkan kerugian atau hasil yang berdampak merugikan 
dalam lingkungan pendidikan. Ancaman datang dalam bentuk energi, 
baik energi yang terkendali menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan 
sementara energi tak terkendali menghasilkan hasil-hasil yang tidak 
diinginkan. Dalam dunia pendidikan energi seperti ini bisa berasal 
dari banyak sumber kekuatan (politik, keluarga, masyarakat, profesi­
onal, lembaga) dan dalam bentuk yang tidak terbatas. 

Sasaran adalah semua hal-hal yang berharga atau orang yang ru­
sak, tidak berharga atau dirugikan oleh ancaman. Mereka mungkin 
bisa saja guru, murid, pengajaran, kelas, sekolah, norma, nilai atau 
sejenis lingkungan. Segala hal yang menjadi sasaran mengandung 
proses seperti pengajaran atau materi fisik dan pedengkapan. Orang­
orang yang menjadi sasaran bisa saja murid atau individu, guru, dan 
staf. Sasaran dapat meliputi lingkungan atau suasana pembelajaran. 

Penghalang mencegah energi yang mengalir dari ancaman menu­
ju sasaran. Penggunaan penghalang secara stategis dan menyeluruh 
adalah untuk mengunci ancaman agar jauh dari sasaran. Penghalang 
adalah segala hal yang mencegah jalan, pendekatan atau kendali, dan 
meminimalkan dampak dari kontak yang tidak diinginkan antara an­
caman dan sasaran. Beberapa strategi yang menggunakan pengha­
lang dapat diberdayakan: 
1. 	 Ancaman dapat dihilangkan dengan tidak memasukkan ancaman 

itu. 
2. 	 Ancaman dapat dikurangi melalui pembatasan atau peraturan 

baru . 
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3. 	 Pelepasan energi ancaman dapat dimodifikasi. 

4. 	 Ancaman dapat diisolasi dari sasaran dalam penangguhan seko­
lah. 

5. 	 Ancaman dapat dipisahkan dalam waktu maupun tempat. 
6. 	 Sasaran dapat diperkuat guru. 
7. 	 Dampak dari ancaman dapat dikurangi. 

Jejak adalah peristiwa-peristiwa yang menstimulasi sebuah kon­

sekuensi. Penting untuk mencari jejak peristiwa menuju ke asalnya 
untuk menentukan asal usul dari masalah itu. Sumber masalah bisa 
dalam bentuk energi, ancaman atau mungkin di dalam jejak itu sen­
diri, yaitu rangkaian peristiwa. 

Langkah pertama dalam menggunakan analisis penghalang un­
tuk menemukan akar permasalahan adalah menentukan kerusakan 
sasaran. Akibat dari ancaman ataujejak-jejak ancaman, sasaran men­

jadi rusak. Langkah selanjutnya adalah menemukan sumber ancaman 
orang, benda, tindakan atau jejak. 

AnaIisis penghalang menuntun pada catatan identifikasi akar 
permasalahan dan usaha-usaha tindakan korektif dan menunjukkan 
usaha untuk menyelesaikan permasalahan pada bagian staf sekolah. 
Staf tersebut harus memperagakan catatan tersebut kepada orang­
tua murid. Jika orangtua tidak mampu merespons secara konstruktif, 

maka pemegang kuasa berikutnya yang ada di dalam komunitas ber­
tanggung jawab atau berwenang untuk mersesponsnya. Pada butir 
ini dinyatakan bahwa penulis percaya para pendidik harus menjamin 
mutu program pendidikan dengan mewujudkan permasalahan ini ke­
pada pemegang kuasa sampai pihak lainnya bergabung dalam usaha 

pendidikan tersebut. 

3. 	 Situasi dan Kondisi 

Faktor situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan sangat 
rentan dengan kualitas keputusan yang dikeluarkan. Dapat kita con­
tohkan bahwa pada saat kenaikan bahan bakar minyak sangat tidak 

tepat para produsen kendaraan meningkatkan produksinya. Maksud­
nya bahwa momentum situasi dan kondisi tidak mendukung . 
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Di daerah perkampungan yang sangat religius sangat tidak tepat 

mendirikan suatu pub diskotik, maksudnya situasi dan kondisinya ti­
dak mendukung. Pertanyaannya apakah di lingkungan perkampungan 
tersebut dapat didirikan suatu pub diskotik, jawabnya adalahjika per­
kampungan itu sudah berubah menjadi lebih terbuka dan modernis 
dan tidak terlalu kaku terhadap etika religius, maka dapat saja dibuat 

keputusan untuk dapat mendirikan suatu pub diskotik pada lokasi itu. 
Faktor situasi dan kondisi ini sangat memegang peranan terhadap 

keputusan, jika pengambil keputusan tidak mengindahkan faktor ini 
besar kemungkinan hasil keputusan yang dibuat akan sangat tidak 

berarti atau keputusan yang sangat lemah. 

4. Tujuan 

Faktor tujuan dalam pengambilan keputusan sangatjelas menjadi 
sangat pokok sebab hasil keputusan yang tidak didasari oleh faktor 
tujuan adalah mengambang sebab keputusan tersebut tidak mempu­
nyai arah dan sasaran yang dituju. Namun dalam berbagai keputusan 
yang pernah ada rata-rata menempatkan tujuan menjadi faktor uta­
rna baik tujuan yang mengarah pada hal negatif atau positif organisa­
si maupun sebaliknya, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. 

Ada beberapa faktor lain yang dianggap sangat mendasari dalam 
pembuatan keputusan, antara lain: keadaan intern organisasi. Keada­

an intern organisasi sangat berpengaruh dasari oleh keadaan organi­
sasi, adapun hal-hal kesiapan organisasi yang dimaksud antara lain: 
kesiapan organisasi berupa dana, dan kemampuan karyawan. 

Keputusan dengan biaya sangat erat hUbungannya apalagi ke­
putusan-keputusan yang berhubungan dengan investasi atau proses 
yang panjang. Keputusan bersamaan dengan dana yang ada dalam 

mendukung keputusan tersebut dan sangat banyak keputusan yang 
tidak berjalan karena ketidaksiapan dana pendukung. 

Keadaan internal terkait dengan kemampuan karyawan terhadap 
keputusan bisa dilihat dari kesiapan karyawan menerima hasil kepu­
tusan, jangan sampai keputusan yang diambil tanpa memperhitung­

kan kemampuan karyawan yang ada. Sebab sehebat apa pun suatu 
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keputusan tanpa didukung oleh SDM yang akan menjalankannya ten­
tu hanya akan sia-sia. 

Keadaan internal terkait kelengkapan peralatan organisasi terha­
dap pengambilan keputusan dapat dilihat faktornya dad suatu ke­
putusan yang mempunyai hubungan dengan harus adanya berbagai 

peralatan pendukung namun tidak tersedia, tentu keputusan itu tidak 
berjalan dengan semestinya. Keputusan yang dibuat wajib memper­
timbangkan kelengkapan peralatan yang ada, jika tidak harus ada pe­
nyesuaian terhadap keputusan baik dari segi keputusannya maupun 
dari segi penyediaan peralatannya. 

Keadaan internal terkait dengan struktur organisasi terhadap 
pengambilan keputusan mempunyai peranan yang juga sangat pen­
ting sebab struktural pengambil keputusan menentukan tingkatan 

keputusan yang dibuat. Keputusan suatu kebijakan akan sangat dido­
minasi oleh para struktural yang berada di level menengah dan atas 
sedangkan keputusan di level struktural bawah akan lebih pada kepu­
tusan teknis dari penjabaran kebijakan yang ditetapkan dari jenjang 
struktural di atasnya. 

Keadaan ekstemal organisasi keadaan eksternal organisasi terha­
dap keputusan menjadi sangat penting sehingga pemimpin mesti per­

timbangkan keadaan eksternal yang memengaruhi oleh karena itu 
diperlukan identifikasi, evaluasi, dan diagnosis terhadap lingkungan 
eksternal. 

Sangat banyak keputusan yang dibuat menjadi gagal disebabkan 

lemahnya analisis terhadap faktor eksternal misalnya hal budaya 
di Bali harus dipertimbangkan menjadi bagian dari keputusan yang 
seiring bukan bertentangan, budaya di lingkungan yang Islami, bu­

daya di lingkungan glamor menjadi faktor yang harus disesuaikan. 
Penjualan suatu produk yang sarna pada titik lokasi yang berbe­

da di mana satunya lokasi modern pusat perkotaan dan lingkungan 
orang kaya cenderung penetapan harga disesuaikan dengan lokasi 
apakah perkampungan, pinggiran kota, dan pendapatan warga. 

Tersedianya informasi yang diperZukan. Informasi dalam pengam­
bilan keputusan menjadi faktor yang harus dipenuhi sebelum kepu­
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tusan diambil atau ditetapkan, sebab informasi yang diterima akan 
memberikan ketepatan sasaran keputusan seiring dengan kebutuhan 
sesungguhnya. Misalnya: pembuatan keputusan tanpa memedulikan 
informasi terbaru terhadap perubahan suatu undang-undang atau 
aturan yang ada bisa membatalkan keputusan, penetapan harga tan­
pa melihat pembanding kompetitor akan menyebabkan harga yang 
tidak ideal, dan lain-lain. 

Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Kepribadian 
dan kecakapan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputus­
an. Inteligensi, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, penilaian, kebu­
tuhan menjadi bagian kepribadian dan kecakapan yang dapat meme­
ngaruhi hasil keputusan. Bahwa orang pintar dengan orang bodoh 
akan sangat berbeda dalam menentukan suatu keputusan. 

Bahwa orang yang mempunyai kapabilitas dan integritas sangat 
berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kapabilitas terhadap 
suatu keputusan, bahwa orang yang mampu melakukan penilaian 
yang baik dengan yang tidak tentu menghasilkan keputusan yang 
berbeda, begitu juga dengan kebutuhan. 

c. PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ISLAM 

Berikut beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan yang 
penting dipertimbangkan ketika pengambiI keputusan sedang memi­
lih altematif. Pertama, keputusan yang baik tidakIah harus disukai 
oIeh semua orang. Maka hal terpenting adalah fokus pada permasa­
lahan bukan fokus bagaimana orang akan memandang keputusan. 
Kedua, dalam pengambilan keputusan pendapat orang lain perlu di­
pertimbangkan, memang dibutuhkan dalam informasi, namun yang 
terpenting adalah bukan banyaknya informasi, melainkan bagaima­
na orang yang memberi pendapat memahami duduk permasalahan 
yang akan diselesaikan. Ketiga, kebijakan efektif sangat tergantung 
bagaimana pengambil keputusan berpandangan adil dan memiliki 
kemaslahatan bagi anggota organisasi dan bagi orang lain. Keempat; 
keputusan tidak merugikan orang lain. Kelima, keputusan yang baik 
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bisa saja tidak harus langsung berdampak, terkadang membutuhkan 
waktu lama mewujudkannya. Keenam, tidak semua keputusan benar, 
maka akan terdapat kesalahan dalam mengambil keputusan. Namun 
demikian, hal terpentingnya adalah bagaimana kegagalan dalam ke­
putusan sebelumnya menjadi pelajaran bagi di masa mendatang. 

Adapun dalam Islam dapat dipelajari beberapa prinsip sebagai 
berikut. Dalam surah aZ-Baqarah: 30 terdapat prinsip pengambilan 
keputusan individu ketika Allah memutuskan untuk menciptakan 
manusia, sementara malaikat mengatakan bahwa manusia akan 
membuat kerusakan. Selanjutnya dalam surah asy-Syuura': 38 me­
nyampaikan soal shalat dan pentingnya menyelesaikan masalah se­
cara musyawarah. 

Dalam surah asy-Syuura' di atas, Allah menyuruh umat Islam un­
tuk mengerjakan shalat fardu tepat waktu. Selanjutnya, jika mere­
ka mendapat masalah seharusnya dilakukan musyawarah. Aktivitas 
pengambilan keputusan dengan musyawarah sering dilakukan oleh 
Rasulullah ketika menyelesaikan berbagai persoalan. Pada masa sete­
lah Rasulullah wafat, para sahabat bermusyawarah untuk menentu­
kan siapa pemimpin umat, sehingga terpilih Abu Bakar. 

Dalam bermusyawarah, orang yang berhak untuk mengikutinya 
adalah orang yang berwenang dan berkompeten, karena bisa saja 
persoalan yang sedang dibahas merupakan rahasia, misalnya dalam 
merancang strategi perang. At-Thabari menafsirkan ayat asy-Syuura' 
tesebut bahwa manusia dalam menyelesaikan persoalan haruslah me­
lalui musyawarah. 

Dalam Riwayat Ad Darimi No. 161 dan AI Baihaqi terdapat cerita 
pentingnya musyawarah. Salah satunya ketika Abu Bakar mengam­
bil keputusan selalu mencari solusi dalam AI-Qur'an bial tidak dite­
mukan akan mencari sunnah Rasulullah. Jika tidak ditemukan solusi 
maka berikutnya Abu Bakar akan menanyakan kepada kaum MusH­
min, para pemuka, dan orang berilmu untuk melakukan musyawarah. 

Dalam Islam dewan musyawarah dikenal dengan istilah syura, 
namun demikian tidak secara jelas diatur dalam AI-Qur'an bagaima­
na cara membentuk syura melainkan diberikan ruang untuk mencip­
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takan sesuai karakteristik suatu masyarakat. Beberapa manfaat syura 

di antaranya: dapat diketahui kebaikan sebuah keputusan, menyatu­

kan beragam kualitas pendapat, semua argumentasi diuji kemudian 
diputuskan, bersatunya semangat sehingga akan lebih gampang un­
tuk mewujudkan sebuah keputusan. Rasulullah bersabda "Tidak satu 

kaum pzm. yang selalu melakukan musyawarah melainkan akan ditun­

jukkan jalan paling benar dalam perkara mereka." Oi Hadis berikutnya 

"Aku belum pernah melihat seseorang melakukan musyawarah selain 
saw. Apabila hatimu telah bulat dalam melakukan sesuatu, setelah 

hal. itu dimusyawarahkan, serta dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

maka bertawakkallah kepada Allah. " 

Sunnah Rasulullah mengenai musyawarah terkandung pesan 
bahwa sebuah keputusan bersama haruslah diwujudkan secara baik. 

Rasulullah sangat menghormati hasil kesepakatan sehingga Nabi ti­
dak akan mendengar orang yang melanggar kesepakatan atau meral­

atnya karena dianggapnya sudah tidak bisa dipercaya. 
Berdasarkan Hadis terse but, jika diaplikasikan di dunia manaje­

men, seorang manajer tidak boleh melanggar keputusan yang telah 
diambilnya, melainkan harus dengan penuh komitmen menjalankan­
nya lain halnya jika belum ada kesepakatan. 

Oalam QS. Ali Imran [3]: 159 terdapat pesan pentingnya mela­

kukan musyawarah untuk persoalan tertentu yang dapat diterapkan 
seorang manajer ketika mengambil keputusan. Oalam ayat ini terkan­
dung makna bahwa: seorang pemimpin menghindari tutur kata yang 
kasar namun lebih menampakkan kelembutan; keputusan ditujukan 

untuk kemaslahatan bersama. 

D. PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN 

Pengambilan keputusan menurut Charles Hoffer harus melalui ta­
hapan: permulaan, pengesahan. Adapun Herbert A. Simon menyata­

kan tiga proses: pemilihan situasi, menemukan persoalan, pemberian 
solusi. Terdapat beberapa kriteria pengambilan keputusan yang baik, 
sebagai berikut . 
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1. 	 Mengumpulkan berbagai rene ana pilihan. 
2. 	 Mendata sasaran yang mesti diberikan ketika mengambil kepu­

tusan. 
3. 	 Memperhitungkan dampak buruk keputusan. 
4. 	 Selalu peka terhadap data dan fakta baru. 
5. 	 Memperhitungkan pendapat para pakar. 

6. 	 Mengevaluasi dampak buruk dan baik pilihan. 
7. 	 Menetapkan aktivitas perinci dari sebuah pilihan. 

Keputusan juga dapat dilakukan dengan: tanpa melakukan mu­
syawarah, biasanya ini dilakukan di organisasi militer yang lebih ber­
sifat komando; pendapat ahli, organisasi dapat menggunakan lang­
kah ini untuk memperbaiki kualitas keputusan; kesepakatan, di mana 
terdapat partisipasi dalam memutuskan solusi. 

Pengambilan keputusan juga bisa melewati proses: meneari akar 
masalah; berusaha memahami persoalan; menjelaskan persoalan agar 
dapat diberi solusi; menentukan pilihan dan teknis menjalankan; me­
lakukan aplikasi. Berikut adalah penjelasan poin tersebut: 

Pertama, pengambilan keputusan, pada hakikatnya memilih al­

tematif pilihan untuk menyelesaikan persoalan. Kedua, menemukan 
pilihan solusi, setelah diketahui masalah maka ditentukan pilihan­
pilihan untuk ditentukan salah satu sebagai solusi. Ketiga, menen­
tukan pilihan, setelah ditentukan pilihan-pilihan maka kemudian 
menganalisis mana yang paling baik. Keempat, implementasi pilihan, 
pada tahap ini adalah menjalankan apa yang telah ditentukan. Dalam 
menjalankannya harus sesuai dengan apa yang direneanakan. Kelima, 
untuk menilai apakah sudah sesuai dengan yang direneanakan dan 
hasH yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menen­
tukan penilaian apakah keputusan yang dijalankan memberi dampak 
positif diperkirakan. 

Aktivitas pengambilan keputusan merupakan tindakan yang pe­
nuh risiko, oleh karena itu sangat membutuhkan keberanian para 
pengambil keputusan. Tanpa adanya keberanian tentu saja berarti 

juga tidak ada keputusan yang artinya roda organisasi tidak akan 
berputar. 
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Menurut (Campbell, 1997: 5) keputusan yang telah ditetapkan 
harus dipandang sebagai kebijakan organisasi yang harus dipatuhi. 
Lebih lanjut Campbell menjelaskan bahwa dalam menentukan kebi­
jakan proses yang dilalui adalah menetapkan tujuan, mengenal alter­
natif, membedah informasi, dan menetapkan alternatif. 

Tahap pembuatan keputusan yaitu mencatat pertanyaan, mene­

tapkan alternatif, mencari dan menyimpan informasi, menentukan 
pilihan, merancang data pro dan kontra, untuk kemudiassn meng­
ambil keputusan (Boehm R.G. & Webb, 2002: 81). Adapun menurut 

Adair (2007: 23) mengatakan bahwa dalam pembuatan keputusan 
perIu dilakukan kejelasan tujuan, adanya data, pilihan yang baik, 
pembuatan keputusan, menjalankan dan melakukan evaluasi. 

1. Perumusan Masalah 

Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan mengidentifika­
si masalah. Biasanya masalah hadir karena: terdapat kesenjangan ha­
rapan dan kenyataan; banyak hambatan dalam mewujudkan standar; 

sulit mencari solusi persoalan; solusi yang ditawarkan masih bersifat 
kemungkinan benar. Sebuah rumusan persoalan yang bagus setidak­
nya terdapat: persoalan apa yang belum termaktub perIu dimasuk­
kan; didasarkan dengan menganalisis fakta-fakta. 

2. Pengumpulan dan Penganalisis Data 

Pemimpin sebagai pembuat keputusan harus melakukan analisis 
data terIebih dulu sebelum menetapkan pilihan. PerIu dibedah secara 
ilmiah, teoretis dan sistematik mengenai data yang sudah terkumpul. 

Jika dalam menganalisis masih dirasakan kurang untuk disimpulkan, 
maka perIu dilakukan penambahan data agar kesimpulan yang diam­
bit tepat. 

3. Pemilihan Salah Satu AlternatifTerbaik 

Setelah dilakukan analisis, seorang penentu keputusan harus me­
nentukan alternatif terbaik. Setelah pilihan ditentukan, maka perIu 
melibatkan seluruh elemen organisasi agar terlibat menjalankannya . 
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E. 	 TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Keputusan diambil setelah melewati prosedural yang telah men­

jadi standar operasional. Adapun tahap yang harus dilewati sebagai 
berikut. 

Tahap I: Identifikasi Masalah 

Para pemimpin harus berhadapan dengan realitas mengenai ba­
nyaknya masalah yang harus dihadapi, terdapat ban yak penyimpang­
an dalam menjalankan program organisasi, misalnya: penyimpangan 
kinerja, penyimpangan rencana, dan kritik pihak luar. 

Tahap 2: Pengumpulan dan Penganalisisan Data 

Tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah pengambil kepu­
tusan harus mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan 
pilihan. Tanpa adanya data yang baik, maka keputusan yang baik 
akan menjadi sulit juga diperoleh. 

Tahap 3: Membuat dan Pengembangan Alternatif 

Tidak semua keputusan berjalan dengan baik, maka perlu di­
kembangkan keputusan alternatif, maka perlu dirumuskan perkiraan 
dengan tahap sebagai berikut: asumsi proyeksi yaitu membaca ke­

cenderungan yang akan terjadi efek dari sebuah keputusan; asum­
si prediksi, yaitu merupakan anggapan yang akan dicapai; asumsi 
konjeksi, yaitu mengandalkan kekuatan intuisi. 

Tahap 4: Evaluasi Alternatif-Alternatif 

Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, mere­
ka harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif. 
Efektivitas dapat diukur dengan dua kriteria : apakah alternatif rea­
listik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi, 
dan seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah. 

Tahap 5: Pemilihan Salah Satu Alternatif Terbaik 

Tahap penting berikutnya adalah menentukan pilihan terbaik 

yang telah melewati proses panjang. Diharapkan pilihan yang tepat 
akan berdampak baik bagi organisasi. 

• 



4 • PEMBUATAN KEPUTUSAN DALAM PROSES MANAJEMEN DAN ... 

Tahap 6: Implementasi Keputusan 

Di tahap aplikasi bagaimana mewujudkan secara nyata keputus­
an yang masih abstrak. Dalam tahap ini sebuah keputusan bisa saja 

gagal dan bisa sukses, tergantung bagaimana komitmen menjalan­

kannya sesuai rencana. 

Tahap 7: Evaluasi HasH-hasH Keputusan 

Guna menilai apakah implementasi kebijakan berjalan sesuai de­
ngan yang direncanakan dan diharapkan, maka dilakukan evaluasi 
yang dilakukan untuk melihat apa saja kekurangan dan juga sebagai 
pertimbangan dalam pembuatan keputusan di masa mendatang. 

Menurut Rangkuti (2008: 8) dalam proses dan pilihan strategis 
terdiri dari lima tahap baik pada tingkat korporat maupun di tingkat 
unit bisnis. Hal ini karena pilihan strategis berasal dari proses analitis 
untuk mengetahui dampaknya di masa yang akan datang terhadap 
kinerja organisasi. Dengan demikian tiga pertanyaan dasar sebagai 
berikut: a) bagaimana efektivitas strategi yang ada selama ini?; b) ba­
gaimana efektivitas strategi di masa yang akan datang? c) bagaimana 
kemungkinan efektivitas strategi dipilih di mas a yang akan datang?6 

Meskipun demikian, sebelum menetapkan altematif strategis 
yang layak, perencanaan strategis harus mengevaluasi dan menin­
jau kembali misi dan tujuan organisasi. Setelah itu baru tahap selan­
jutnya dapat dilaksanakan, yaitu generation, evaluasi, dan pemilihan 
altematif strategi yang terbaik. Analisis situasi membutuhkan keter­
libatan manajemen puncak secara penuh untuk menentukan strate­
gi yang sesuai dengan peluang eksternal dan kekuatan internal agar 
dapat menghasilkan organisasi yang memiliki kekuatan yang tidak 
mudah ditiru oleh pesaing. Berikut contoh proses pemilihan strategi 

di sebuah perusahaan otomotif. 

"Kekuatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dari mesin pengolah makan­
an berbiaya rendah dapat memberikan distinctive competence dalam kegiatan 
manufaktur sehingga perusahaan tersebut dapat mendominasi kegiatan industri. 
Manajemen dapat mencapai penghematan biaya produksi sehingga perusahaan 
dapat menjual produk yang lebih murah kepada konsumennya dan secara tidak 
langsung menciptakan entry barrier terhadap pesaingnya. 

'Freddy Rangkuti. AnalisisSWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Stra­
tegis untuk Menghadapi Abad ke-21. (Jakarta: Gramedia. 2008). 
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Strategi eli tingkat korporat Menurut Andrews (1998: 18-19) bah­
wa strategi korporat adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis, 
di mana periusahaan akan bersaing dengan cara mengubah distinctive 
competence menjadi competitive advantage. Pada tingkat ini, strategi 
korporat berusaha menjawab dua pertanyaan sebagai berikut: a) ke­
giatan bisnis apa yang diunggulkan untuk dapat bersaing; b) bagai­
mana masing-masing kegiatan bisnis tersebut dapat dilakukan secara 
terintegrasi? 

TABEl PROSES ANALISIS STRATEGI 

Strategi di tingkat korporat 

AnaLisis portofolio perusahaan 
keseluruhan daLam kaitannya dengan 
kekuatan dan daya tarik industri. 

f----------------+Id~enga~2eriode waktu perencanaan. 

Identifikasi kinerja perusahaan. apabiLa 
portofolio dikeloLa secara tepat. 

Strategis di tingkat unit bisnis 

Analisis hubungan antara posisi strategi 
bisnis saat ini dengan kemungkinan 
strategis berikut ancamannya sesuai 

Menguji kemungkinan hasiLnya. 

Bandingkan kinerja yang diproyeksikan 
dengan kinerja yang ada saat ini. Sehingga 
dapat dikenaLi kesenjangannya. 

Bandingkan hasiLnya dengan aLternatif 
untuk mengetahui kesenjangan 

yang ada. 

Identifikasi aLternatif portofoLio dengan 
berbagai kombinasi strategi pada tingkat 
unit bisnis. 

Identifikasi alternatif strategi sehingga 
kesenjangan dapat dikurangi. 

Evaluasi berbagai alternatif dan EvaLuasi berbagai alternatif dan piLi han 
strategis. 

Masalah yang cukup krusial dari strategi korporat ini adalah me­
nentukan bisnis apa yang akan dikembangkan, bisnis apa yang ingin 
dipertahankan, dan bisnis apa yang ingin dilepaskan. Keputusan un­
tuk memasuki bisnis tersebut, misalnya akuisisi, pengembangan in­
ternal, dan joint venture, dan cara keluar dari bisnis misalnya likuidasi 
merupakan cara-cara untuk dapat bersaing dan memperkuat keung­
gulan komparatif. Menurut Kenichi Ohmae, penetapan strategi kor­
porat harus didasarkan kepada keinginan konsumen, baru setelah itu 
perusahaan membuat produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan 
dan harapan konsumen. 

Sementara itu, Michael Porter menyarankan bahwa dalam penyu­
sunan strategi korporat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu keung­
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gulan bersaing yang dimiliki, atau yang akan diciptakan, dan menem­
patkannya pada masing-masing unit bisnis. Penciptaan keunggulan 

bersaing tersebut mengacu pada pemain baru yang masuk di industri 
ini, kekuatan daya beli konsumen, kekuatan pemasok, serta produk 
substitusi sejenis lainnya yang dapat dianggap sebagai pesaing bagi 
produk yang dianalisis. Strategi apada tingkat korporat merupakan 
landasan untuk acuan penyusunan strategi-strategi di tingkat yang 
lebih rendah. Dengan demikian, strategi yang telah disusun di ketiga 
tingkatan strategi korporat, unit bisnis, dan fungsional merupakan 

satu kesatuan strategi yang saling mendukung dan terkait untuk men­
ciptakan sinergi bagi performansi perusahaan. 

Strategi di tingkat unit bisnis. Perusahaan yang menghasilkan ber­

bagai jenis produk, akan bersaing di berbagai tingkatan bisnis atau 
pasar. Dengan demikian, strategi bisnisnya dapat ditekankan pada 
strategic business units (SHU), strategic business groups, strategic business 
segments, natural business unit atau product maiket units (PMU). Pada 
prinsipnya SHU memiliki karakteristik sebagai berikut (Hall, 1978): 
memiliki misi dan strategi, menghasilkan produk atau jasa yang ber­

kaitan dengan misi dan strategi, menghasilkan produk ataujasa secara 
spesifik, bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. 

Konsep strategi berkembang, mulai dari sekadar alat untuk men­
capai tujuan (Chandler) kemudian berkembang menjadi alat untuk 
menciptakan keunggulan bersaing (Porter, Learned, Christensen) dan 
selanjutnya menjadi tindakan dinamis untuk memberi respons ter­
hadap kekuatan-kekuatan internal dan eksternal (Minzberg) sampai 
menjadi alat untuk memberikan kekuatan motivasi kepada stakehol­
der agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi secara op­
timal. Menjelang akhir abad ke-20 konsep strategi berubah menjadi 

pemahaman keinginan konsumen di masa yang akan datang dengan 
memperhatikan konsep dinamik dan pengembangan perencanaan 
strategis untuk merebut peluang dengan menggunakan konsep kom­
petensi inti. 

Kompetensi inti adalah sekumpulan keterampilan dan teknolo­

gi dan bukan satu keterampilan atau teknologi yang berdiri sendiri 
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(Hamel, 1995). Untuk memiliki kompetensi inti, perusahaan harus 

memiliki kriteria sebagai berikut. 

Nilai bagi pelanggan, yaitu keterampilan yang memungkinkan su­

atu perusahaan menyampaikan manfaat yang fundamental kepada 

pelanggan. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah "mengapa pelang­

gan bersedia membayar lebih mahal atau lebih murah untuk suatu 

produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya?" 

Diferensiasi bersaing, yaitu kemampuan yang unik dari segi daya 

saing. Jadi, ada perbedaan antara kompetensi yang diperlukan dan 

kompetensi pembeda. Tidak layak menganggap suatu kompetensi se­

bagai inti jika dia ada di mana-mana atau dengan kata lain mudah 

ditiru oleh pesaing. 

Dapat diperluas yaitu karena kompetensi inti merupakan pintu 
gerbang menuju pasar masa depan, kompetensi ini harus memenuhi 

kriteria manfaat bagi para pelanggan dan keunikan bersaing. Selain 

itu kompetensi inti harus dapat diperluas sesuai dengan keinginan 

konsumen mas a depan. Dengan demikian, kompetensi tidak menja­

di usang meskipun komponen inti mungkin saja kehilangan nilainya 
sepanjang waktu. 

Strategi fungsional, yaitu strategi yang dirumuskan bersifat lebih 

spesifik tergantung pada kegiatan fungsional manajemen. Jika di ting­

kat perusahaan telah menetapkan suatu strategi untuk membuat unit 

kegiatan baru di tingkat unit bisnis, misalnya unit pembelian, strategi 

fungsional yang disusun mengacu pada semua kegiatan pembelian, 

seperti menetapkan strategi pengendalian kualitas barang yang dibeli 

juga dapat dilakukan atau bahkan diserahkan kepada pemasok yang 

sudah diseleksi secara ketat. 

Strategi fungsional ini lebih bersifat operasional karena akan 

langsung diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang ada 

di bawah tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemen produksi 

atau operasional, fungsi manajemen pemasaran, fungsi manajemen 

keuangan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. 

Proses analisis kegiatan yang paling penting dalam proses anali­

sis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu 
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kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang 

terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan 
untuk memecah masalah. Menurut Boulton (1984: 9), proses untuk 

melaksanakan analisis suatu kasus dapat dilihat pada diagram proses 
analisis kasus. Kasus harus dijelaskan sehingga pembaca dapat me­
ngetahui permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu metode yang 

sesuai dan dapat menjawab semua permasalahan secara tepat dan 
efektif digunakan. 

Kerangka analisis kasus. Sebelum mempelajari metode-metode 

analisis yang dapat diterapkan untuk analisis kasus, kita perlu me­
ngetahui kerangka analisis kasus secara keseluruhan sebagai berikut: 
a) memahami situasi dan informasi yang ada; b) memahami perma­
salahan yang terjadi. Baik masalah yang bersifat umum maupun spe­
sifik; c) menciptakan berbagai altematif dan memberikan berbagai 
altematif pemecahan masalah; d) evaluasi piIihan altematif dan pilih 

altematif yang terbaik. Caranya dengan membahas sisi pro maupun 
kontra dan memberikan bobot dan skor untuk masing-masing alter­

natif dan sebutkan kemungkinan yang akan terjadi. 
Menurut Alfred (1978), kita perlu memahami hubungan sebab 

akibat dari semua informasi yang tersedia sebelum melakukan anali­
sis yang lebih mendalam.7 Berikut ini adalah petunjuk untuk mema­

hami masalah yang ada. 

Mengetahui tujuan analisis: ke arah mana perusahaan ingin diba­
wa?; faktor-faktor kunci apa yang harus diperhatikan?; kapan tujuan 
tersebut harus dicapai? 

Deskripsi mengenai bisnis: bagaimana posisi produk yang dihasil­
kan; bagaimana posisi harga; bagaimana keahlian manajemen yang 
dimiliki?; bagaimana kondisi persaingan yang ada?; siapa pemain 
yang paling kuat di industri ini? 

Deskripsi organisasi: bagaimana struktur organisasi yang dimi­
tiki?; bagaimana mengenai perencanaan, pengendalian, dan sistem 
yang dimiliki?; bagaimana mengenai keahlian sumber day a manu­

, Alfred G. Edge, The Guide to Case Analysis and Reporting, Hawai: system logistics. Inc. 
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sia?; bagaimana dengan gaya manajemen? 
Evaluasi secara keseluruhan: bagaimana peluang yang ada?; ba­

gaimana dengan kekuatan yang dimiliki?; bagaimana dengan masa­
lah yang dihadapi?; bagaimana kelemahan yang ada? 

Alternatif kunci: bagaimana caranya menggunakan keseluruhan 
untuk merebut peluang dan mengatasi ancaman?; bagaimana meng­

atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari an­
caman?; bagaimana prioritas ditentukan? 

Memilih alternatif: alternatif apa yang terbaik?; alternatif apa 
yang dapat memperbaiki situasi?; alternatif apa yang dapat mening­

katkan kegiatan operasional?; perubahan apa yang bersifat kritis?; 
sumber daya apa yang bersifat kritis?; bagaimana dengan penjadwal­
an yang bersifat kritis? 

Dengan menjawab semua pertanyaan di atas, kita dapat mema­

hami perusahaan yang akan dianalisis secara menyeluruh, termasuk 
kondisi lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan yang di­
hadapi organisasi. Selain itu misi, strategi, tujuan serta semua perma­
salahan yang dihadapi oleh organisasi juga dievaluasi. 

Kadang-kadang masalah yang dihadapi dalam membuat analisis 
adalah strategi telah berubah, manajemen sangat lemah, struktur or­

. ganisasi sudah tidak sesuai, perencanaan yang yang sangat tidak efek­

tif, dan sebagainya. Isu yang berkaitan dengan semua permasalahan 
di atas perlu dirumuskan mengingat setiap saat lingkungan berubah. 
Dengan demikian, pengenalan terhadap pasar baru dan peluang pe­
masaran diperlukan. Selain itu, pemahaman mengenai perubahan in­
ternal perusahaan, seperti perubahan teknologi, perubahan produk, 
dan perubahan terhadap struktur biaya, juga diperlukan. 

Berbagai metode dan konsep yang akan dibahas secara mende­
tail dapat digunakan sebagai alat analisis. Meskipun demikian, kita 
memerlukan analisis secara sistematis dengan menggunakan seluruh 
preferensi yang kita miliki, baik konsep maupun pengalaman. Dalam 
analisis kasus yang bersifat strate gis, tidak ada jawaban yang benar 
atau salah. Ini disebabkan karena setiap kasus yang berhasil dise­
lesaikan diikuti oleh pendekatan baru dan pencarian masalah baru 
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yang muncul dari permasalahan sebelumnya. 
Tahap akhir analisis kasus adalah memformulasikan keputusan 

yang akan diambil. Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang di­
buat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak 
terstruktur, dan dengan penggunaan model yang tercanggih maupun 
tradisional. Keputusan yang berbobot hanya dapat dibuktikan oleh 
waktu artinya, keputusan yang diambil akan benar-benar terbukti se­
telah peri ode waktu tertentu. 

F. ANALISIS SWOT SEBAGAI ALAT FORMULASI STRATEGI 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistema­
tis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 
pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, na­
mun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancam­
an. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 
pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. 
Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor­
faktor strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan 
(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang 
saat inL Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling 
populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. 

Cara membuat analisis SWOT adalah dengan mempertimbangkan 
kombinasi faktor internal dan faktor ekstemaL Analisis SWOT mem­
bandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan 
faktor internal kekuatan dan kelemahan. 

Kuadran I. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Or­
ganisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat me­
manfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 
kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. 

Kuadran II. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi 
ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus 
diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan pe­
luang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. 
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Kuadran III. Organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat 
besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau ke­

lemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan 

question mark pada BeG matrik. Fokus strategi organisasi ini adalah 
meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat 
merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran IV. Ini merupakan situasi yang sangat tidak mengun­
tungkan, organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan ke­
lemahan internal. 

G. TIM PEMECAH MASALAH 

Tim pemecah masalah dan pengambil keputusan merupakanjan­
tung kegiatan keputusan. Tempat pengendali internal merupakan 
persepsi orang-orang mengenai kemampuan mereka untuk melaku­
kan tindakan khusus, seperti memecahkan masalah. 

Tempat pengendali internal itu penting karena tempat itu berka­
itan dengan keefektifan diri dan keefektifan organisasi merupakan 
hasil dari keyakinan bahwa "saya bisa melakukan itu". Tempat pe­
ngendali internal yang tinggi menghasilkan keE:fektifan yang tinggi 
dan kinerja yang tinggi, sedangkan tempat pengendali internal yang 
rendah akan menghasilkan keefektifan yang rendah dan kinerja yang 

tinggi, sedangkan tempat pengendali internal yang rendah akan 
mengllasilkan keefektifan yang rendah dan kinerja tidak optimal. 
Sebagai contoh, para pendidik merasa bahwa hanya sedikit tempat 

pengendali yang berkaitan dengan dukungan. Karena mereka hanya 
ada sedikit kendali, maka mereka yakin bahwa hanya sedikit yang 
bisa mereka kerjakan sehubungan dengan permasalahan yang ada. 
"Tidak ada tempat kendali internal, maka tidak ada keefektifan, tidak 
ada keefektifan maka tidak ada kinerja". 

Kelompok yang bekerja mengatasi masalah memperluas kuanti­
tas dan mutu persepsi terhadap masalah, dan menggalakkan lebih ba­
nyak kuantitas kerangka objektif dari masalah dan solusi. Tim terdiri 

dari anggota yang berasal dari berbagai departemen dan peraturan­
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peraturan yang secara kolektif memberikan beragam persepsi. Tiap 

anggota membawa pengalamannya dalam menggunakan pengalam­
an tersebut untuk membantu identifikasi banyak informasi yang di­
perlukan. Makin banyak informasi makin banyak pula kemungkinan 
definisi dan penyelesaian masalah. 

Penggunaan metode pemecahan masalah yang efektif cenderung 
dapat menjamin bahwa akar permasalahan sudah diidentifikasi, di­
tentukan, dianalisis, dan diukur. Dengan menggunakan masukan gan­
da dan metode pemecahan masalah yang menjamin penemuan akar 
permasalahan, tim bisa menjajaki permasalahan kembali menuju ke 
sebab awal masalah itu. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan, 
dapat menggalakkan penyeleksian solusi yang berhadapan langsung 
dengan permasalahan daripada gejala-gejalanya saja. 

Tim pemecah masalah mempromosikan kesempatan bagi indivi­
du dan tim-tim untuk meninjau persepsi dan keyakinan mereka me­
ngenai apa yang benar. Tim kerja mengitsahakan individu dan re­
fleksi kelompok dan kritik mengenai posisi dan persepsi seseorang. 
Kesempatan ini menggalakkan peninjauan dan pembaruan pribadi. 

Penilaian diri mempromosikan keterbukaan pribadi dan kelompok, 
kemauan untuk berubah dan kemungkinan peningkatan perbaikan 

terus-menerus. 
Tim pemecah masalah serta merta bermanfaat dan yang mensti­

mulasi pemikiran kelompok yang terus berlanjut. Tim pemecah 
masalah menggalakkan anggotanya untuk mencari informasi tidak 
hanya untuk tujuan pemecahan masalah tetapi juga untuk menda­
patkan ide-ide baru dan kebenaran. lni adalah inti dari pembelajaran 
generatif. Pembelajaran generatif mendukung peningkatan yang ber­
langsung terus-menerus, yang menciptakan organisasi bela jar. Para 

pemecah masalah yang fokus hanya pada solusi, seperti potongan 
teka-teki bongkar pasang, secara sadar atau tidak sadar membatasi 
informasi yang mereka baca dengan teliti. Lalu mereka juga memba­
tasi mutu dan kuantitas dari solusi yang didapatkan. 

Janis mengidentifikasi delapan gejala kesepakatan kelompok. 

1. Invulnebarility. Banyak anggota organisasi mengembangkan ilu­
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si yang menyebabkan mereka menjadi terlampau optimis dan 

mengambil risiko ekstrem. 

2. 	 Rasionalisasi. Anggota grup secara kolektif merasionalisasi dalam 

upaya untuk memotong peringatan bahwa hal ini mungkin meng­

arahkan mereka untuk rekonsiliasi asumsi mereka di kebijakan 

sebelumnya. 

3. 	 Moralitas. Anggota grup mengembangkan sebuah keunikan per­

caya di sebuah moralitas kelompok, dan memberikan konsekuen­

si logis terhadap pilihan mereka. 

4. 	 Stereotyping. Anggota organisasi mengembangkan pandangan 

stereotrip perbedaan pemimpin sebagai garansi minimnya risiko 

dari tujuan mereka. 

5. 	 Tekanan. Anggota organisasi akan memberikan tekanan kepada 

organisasi. 

6. 	 Sensor diri. Anggota organisasi melakukan sensor diri terhadap 

gangguan, penyimpangan dalam merumuskan sebuah keputusan. 

7. 	 Unanimity. Anggota organisasi berbagi pandangan penilaian 

mengkonfirmasi pandangan mayoritas. 

8. 	 Panduan pikiran. Sejumlah anggota organisasi melindungi diri 

mereka dari informasi yang salah.8 

Harve Moulin (1989), sembilan saran untuk menghindari kesepa­

katan kelompok: 

1. 	 Pembuat kebijakan seharusnya menjalankan peran kritis untuk 

mengevaluasi anggota organisasi, serta mendorong anggota or­

ganisasi untuk memberi prioritas tinggi untuk objektivitas dan 

keraguan-keraguan. 

2. 	 Pemimpin organisasi seharusnya menyatakan keinginan mereka 

ditetapkan. 

3. 	 Organisasi seharusnya secara rutin mengikuti praktik adminis­

tratif. 

4. 	 Selama periode kepemimpinan organisasi melakukan survei ter­

hadap perbedaan masa-masa kepemimpinan. 

L. Janis. Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascocs, (Boston: Houghton 
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5. 	 Setiap anggota hams secara aspiratif mendiskusikan transaksi 
mereka di organisasi. 

6. 	 Mengundang para ahli untuk hadir di organisasi namun mereka 
berbicara secara independen. 

7. 	 Setiap pertemuan mengebaluasi keputusan dan menyampaikan­
nya secara objektif. 

8. 	 Kapan pun isu kebijakan harus memperhatikan peringatan dari 
pesaing. 

9. 	 Setelah mencapai konsesnsus yang baik haru diadakan keperte­
muan kedua untuk menyampaikan keraguan mereka.9 

Menurut Vroom tabel berikut adalah perbedaan pengambilan ke­
putusan individu dan kelompok. 10 

lABEL KEPUlUSAN INDIVIDU DAN KElOMPOK 

Untuk Masalah Individu 

Anda menyelesaikan masalah 
atau membuat keputusar 
menggunakan informasi yang tersedia. 

Anda mencari informasi yang dibutuhkan 
ke bawahan, kemudian memutuskan 
solusi untuk masalah Anda sendiri. Anda 
tidak atau menceritakan masalah ketika 
Anda mencari informasi di bawahan. 
Peran dimainkan oleh bawahan Anda 
dalam memutuskan informasi spesifik 
seperti apa yang Anda pinta agar Anda 
dapat memutuskan sebuah masalah. 

Anda membagi masalah kepada 
bawahan terkait, mendapatkan ide dan 
sarannya. Kemudian Anda membuat 
keputusan. Keputusan boleh atau tidak 
boleh mencerminkan pengaruh Anda di 
bawahan. 

Untuk Masalah Kelompok 

Anda menyelesaikan masalah atau 
membuat keputusan sendiri, menggunakan 
informasi tersedia di saat bersamaan. 

Semua yang Anda cari dari bawahan 
Anda, kemudian memutuskan solusi untuk 
maslaah Anda. Anda mungkin bisa atau 
tidak bisa menceritakan bawahan apa 
masalahnya ke bawahan apa masalah 
yang ada dalam upaya mendapatkan 
informasi. Peranan ada di tangan bawahan 
dalam membuat keputusan secara 
menyediakan informasi 

Anda berbagi masalah dengan bawahan 
relevan secara individu, dapatkan ide dan 
sarannya tanpa membawa mereka sebagai 
kelompok. Kemudian, Anda membuat 
kepuitusan. Peranan dimainkan oleh 
bawahan Anda secara jelas menyediakan 
informasi yang Anda pinta, kemudian 
mengevaluasi solusi. 

• Harve Moulin, Axioms of Cooperative Decision Making. (New York: Cambridge University Press. 1989). 
10 Victor H. Vroom dan Arthur G. Jago. Leadership and Decision Making . 
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Untuk Masalah Individu Untuk Masalah Kelompok 

Anda membagi masalah kemudian Anda membagi masalah dengan bawahan 
salah satu bawahan Anda bersama yang relevan secara individu, dapatkan ide 
menganalisisis masalah dan memilih dan saran mereka tanpa membawa mereka 
solusi. Anda berkontribusi untuk sebagai bagian kelompok. Kemudian Anda 
menyelesaikan masalah dengan memutuskan. Keputusan ini mungkin atau 
kontribusi relkatif di setiap pengetahuan tidak mungkin mencerminkan. 
daripada otoritas. 

Anda mewakilkan masalah kepada Anda membagi masalah dengan bawahan 
bawahan Anda, menyediakan informasi sebagai kelompok. Bersama-sama Anda 
relevan yang Anda miliki, namun berikan mengevaluasi alternatif dan berusaha untuk 

mencapai kesepakatan sebagai solusi. 
Peran Anda nampak sebagai pimpinan, 
koordinasi diskusi, fokus pada masalah, 
dan meyakinkan isu kritis yang dibahas. 
Anda tidak berusaha untuk memengaruhi 
kelompok untuk mengadaptasi solusi Anda 
dan berkeinginan untuk menerima dan 
menjalankan setiap solusi yang mendukung 
masuk kelompok. 

dia 
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5 
TINGKAT, KLASIFIKASI, 
DAN TIPE KEPUTUSAN 

A. TINCiKATAN MANAJEMEN 

Dalam pengambilan keputusan sangat tergantung dengan ting­

katan manajemen, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manajemen Lini Pertama 

Manajemen lini pertama merupakan tingkatan terbawah di or­

ganisasi. Tingkatan ini berkewajiban mengendalikan pekeljaan yang 

sifatnya bukan manajerial. Bebrapa contoh di tingkatan ini, yaitu: 

mandor, manajer lokasi, pengawas. Pada tingkatan ini seorang mana­

jer Hni harus memiliki keterampilan di antaranya: a) kecakapan tek­

nis yang diperlukan yang didukung dengan keterampilan komunika­

si; b) cakap dalam merencanakan kerja jangka pendek yang sifatnya 

harian, mingguan, dan bulanan; c) menggerakkan karyawannya agar 

bekerja sesuai standar; d) menyampaikan kendala kepada manajer di 
atasnya; e) bersikap dewasa dengan menjaga komunikasi yang baik 

terutama dengan manajer menengah; f) bertanggung jawab langsung 
kepada manajer di menengah. 

2. Manajemen Tingkat Menengah 

Manajer tengah bertanggung jawab terhadap manajemen pertama 

yang di bawah pengawasannya. Contoh manajer tengah ini di anta­
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ranya: rnanajer perna saran, rnanajer keuangan, rnanajer surnber daya 

rnanusia, dan lain sebagainya. Manajer tengah berperan dalarn: a) 

rnerniliki keterampilan rnanajernen; b) rnerupakan perantara rnanajer 

atas ke rnanajer bawah; c) rnenyusun rencana kerja rnulai dari 1 sam­

pai 5 tahun; d) rnelakukan kornunikasi dengan seluruh departernen 

yang terkait sebuah kegiatan; e) rnelakukan kebijakan yang diberikan 

rnanajer puncak; f) bertanggung jawab langsung kepada rnanajer pun­
cak terhadap wilayah kerjanya; g) rnenyarnpaikan saran atau reko­

rnendasi kepada rnanajer puncak terhadap sebuah persoalan. 

3. 	 Manajemen Puncak 

Manajernen puncak rnerupakan tingkat tertinggi di rnanajernen 

tugasnya adalah rnengenai secara keseluruhan rnanajernen organisa­
si. Selain itu tugasnya adalah rnerancang rencana strategis bagi rnasa 

depan organisasi. Beberapa contoh rnanajer puncak yaitu: chief exe­

cutive officer, chief financial officer, general manager, presiden direksi 
dan lain sebagainya. 

Beberapa fungsi utama rnanajer puncak di antaranya: a) harus 
rnerniliki kernarnpuan konseptual; b) bisa rnenggerakkan surnber 
daya yang dirniliki organisasi; c) bertanggung jawab terhadap kese­

luruhan organisasi; d) rnenentukan rnasa depan organisasi dengan 

kebijakan; e) rnenetapkan rencana jangka panjang organisasi; f) rne­

rupakan pernikir rnasa depan bagi organisasi. 

B. 	 TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Menurut Davis dan Cosenza (1993: 56) dalarn pernbuatan kepu­

tusan dapat diklasifikasi rnenjadi: keputusan strategis, keputusan tak­
tis, dan keputusan teknis. Di tingkat keputusan strategis rnerupakan 

penentu arah tindakan organisasi di rnasa rnendatang. Bentuk dari 

keputusan strategis sangat berorientasi pada rnasa depan organisasi. 
Salah satu bentuk keputusan strategis rnisalnya rnenentukan produk, 

rnenentukan lokasi perusahaan, danrnenetapkan diferensiasi produk. 

Keputusan taktis lebih berorientasi sesuatu yang dapat dioperasi­
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kan dalam jangka waktu singkat. Keputusan yang dibutuhkan di sini 
adalah keputusan taktis, misalnya dalam pembelian fasilitas-fasilitas 

bahan belajar. Selanjutnya adalah keputusan teknis sebuah keputus­
an rntinitas yang dilakukan sehari hari dalam organisasi (Mudrajat, 
2013), contoh dari keputusan teknis misalnya menentukan jadwal 
akademik di sebuah pergurnan tinggi yang dilakukan oleh bagian 
akademik. 

Sebagai pemimpin yang menjalankan organisasi, seorang mana­
jer dituntut memiliki keahlian sebagai berikut: 

a) keahlian konseptual adalah keahlian yang harns dimiliki manajer 
puncak karen a dengan pemikiran strategis yang dirancang akan 
menentukan arah organisasi; 

b) 	 keahlian kemanusiaan harns dimiliki manajer karena keterampil­
an ini akan memahami karakter manusia dan dapat memotivasi­
nya. Seorang manajer harns humanis karena ia bertugas menge­

lola manusia dengan sifat dan kepentingan berbeda-beda. Oleh 
karena itu, manajer setidaknya memahami konsep-konsep besar 
mengenai manusia dan apa yang menggerakkan dan tidak meng­
gerakkan mereka dalam melakukan sesuatu. 

c) keahlian administrasi juga harns dimiliki seorang manajer agar 
dapat mengetahui realitas yang dihadapi manajer dan agar tidak 
melakukan kesalahan administrasi yang bisa berdampak burnk 
bagi organisasi. Kemampuan administrasi bukan berarti mencip­
takan sebuah organisasi yang birokratis, justru dengan kecakapan 
administrasi manajer dapat memangkas jalur administrasi menja­
di simpel dan efektif. 

d) keahlian teknis bahwa seorang manajer setidaknya memahami 

beberapa persoalan teknis hal ini agar dapat mengarahkan tenaga 
teknis dan memahami persoalan di lapangan; 

e) keterampilan interpersonal bahwa seorang manajer akan berko­
munikasi dengan banyak orang, maka ia harns bisa bekerja sarna 
dengan individu maupun kelompok, kemampuan kerja tim ini 
merupakan keahlian yang dibutuhkan manajer. 

t) keterampilan diagnosis adalah kemampuan melakukan analisis 

• 59 



PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

terhadap sebuah masalah. Maka, seorang manajer sebelum mem­

berikan solusi pemecahan masalah, ia harus membedah kasus 

yang sedang dihadapi agar tidak terjadi kesalahan dalam mem­
buat keputusan. 

g) 	 keterampilan manajemen waktu bahwa tentu saja sebagai ma­
najer harus memiliki keterampilan dalam mengatur apa saja sa­

lah satu hal terpenting adalah waktu. Manajer harus memiliki 
komitmen terhadap keIja-kerja yang telah ditarget kapan waktu 

selesainya. Manajer harus menggunakan waktu yang ada untuk 

produktivitas organisasi. 
h) 	 keterampilan pengambilan keputusan adalah salah satu keahli­

an yang harus dimiliki manajer, poin inilah yang menjadi fokus 
buku ini. Manajer atau pemimpin adalah jabatan yang paling 

menentukan organisasi dengan keputusan yang dipilih dan di­
tetapkannya. Manajer akan dapat memberi kinerja terbaik jika 
memulainya dengan pengambilan keputusan yang baik pula. 

David Parmenter (2010: 14) menjelaskan bahwa banyak lapor­
an manajemen yang bukan merupakan alat manajemen; mereka se­
mata-mata hanya memo infonnasi. Sebagai sebuah alat manajemen, 

laporan manajemen harus mendorong dilakukannya tindakan tepat 
waktu dan tepat arah. Organisasi perlu mengukur dan melaporkan 
aktivitas-aktivitas yang menjadi fokus direksi, manajemen, "what gets 
measured, gets done". 

Untuk membuat laporan manajemen menjadi sebuah alat mana­
jemen, laporan bukanan harus dikombinasikan dengan laporan hari­
an dan mingguan. Hal itu sedikit membantu untuk memberi tahu tim 
manajemen senior bahwa separuh perjalanan bulan adalah sia-sia. 
Jika manajemen segera diberi tahu bahwa "pintu kadang sudah ter­
buka", kebanyakan "pintu" tersebut akan "ditutup".u 

11 David Parmenter. Key Performance Indicators: Pengembangan, Implementasi, dan Penggunaan KPI 
Terpilih, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007). ..60 
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C. 	 JENIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Berikut adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. 

1. 	 Pengambilan Keputusan Terprogram 

Pengambilan keputusan terprogam merupakan tanggapan ter­
hadap kebijakan yang telah ditentukan dalam organisasi. Biasanya 
keputusan ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan tugas-tugas 
rutin. Melalui keputusan terprogram akan memberikan pekerjaan­
pekerjaan penting bagi organisasi misalnya jika di sekolah mengenai 

pengelolaan biaya pendidikan, menyelesaikan persoalan pihak inter­
nal dengan ekstemal terkait banyak hal. 

2. 	 Pengambilan Keputusan Tidak Terprogram 

Sesuai dengan namanya "tidak terprogram" bahwa seorang ma­
najer harus mengambil keputusan terhadap persoalan yang tiba-tiba 

muncul namun harus diselesaikan segera. Oleh karena itu, dalam 
pengambilan keputusan ini sangat dibutuhkan jam terbang, penga­
laman, ketajaman analisis dan kemampuan intuisi yang baik memu­
tuskan persoalan dan memberi solusi yang tepat, misalnya ketika se­
orang kepala sekolah harus menghadapi persoalan kepegawaian guru 
dan staf administrasinya yang mungkin bermasalah. 

3. 	 Individu dalam Pengambilan Keputusan Kelompok 

Pengambilan keputusan kelompok bertujuan agar solusi yang 

diambil dapat lebih optimal dijalankan. Menurut Yue (2009) sebu­

ah keputusan efektif tidak mungkin diatasi oleh satu orang karena 
keterbatasannya, maka untuk mengatasinya perlu kolaborasi dengan 

banyak elemen dan divisi di organisasi. Contohnya bisa dilihat ketika 
para juri memberi keputusan siapa pemenang dalam sebuah kontes, 

begitu juga dalam kehidupan bemegara, seorang presiden membu­
tuhkan banyak pendapat dan pertimbangan dengan banyak pihak 
dalam memutuskan sebuah masalah penting dan strategis. Menurut 
Stoner (1961) keputusan yang diambil kelompok akan lebih ekstrem 
daripada keputusan yang diambil secara individu. Hal ini karena de­
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ngan adanya kelompok tentu akan mengakomodasi individu yang 

berbeda-beda. 

D. 	 KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PERSEORANGAN DAN 
ORGANISASI 

Keputusan perseorangan diambil oleh pihak berwenang sesuai 
dengan jawabannya di organisasi. Ketika sebuah keputusan diam­

bil oleh seorang berwenang, maka akan berlaku bagi organisasi dan 
menjadi pijakan dalam tindakan-tindakan. 

Adapun keputusan organisasi merupakan respons terhadap ke­
adaan internal dan eksternal. Secara sederhana bahwa keputusan 
organisasi diambil agar organisasi dapat beradaptasi dengan peru­

bahan, sehingga memiliki cara baru untuk menghadapinya. Dalam 
mengambil keputusan tersebut perlu dilakukan pengumpulan infor­
masi. Selain itu di dalam organisasi harus terdapat sistem pengingat 

agar dapat diperoleh data secara mudah. Bank data adalah bentuk 
lembaga yang menampung informasi suatu saat bisa digunakan bagi 
organisasi. 

Chester Barnard menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepu­
tusan pribadi dan keputusan organisasional. Perbedaan pentingnya 
adalah keputusan pribadi tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 
Sementara keputusan organisasional sering dan dapat diwakilkan. 

Seorang manajer ketika mengambil keputusan dia membuat ke­
putusan untuk organisasi, sedangkan keputusan pribadi berguna un­
tuk tujuan pribadi. Sering sulit untuk membedakan kedua keputusan 
ini dalam kepentingan organisasi, karena terkadang keputusan pri­
badi sering cocok dengan keputusan organisasi dan bermanfaat serta 
berdaya guna bagi organisasi. Namun seringjuga terdapat silang pen­

dapat antara keduanya sehingga mengalami kendala. 
Tidak hanya faktor organisasi yang menentukan sebuah keputus­

an. Faktor pribadi sangat berpengaruh karena pengalaman seorang 
manajer bisa menjadi penguat bagi keputusan. 
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E. PARTISIPASI DALAM PENCiAMBILAN KEPUTUSAN 

Partisipasi adalah keterlibatan mental emosional orang-orang da­
lam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan 
kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab un­
tuk pencapaian tujuan itu (Davis, 1985: 152) partisipasi adalah peng­

aturan untuk meningkatkan kontrol melalui sumber daya manusia 
dan pengaturan institusi dalam situasi sosial (Ghai, 1995: 328). 

Dalam teori kelompok dijelaskan bahwa partisipasi merupakan 

kumpulan tiga orang atau lebih secara bersama-sama memecahkan 
masalah atau menyelesaikan tugas-tugas (Heerick, 1990: 33). Ada­

pun dalam teori politik partisipasi didefinisikan sebagai efisiensi dan 
efektivitas dan legitimasi tujuan (Heerick, 1990: 33). Bagaimana par­

tisipasi ini bekerja dalam pengambilan keputusan. 
Keputusan yang baik adalah keputusan yang memenuhi berbagai 

persyaratan. Syarat-syarat itu antara lain: keputusan yang dibuat ha­
rus berkaitan langsung dengan tujuan, memenuhi persyaratan rasio­
nalitas dan logika keputusan yang diambil harus dilaksanakan, dapat 

diterima dan dipahami oleh pimpinan dan para pelaksana operasio­
nal (Greenberg, 1993: 356). 

Pengambilan keputusan dalam organisasi didasarkan pada bebe­
rapa hal yaitu: rasionalitas terbatas, intuisi, identifikasi masalah, pe­
ngembangan alternatif, membuat pilihan, perbedaan individu, ham­
batan organisasi dan perbedaan budaya (Robbins, 1998: 106). 

Pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang dila­

kukan oleh kelompok at au individu dalam memecahkan masalah. Se­
rangkaian langkah tersebutlah yang disebut dengan proses atau urut­

an at au tahapan secara logika dari aktivitas melalui keputusan yang 
dibuat (Goetsch, 1997: 274). 

Proses pengambilan keputusan meliputi kegiatan menetapkan 

tujuan dan sasaran, mengidentifikasi persoalan, mengembangkan, 
menetapkan keputusan, mengendalikan dan mengevaluasi keputus­
an (Gibson, 1980: 465). Proses pengambilan keputusan terdiri dari 
kegiatan identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan ana­

lisis data yang relevan, pengembangan alternatif, penilaian berbagai 
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altematif penyelesaian, pemilihan altematif terbaik, implementasi 
keputusan dan evaluasi hasil (Handoko, 1993: 133). 

Ahli lain mengemukakan pula bahwa proses pengambilan kepu­

tusan bagian dari siklus pemecahan masalah meliputi tahapan me­
ngetahui masalah, menentukan tujuan, memahami masalah, mene­

tapkan pilihan, menentukan pilihan, mengevaluasi pilihan, memilih 
dan menentukan pilihan, melaksanakan dan mengawasi. 

Proses pengambilan keputusan diawali dengan menetapkan tuju­
an dan sasaran spesifik, identifikasi masalah, mengembangkan alter­
natif-altematif, evaluasi terhadap altematif, memilih altematif terba­

ik, melaksanakan keputusan, melakukan pengendalian dan evaluasi 
(Tjiptono, 1995: 186). Pendapat tersebut didukung pula oleh 
yang mengemukakan proses pengambilan keputusan meliputi pene­
tapan masalah, formulasi tujuan, mencari informasi, menggunakan 
kriteria untuk menetapkan altematif, menilai atau memilih kriteria, 
mementingkan beberapa altematif, membuat putusan altematif, dan 
melaksanakan keputusan. 

Pendapat yang lebih ringkas mengemukakan bahwa proses peng­

ambilan keputusan terdiri dari empat tahap: intelligence, penelusuran 
lingkup masalah, desain, perancangan penyelesaian masalah, memi­
lih, pemilihan tindakan, implementasi, pelaksanaan tindakan (Kadar­
sah, 1998: 16). 

Vroom-Yetton (1993: 293) mengemukakan tentang kualitas dan 

penerimaan keputusan. Untuk mengetahui sejauh manakah tingkat 
penerimaan keputusan, dikaji pula tentang empat gaya dalam peng­

ambilan keputusan yaitu gaya instruksi, konsultasi, partisipasi, dan 
delegasi (Blanchard, 1993: 456). 

Gaya instruksi menggambarkan tingkat partisipasi dalam peng­
ambilan leputusan rendah sedangkan pengarahan pimpinan tinggi, 
gaya konsultasi menggambarkan tingkat partisipasi dalam pengam­
bilan keputusan tinggi, sedangkan pengarahan pimpinan tinggi, gaya 
partisipasi menggambarkan tingkat partisipasi dalam pengambilan 
keputusan tinggi, sedangkan pengarahan pimpinan rendah, gaya de­

legasi menggambarkan tingkat partisipasi dalam pengambilan kepu­
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tusan rendah sedangkan pengarahan pimpinan rendah. 
Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dimaksud adalah 

pengambilan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang di­
lakukan oleh anggota yang tergabung dalam kelompok yang disebut 
dengan pengambilan keputusan kelompok. Dalam menetapkan mutu 
dan tingkat penerimaan pengambilan keputusan, apakah keputusan 
yang diambil secara individual atau oleh partisipasi kelompok yang 
lebih efektif dan memuaskan orang-orang yang terlibat dalam suatu 

lembaga. 
Hal ini masih terjadi perdebatan di antara para ahli. Dilihat dari 

proses pengambilan keputusan itu sendiri, perbandingan antara 

pengambilan keputusan yang dilakukan sendiri dan yang dilakukan 
oleh para anggota dalam kelompok yang disebut dengan pengambil­
an keputusan kelompok. 

Dalam menetapkan mutu dan tingkat penerimaan pengambilan 

keputusan, apakah keputusan yang diambil secara individual atau 
oleh partisipasi kelompok yang lebih efektif dan memuaskan orang­
orang yang terlibat dalam suatu lembaga. Hal ini masih menjadi per­
debatan di antara para ahli. Dilihat dari proses pengambilan kepu­
tusan itu sendiri, perbandingan antara pengambilan keputusan yang 

dilakukan sendiri dan yang dilakukan oleh para anggota dalam ke­

lompok yang disebut dengan pengambilan keputusan kelompok. 
Dalam menetapkan sasaran, kelompok lebih unggul daripada in­

dividu, dalam mengindentifikasi usaha, kelompok dan individu sa­
ngat diperlukan dalam mengevaluasi altematif pertimbangan kolek­
tif, kelompok lebih luas dan lebih unggul dibanding dengan individu, 
dalam mamilih altematif, kelompok lebih berani mengambil risiko, 

pelaksanaan keputusan kelompok, tanggung jawab ada di tangan 
pimpinan (Gibson, 1980: 474). 

Dengan demikian keterlibatan sejumlah orang dalam proses 

pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat baik untuk di­
praktikkan. Karena dengan demikian, rasa tanggung jawab para pe­
laksana diharapkan menjadi lebih besar. Sesuai pula dengan pendapat 

lain, bahwa pengambilan keputusan secara kelompok memiliki keun­
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tungan, yaitu keputusan lebih banyak, dapat diterima, dan didukung 
secara moral. Adapun kerugiannya banyak memakan waktu, ada do­

minasi pihak tertentu, kecocokan kelompok pemikir dan tanggung 
jawab (Lussier, 1996: 327). Pendapat lain mengemukakan ada tiga 

keuntungan partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan, ya­
itu: pendapat umum dari berbagai sumber, spesialisasi pekerja, pene­
rimaan keputusan, adapun kerugiannya: pemborosan waktu, terjadi 

konflik pada kelompok adanya intimidasi oleh pemimpin kelompok 
(Greenberg, 1993: 543). 

Dipertegas pula bahwa hasil kolektif suatu kelompok biasanya 
lebih baik dari pemikiran orang-orang yang bertindak secara indivi­
dual. Didukung pula oleh pendapat lain bahwa ada empat variabel 

yang memengaruhi keterlibatan kelompok dalam pengambilan kepu­
tusan, yaitu: waktu, informasi, kemampuan, dan penerimaan (Lussi­
er,1996: 323). 

Pemimpin yang memiliki banyak waktu, maka pengambilan ke­
putusan banyak melibatkan orang, tetapi jika ia hanya memiliki wak­
tu sedikit maka pemimpin menggunakan gaya otokratisnya. Selanjut­
nya informasi yang cukup sangat dibutuhkan di dalam pengambilan 
keputusan yang berkualitas, jika manajer memiliki informasi yang 
ban yak, maka tidak dibutuhkan informasi yang banyak, maka tidak 

dibutuhkan partisipasi, jika pemimpin merasa hanya memiliki sedikit 
informasi, maka pengambilan keputusan partisipatif yang digunakan. 
Hal ini berkaitan dengan kesediaan anggota kelompok untuk meneri­
rna atau menolak keputusan yang telah ditetapkan. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara individual ada 
kemungkinan besar kelompok tidak peduli untuk melaksanakan ke­
putusan, jika pemimpin menginginkan keputusan yang ditetapkan 
disegani atau diterima oleh kelompok, maka dilaksanakan dengan 
cara partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif dapat berjalan 
dengan efektif bila duibarengi dengan pemilikan kemampuan yang 
tinggi dari para persomil yang terlibat. 

Dalam keputusan partisipatif, diperlukan sebuah kerja sarna tim. 

Kerja sarna tim merupakan pengungkit potensial dari organisasi untuk 
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menghasilkan yang terbaik dan sebagai sarana untuk mengintegra­
sikan informasi, teknologi, kemampuan, dan sumber daya (Kinlaw, 
1991), kerja sarna tim merupakan upaya membangun kesadaran dan 
dukungan untuk pekerjaan dan membutuhkan partisipasi (Robert, 
1996). Selanjutnya dijeIaskan pula kerja sarna tim merupakan kerja 
sarna tim formal yang terdiri atas individu yang saling tergantung 
bertanggung jawab atas tercapainya suatu tujuan (Robbins, 1999: 
440). 

Pakar lain berpendapat kerja sarna tim adalah yang mengenal dan 
mengakui interdependensi dan memaharni tujuan anggota dan tim 

(Moddux, 1996: 11). Kerja sarna tim adalah kerja keras yang membu­
tuhkan tingkat kesadaran tinggi, komitmen, pengetahuan, kerukunan 
dan waktu (Williem, 2000: 20). Kerja sarna tim adalah kumpulan 

orang. Apabila orang bergabung menjadi sebuah tim akan memiliki 
kebutuhan tertentu, kebutuhan tersebut mencakup komunikasi yang 

efektif, mendengarkan aktif, menyelesaikan konflik dan menjaga mo­
tivasi anggota kelompok (Chang, 2001: 3). Kerja sarna tim adalah 
kelompok orang dengan tingkat saling ketergantungan yang sangat 
tinggi, bekerja bersarna untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan 
tugas dengan kata lain anggota dari kelompok setuju hanya dengan 
jalan bekerja sarna tujuan dapat tercapai (Thiagarajan, 2001). 

Untuk mencapai keberhasilan dalam kerja sarna tim, maka setiap 
anggota tim harus dapat melakukan pekerjaan dan memiliki kemam­
puan untuk: inisiatif berdiskusi, mencari informasi dan opini, meng­
usulkan prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan, mengelaborasi 
pendapat, menyimpulkan, menguji konsensus, berlaku sebagai pen­
jaga gawang, kompromi dan kreatif di dalam memecahkan kembali 
perbedan-perbedaan, mencoba untuk menurunkan ketegangan dalam 
kelompok (Sallis, 1993: 96). 

Dalam upaya mencapai kesuksesan kerja sarna tim, maka setiap 
anggota tim harus memiliki ciri atau sifat sebagai berikut: adanya 
kejujuran, tidak mementingkan did sendiri, dapat dipercaya, antu­
siasme, tanggung jawab, kooperatif, inisiatif, kesabaran, penuh daya 

atau memiliki kesabaran, dan ketekunan (Hradeskey, 1995: 247) . 
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Dalam tim yang sukses terdapat pula delapan peranan yang sa­
ngat penting yaitu, sebagai pekerja, koordinator, shaper, penemu hal­
hal baru, pemeriksa, penilai, pekerja tim dan penyelesai (Dunham, 

1995: 54). 

Berdasarkan kajian teori dan pembahasan yang telah dipaparkan 
yang dimaksud dengan kerja tim adalah kerja sarna dari individu­

individu yang bersinergi dalam satu tim yang saling mengenal, me­
mahami, saling bergantung, bertanggung jawab dalam membangun 
kepercayaan, meningkatkan komunikasi dan mengembangkan ke­
mandirian untuk mencapai tujuan. 

Sebelum ditetapkan konstruk tentang kerja sama tim, terlebih 
dahulu dijelaskan tentang penilaian dalam kaitannya dengan peng­
ukuran konstruk kerja sama tim. Penilaian suatu membandingkan 
hasil pengukuran, sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan 

sehingga diperoleh kualitas suatu objek yang bersifat kuantitatif (Ig­
natius, 1995; 18). 

Pendapat lain mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu ke­
putusan tentang nilai, penilaian dipengaruhi oleh hasil pengukuran 
(Cangelosi, 1995: 21). Penilaian adalah proses di mana kita mem­
pertimbangkan sesuatu barang atau gejala dengan menggunakan pa­
tokan-patokan tertentu (Rakajoni, 1984: 4). Penilaian adalah meng­

ambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, 
penilaian bersifat kualitatif (Suharsimi, 1984: 3) yang dimaksud de­

ngan penilaian adalah menetapkan sesuatu berdasarkan patokan ter­
tentu. 

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI MADRASAH/SEKOLAH 

Perlu kiranya bagaimana sebuah teori pengambilan keputusan 

dilakukan di lembaga pendidikan Islam seperti di madrasah. Sebagai­
mana dikemukakan oleh Mintzberg bahwa dalam keputusan sangat 
ditentukan pemimpin, dalam hal ini kepala madrasah sangat berpe­
ran bagi kebijakan yang diambil di sekolah. Menurut Hikmat (2009: 
63) bahwa pengambil keputusan dalam memilih alternatif keputusan 
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harus berdasarkan rasional. 
Selanjutnya Hikmat (2009: 63) menegaskan bahwa proses kepu­

tusan sangat terkait langsung dengan inteIektuai seorang pemimpin 
organisasL Keputusan sebaiknya diambil didasarkan dengan kemanu­
siaan agar tidak memberi peluang terjadinya otoriter. Oleh karena itu 
sebaiknya keputusan yang diambil kepaia madrasah melalui tahap 

musyawarah terIebih dahulu. 
Mengadaptasi teori keputusan Anoraga, sebaiknya di madrasah 

dalam mengambil keputusan perIu melewati proses yang positif se­
perti: a) tidak terburu memutuskan; b) menganalisis persoalan; e) 

memiIih alternatif terbaik. 

Selanjutnya para pengambil keputusan perlu mempertimbangkan 
hal berikut dalam memutuskan: a) kualitas keputusan; b) tingkat va­
lisitas data; e) struktur organisasi; d) membangun komitmen seluruh 

warga organisasi; e) loyalitas terhadap tujuan organisasi; f) bisa saja 
keputusan yang otoriter terjadi; g) keputusan tidaklah final ada ke­
mungkinan konflik keorganisasian muneu!. 

Dalam penelitian Sunarto (2004) bahwa di madrasah gaya kepu­

tusan di antaranya: gaya direktif, sebuah gaya keputusan terkesan 
tidak aspiratif, yang diutamakan adalah keeepatan dan ingin menea­
pai tujuan jangka pendek; Gaya analitik, lebih bersifat aspiratif ka­

rena mengharapkan banyak informasi. Manajer yang menggunakan 
gaya analitik eenderung eermat sebelum memutuskan sehingga sela­
Iu mempertimbangkan banyak pilihan yang tersedia. Gaya keputusan 
ini memiliki eorak ke jangka panjang; Gaya perilaku, sebuah eorak 

pengambilan keputusan yang merujuk pada perilaku anggota organi­
sasi, manajer yang memilih keputusan ini sangat berupaya menghin­

dari konflik. 

Menurut Wahyosumidjo (2002: 94) kepala madrasah berperan 
penting dalam: melakukan komunikasi interpersonal dan memberi­
kan informasi; seialu berusaha melakukan perbaikan di madrasah; 

mengatasi masalah yang muneul di madrasah; mengalokasikan sum­
ber daya bagi madrasah; dan berperan melakukan negosiasi dengan 

banyak pihak. Kesemua ini memerIukan sebuah keahlian pengambil­
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an keputusan, sebagaimana penjelasan berikut. 
Sebagai kepala madrasah keputusan dibutuhkan untuk membuat 

program-program yang bisa memberdayakan. Oleh karena itu, kepa­
la madrasah yang sangat memahami lembaganya karena telah me­

miliki banyak data dan akan bisa memutuskan program yang bisa 
memberikan perubahan bagi penampilan madrasah. 

Kepala madrasah sebagai penyelesai masalah bahwa semua ma­
salah yang terjadi di lingkungan lembaga yang ia pimpin sebenamya 

sangat tergantung dengan apa yang pemah ia putuskan, dan apa yang 
akan ia putuskan dalam mengatasi sebuah persoalan. Pada dasamya, 
kepala madrasah merupakan perantara guru, staf, dan peserta didik 
dalam menyelesaikan masalah di lingkungan madrasah. 

Kepala madrasah juga harus memutuskan pengalokasian sumber 
daya yang dimiliki kepada siapa yang berhak. Sumber daya di mad­
rasah bisa berbentuk: sumber daya manusia, finansial, alat-alat, dan 
berbagai aset yang dimiliki madrasah. Seorang kepala madrasah ha­
rus bersikap mengenai bagaimana mengadakan sumber daya madra­
sah dan bagaimana mendistribusikannya secara baik agar bermanfaat 
bagi kualitas madrasah. 

Kepala madrasah pun harus mengambil keputusan dengan mela­
kukan negosiasi dengan banyak pihak luar, misalnya: ketika meran­
cang program kewirausahaan, mencari dana corporate social responsi­
bility, dan lain sebagainya. Kepala madrasah juga harus melakukan 
keputusan untuk memberikan informasi yang dirasa perlu. 

Penjelasan di atas secara jelas menggambarkan bahwa kepala 

madrasah sangat berperan penting dalam berbagai aktivitas yang di­
ambil melalui keputusan. Oleh karena itu kepala sekolah harus me­
miliki keahlian dan memahami tahap pengambilan keputusan yang 

• 



! i 

6 
KATEGORI J PENDEKATAN J MODEL 
& KETERAMPILAN PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

A. KATECiORI PENCiAMBILAN KEPUTUSAN 

J. Supranto mengategorikan keputusan sebagai berikut: keputus­
an dalam ketidakpastian; keputusan dalam kepastian; keputusan da­
lam kondisi berisiko; keputusan dalam keadaan konflik. Keputusan 

dalam ketidakpastian sebuah keputusan yang diambil ketika tidak 
tersedia data, tidak ditemukan kasus yang sarna dan belum pemah 
diambil keputusan demikian sebelumnya. 

Keputusan secara pasti bahwa dapat diketahui dan diprediksi ha­

sil dari sebuah keputusan. Pengambil keputusan telah dipasok banyak 
informasi mengenai persoalan yang akan dicari solusinya. Keputusan 

dalam risiko maksudnya ketika pengambil keputusan tidak memiliki 
data, tidak ada analisis yang valid, sementara keputusan harus di­
ambil, maka besar kemungkinan keputusan terse but akan memberi 
risiko bagi organisasi. 

Terakhir mengenai keputusan dalam konflik bahwa ada suatu 
kondisi ketika pengambil keputusan harus menghadapi konflik ke­
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organisasian yang menampakkan kompetisi dan pertentangan yang 

tidak sehat. Keputusan dalam keadaan konflik ini akan menghasilkan 
keputusan yang buruk dan akan sulit dijalankan karena adanya keti­

dakselarasan para pengambil keputusan. 
Pengambilan keputusan sebagaimana yang telah dikemukakan 

di atas, khusus pada tataran kepemimpinan manajemen, Sondang P. 
Siagian mengemukakan bahwa pada umumnya terdapat tiga ting­
katan keputusan yang terdapat dalam suatu kepemimpinan dalam 

organisasi/manajemen, yaitu keputusan strategik, keputusan teknis, 
dan keputusan operasionaL Semakin tinggi kedudukan kepemimpin­
an manajemen seseorang. Pada tingkat kepemimpinan manajemen 
menengah sifat keputusan yang diambilnya lebih banyak bersifat tek­
nis. Adapun pada jenjang kepemimpinan manajemen yang terendah, 
maka keputusan yang diambilnya adalah keputusan operasional (Si­
agian, 2005: 51). 

Keputusan itu selalu terjadi dalam setiap saat, hanya saja berbe­
da dalam bentuk dan sifatnya tergantung pada tingkat jabatan kepe­
mimpinan yang bersangkutan. Dalam ranah kepemimpinan manaje­

men dakwah, tingkatan keputusan pada tingkat manajerial tertinggi, 
menengah dan terendah dapat diuraikan sebagaimana berikut: 
1. 	 Pengambilan keputusan pada tingkat kepemimpinan manajemen 

tertinggi (strategik) pengambilan keputusan pada tingkat kepe­
mimpinan manajemen tertinggi dilaksanakan untuk menyelesai­
kan masalah strategik yang bersifat umum. 

2. 	 Pengambilan keputusan pada tingkat kepemimpinan manajemen 
menengah (teknis). Pengambilan keputusan pada tingkat kepe­
mimpinan manajemen menengah dilaksanakan untuk menyele­

saikan masalah yang bersifat teknis dan merupakan pengaturan 
penjabaran keputusan yang telah dirumuskan oleh pemimpin 
tingkat tinggi dalam bentuk yang lebih parsiaL 

3. 	 Pengambilan keputusan terendah dilakukan oleh manajer yang 
mengatasi level operasionaL 
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B. 	 KRITERIA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Berikut adalah beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan: 
1. 	 Pengambilan keputusan otokratis bahwa seorang pemimpin tidak 

merasa perlu melibatkan ban yak pihak dan elemen di organisasi 
untuk menjaring aspirasi dalam memutuskan sebuah persoalan. 

2. 	 Keputusan semi otokratis bahwa seorang pemimpin masih meng­
hargai data dan informasi dari bawahan yang dijadikannya kepu­
tusan. 

3. 	 Hasil keputusan yang berkriteria semi konsultatif. Keputusan ini 
terjadi bila informasi suatu masalah dikonsultasikan oleh pemim­
pin kepada bawahan. Selanjutnya, pemimpin meminta tanggapan 

atas informasi masalah itu dari bawahan. Kemudian pemimpin 
mengambil dan menetapkan keputusan. Meskipun bawahan juga 
mempunyai kontribusi terhadap keputusan terse but namun kepu­
tusan yang dihasilkan tidak semata-mata merupakan hasil tang­
gapan bawahan. 

4. 	 HasH keputusan yang berkriteria demokratis. Keputusan demo­
kratis dihasilkan berdasarkan musyawarah guna menyelesaikan 
informasi masalah yang dihadapi organisasi, pemimpin atau ba­
wahan. Dengan demikian, kebulatan hasil musyawarah antara 
pemimpin dan bawahan ini menjadi dasar penetapan keputusan 
(Martono, 2013). 

C. 	 STRATEGI MEMBUAT KEPUTUSAN 

Jeff Jones dalam bukunya "Management Sills in Schools" memba­
has tentang kiat-kiat membuat keputusan dalam memimpin sebuah 
tim. Membuat keputusan perlu keahlian dan strategi tersendiri, kare­

na itu tidak semua orang mampu melakukannya. Napoleon mengata­
kan, "hal yang rumit dan berharga dari kemampuan memutuskan." Kata­
kata sarat makna dari seorang jenderal besar komandan perang, satu 

posisi di mana kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan 
sangat dibutuhkan. 

Keputusan dan proses membuat keputusan adalah dasar dari 
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semua proses kepemimpinan dan manajemen. Menurut Warwick 
(1983), membuat keputusan merupakan bagian terbesar dari kehi­
dupan sehari-hari di hampir semua sekolah, di mana hal tersebut da­

pat dengan mudah dijadikan sebagai pendukung. 
Apa yang dimaksud dengan membuat keputusan? Keputusan yai­

tu sebuah penjustifikasian, atau pilihan antara dua atau lebih pilihan, 
dan menimbulkan sebuah jumlah yang tidak terhingga dari berbagai 
situasi. Dengan keputusan dari sebuah persoalan akan muneul imple­

mentasi dalam bentuk aksi. Sebuah keputusan tentu saja dapat dibuat 
seeara instan, tetapi lebih sering tidak demikian. Hall dan Oldroyd 
(1990) menyatakan bahwa membuat keputusan tergantung pada ni­
lai personal manajer setiap pribadi, tujuan, dan gaya manajerial. 

Kebanyakan orang membuat keputusan pemecahan masalah dan 
tim pemimpin dapat sampai pada jawaban-jawaban mereka dengan 
eara yang berbeda. Lalu, bagaimana jika seseorang terlalu percaya 
diri pada saat membuat keputusan? Membuat keputusan dapat men­
jadi sesuatu yang menakutkan, dan merupakan proses yang tidak 
nyarnan. Memahami perbedaan membantu untuk mengenal sendiri 
gaya mengambil keputusan kita. 

TABEl STRATEGI MEMBUAT KEPUTUSAN YANG SUKSES 

Apa yang Diperhatikan 

informasi. data, cek kenyataan dan opini, identitas yang 
waktu, serta kriteria 

--------------f···~~-· 

Daftar (inventarisasi) tindakan dan ide-ide, dan 
alternatif-alternatif yang mungkin. 

Daftar (inventarisasi) uji kekonsekuesian, 
ukuran kriteria, percobaan dan tes objektif 
murni, lalu pilihlah yang terbaik. 

Ambil tindakan untuk membuat keputusan, 
Sesuaikan pili han dengan monitor putusan, dan tinjau ulang lagi. 
tindakan. 
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Adapun metode-metode membuat keputusan yang dapat dipilih, 
seperti: langsung, analitik, konseptual, tingkah laku, kata hati, pe­

nundaan, fleksibel, proaktif, fatal, dan ketergantungan/situasional. 
Kesemua itu tentu saja disesuaikan kondisi. Apakah ada macam­
macam keputusan? Kalau ada, apa saja? Macam-macam keputusan 
dari seorang pemimpin tim, yaitu: keputusan rutin, kebanyakan ke­
putusan adalah dalam bentuk ini; keputusan yang bersifat darurat; 
keputusan yang bersifat strategis; keputusan yang bersifat operasio­
nal. Langkah-Iangkah kunci untuk sampai kepada sebuah keputusan 
yang efektif relatif sederhana sepanjang instruksi/pengarahan yang 

diberikan rasional dan terorganisasi. 
Bagaimana untuk mengetahui gaya membuat keuputusan kita? 

Masing-masing orang berbeda dalam membuat sebuah keputusan. 

Covey (1989) menyebutkan, berdasarkan hasil riset, satu sisi dari 
otak kita adalah tempat berkumpulnya emosi, imajinasi, intuisi, dan 
kreativitas. Satu sisi lagi, tempat berkumpulnya logika, bahasa, dan 
analisis. Hal inilah yang memengaruhi seseorang ketika bersikap, dan 

dari sini akan terlihat gaya mengambil keputusan seseorang, apakah 

rasional, atau intuitif. Perbandingan antara karakteristik pemikiran 
rasional dan intuitif sebagai berikut: 

TABEL PEMIKIRAN RASIONAL DAN INTUITIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Rasional Intuitif 

Mengikuti proses logika. Berdasarkan perasaan 

Membuat keputusan melalui identifikasi 
dan definisi. 

Membuat keputusan dengan "rasa benar". 

Pilihan berkaitan dengan informasi yang 
relevan. 

Mereka bisa saja melakukan dengan tes 
koin. 

Alternatif dievaluasi sebelum diambil 
keputusan. 

Hanya berpikir tentang konsekuensi dari 
putusan setelah putusan itu dibuat. 

Disebut pendekatan rasional karena membutuhkan proses logika 
dalam membuat keputusan. Ada juga tipe seseorang pembuat kepu­
tusan yang bersifat fatal. "Apa yang akan terjadi, tetjadilah" adalah 

moto orang seperti itu. Lalu yang mana yang lebih efektif? Kebanyak­
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an orang akan menggunakan sebuah kombinasi rasional dan intui­

tif dalam gaya membuat keputusannya. Yang penting adalah, dalam 

membuat keputusan kita menggunakan pendekatan yang nyaman 

bagi kita sendiri. 

Sebuah keputusan akan dianggap burukjika: 1) Tidak menganali­

sis terlebih dahulu semua informasi penting; 2) Lebih mendahulukan 

perasaan dalam membuat keputusan; 3) Membuat keputusan untuk 

orang lain, karena belum tentu sesuai; 4) Tidak melakukan kontrol 

proses; 5) Tidak jelas untuk apa sebuah keputusan dibuat. 

Membuat keputusan dalam sebuah tim perlu konsultasi dengan 

berbagai pihak terlebih dahulu. Menggalang kontribusi dari anggota 

tim, dengan mendekati orang-orang yang tepat. Peluang implemen­

tasi keputusan akan lebih tinggi jika kita sukses menyosialisasikan 

kepada anggota dan melibatkan mereka. Ada memang kekurangan­

nyajika kita selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu ketika akan 

membuat keputusan, yaitu pertama, dari segi waktu akan memper­
lambat proses, kedua, kemungkinan hilang kekuasaan. 

Bisakah mendelegasikan beberapa keputusan? Pendelegasian ke­

putusan kepada anggota tim merupakan sikap profesional yang sem­
puma. Seorang pemimpin harus membuat keputusan yang baik agar 

semua merasa dilibatkan dan mendapat delegasi. Intinya adalah, ke­

berhasilan tergantung pada gaya pendelegasian kita. Hal yang juga 

penting adalah, kita harus merespon kembali hasil pendelegasian itu 

dengan respons yang baik, sebab jika tidak hal itu berpretensi mebuat 

perpecahan dalam tim. 

Pendekatan yang baik sangat penting pada saat monitoring proses. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu: 

1. 	 Bangun kepercayaan pada setiap diri anggota tim, atau kepada 

siapa kita mendelegasikan. 

2. 	 Bangun komunikasi dua arah. 

3. 	 Beri kreativitas anggota tim untuk berinisiatif sendiri. 

4. 	 Jangan membuat keputusan sampai merasa yakin untuk melaku­

kannya. 
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Adakah cara yang secara analisis bisa digunakan untuk memban­
tu mengambil keputusan? Dalam hal ini, teknik yang bisa digunakan, 

yaitu: 
1. 	 Analisis SWOT; faktor kekuatan, kelemahan, keberuntungan (pe­

luang), dan anCaman (tantangan) tim merupakan kunci strategis 
dalam membuat keputusan. Kekuatan; berasal dari pandangan 

sendiri atau orang-orang terdekat kita, tetapi tetaplah realistis. 
Kelemahan; anggap ini dari basis internal dan eksternal. Peluang; 
lihat pada kekuatan sendiri, apakah ada peluang yang terbuka, 
dan jangan lupa kaji kelemahan diri sebelum meraih peluang. 
Ancaman; identifikasi fator-faktornya, dan cari jalan keluarnya. 

2. 	 Analisis daerah kekuatan. Analisis daerah kekuatan merupakan 
teknik membuat keputusan yang dikembangkan oleh Kurt Lewin 
(1951), seorang pelopor ilmu-ilmu sosial, untuk menganalisis 

persepsi dari pekerjaan yang kuat dalam proses atau putusan. 

Untuk mencapai analisis sebuah daerah kekuatan, dibutuhkan 
langkah-Iangkah sebagai berikut: 

Inventaris seluruh kekuatan yang membantu perubahan dalam 
satu kolom, dan seluruh kekuatan perubahan di kolom yang lain. 

2. 	 Beri skor kepada masing-masing kekuatan dari 1 (lemah) sampai 
5 (kuat). 

3. 	 Gambar sebuah diagram yang menunjukkan kekuatan untuk per­
ubahan berarti. Tunjukkan ukuran masing-masing kekuatan seba­

gai sebuah angka selanjutnya. 
4. 	 Sekali kita mengambil sebuah analisis, kita dapat memutuskan 

proyek itu layak atau tidak. 

Ketika kita siap memutuskan untuk mengambil sebuah proyek, 
analisis daerah kekuatan dapat membantu kita untuk meraih hasil 
yang lebih baik dan sukses. Bagaimana agar dapat membimbing ang­
gota tim untuk berkontribusi ide-ide kreatif dan mendukung dalam 

sebuah proses pembuatan keputusan? Beberapa hal yang bisa dilaku­
kan, yaitu: 

1. 	 Siapkan anggota tim dengan mengidentifikasi topik atau isu, dan 
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tanyakan kesediaan mereka mereka atau minta kepada mere­

ka untuk menghadiri pertemuan. Jangan lupa siapkan masing­

masing dua atau tiga ide. 

2. 	 Tawarkan dan arahkan kepada masing-masing anggota tim ten­

tang kebolehan menafsirkan seeara bebas terhadap topik yang 

akan dibahasnya. 

3. 	 Jangan membuat terlalu banyak batasan-batasan atau aturan­

aturan. 

4. 	 Batasi interupsi-internpsi terhadap subjek pertanyaan. 

5. 	 Beri penjelasan terhadap beberapa ide kita sendiri, agar bisa 

membantu arah diskusi dan tindakan sebagai stimulus terhadap 

yang lain. 

6. 	 Coba untuk berpikir logis, dan bersama-sama memeeahkan masa­

lah. 

7. 	 Kelompokkan semua ide, agar dapat diambil kesimpulan. 

8. 	 Mulai untuk mengkreasi ide terbaik dalam daftar keeil. 

9. 	 Jangan pernah mengkritik beberapa ide di depan tim. 

Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar pereaya diri bah­	 I i 

wa ide barn kita akan berhasil, dan bagaimana meraih sukses? Pada 

umumnya, putusan mengandung kepastian dari ketidakpastian dan 

risiko. Pengalaman dan profesionalisme akan membatu meninggal­

kan keragu-raguan, untuk mengarah kepada kekonsekuenan. 

D. 	 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RISIKO 

Keputusan dengan risiko telah dijelaskan secara singkat di ha­

laman sebelumnya, namu di sub bab ini agak diperjelas. Keputus­

an dengan risiko terkait ketidaktersediaan informasi sehingga dika­

takan hasil keputusan yang dibuat sangat potensi berisiko sebagai 

konsekuensi. Risiko bisa dimaknai sebagai kemungkinan adanya ke­

rugian, hasil yang tidak memuaskan, dan tidak memperoleh profita­

bilitas bahkan hal terburnk adalah kebangkrutan organisasi. 

Dalam mengatasi risiko dapat diperjelas dengan mempelajari 

ilmu manajemen risiko yang bisa dikatakan bahwa risiko tidak mung­
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kin dihindari, karena mengharap tanpa ada fisiko sarna saja dengan 

tidak melakukan tindakan organisasi. Berikut beberapa jenis risiko 

yang perlu dipahami: 
Risiko hanya dapat diminimalisasi, tetapi sangat sulit untuk dihi­

langkan 100%. Jenis risiko, yaitu: 
1. 	 Risiko dinamis Cberhubungan dengan perubahan keadaan ekono­

mi), wujudnya dapat berupa risiko manajemen (pasar, keuangan, : I 
dan produksi). Kondisi ekonomi rakyat, lesu atau ramainya pasar, 

fluktuasi nilai mata uang, perubahan dalam proses produksi atau 
pereneanaan produksi dapat menimbulkan risiko. 

2. 	 Risiko politik (akibat pemerintah). Perubahan aturan pemerintah 
dapat menimbulkan risiko terhadap rene ana yang sudah diambil 

dan dilaksanakan. 
3. 	 Risiko inovasi (re-engineering, diversification). Inovasi produk da­

pat menimbulkan risiko baru, baik dalam penyediaan material, 
produksi ataupun sampai penjualannya. 

Syarat suatu kondisi dinyatakan sebagai berisiko yaitu: a) adanya 
pilihan alternatifyang aplikatif; b) adanya ketidakpastian dengan de­
rajat kemungkinan masing-masing; c) menilai hasil kombinasi suatu 
tindakan untuk kondisi tidak pasti. 

Untuk melihat peluang yang ada, setiap pengambilan keputusan 
selalu menggunakan konsep probabilitas. Tujuan dasar teori pengam­
bilan keputusan ialah memberikan informasi bagi pengambil kepu­
tusan untuk memberikan hasil yang konkret mengenai kemungkinan 
relatif. Setiap keputusan harus mempunyai pilihan alternatif, kalau 

hanya ada satu pilihan altematif namanya bukan persoalan keputus­

an. Harus digunakan pertimbangan di dalam membatasi alternatif, 
berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Misalnya di dalam 
meraneang mesin mobil baru perlu membatasi ada kemungkinan al­
tematif seperti premium, pertamax atau minyak diesel. 

Setiap pengambilan keputusan untuk menentukan altematif yang 
terbaik akan selalu menimbulkan risiko. Terutama jika kondisi tidak 
pasti akan berdampak pada untung dan rugi. Namun keputusan da­
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lam risiko dapat diminimalisasi dengan memperhitungkan kemung­
kinan dalam setiap keadaan. 

Probabilitas dapat dihitung dari rekaman atau historis kern un­
culan setiap kondisi dari kejadian sebelumnya. Oleh sebab itu, doku­
mentasi atau pencatatan kejadian sangatlah penting. Dalam mempro­

duksi alat elektronik, perusahaan sangat membutuhkan perhitungan 
untuk memperkecil kerugian atau meningkatkan keuntungan. 

Probabilitas kondisi yang dihitung adalah probabilitas permin­
taan customer beberapa periode sebelumnya. Dengan probabilitas 

permintaan customer ini, nilai harapan untuk setiap jumlah produksi 
barang dapat dihitung untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Setiap periode berjalan akan diperoleh kon­

disi nyata jumlah permintaan barang oleh customer. 
Jumlah permintaan ini dapat dimasukkan sebagai data historis 

untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan penentuan jum­

lah produksi berikutnya. Keputusan adalah suatu pili han dari strategi 
tindakan. 

Dalam kondisi berisiko keputusan dapat dinilai dengan mengeta­
hui potensi kemungkinan hasH atau kejadian yang akan teIjadi, perlu 
mencari apa saja yang akan terjadi. 

! ! 
, i 

E. RISIKO DAN KEPUTUSAN 

Sebelum membaca mengenai soal risiko, sangat menarik kutipan 

dari Mark Zuckerberg berikut, "Risiko terbesar ialah tidak ambil ri­
siko apa pun. Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, satu­
satunya strategi yang dijamin gagal ialah tidak mengambil risiko." 
Pernyataan Zuckerberg ini jelas bahwa tanpa ada risiko ketika sebu­

ah organisasi tidak berani ambil risiko apa pun dengan tidak meng­
ambil keputusan. 

Risiko terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan. Bahwa manu­

sia dihadapkan pada hal-hal yang dianggapnya mengkhawatirkan. 
Gigerenzer (2014; 2) menjelaskan bahwa orang yang cemas berlebih­
an atas suatu fenomena, entah itu fenomena alam atau hal-hal ter­

kait dengan ketidakpastian ekonomi dan kebijakan pemerintah, atau 
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apapun, ialah mereka yang mudah melakukan hal-hal yang fatalistik 
atau bertindak bodoh. Padahal, sesungguuhnya mereka pun orang 
bodoh, melainkan sekadar risk illiterate society, masyarakat yang buta 
huruf risiko.12 

Literate alias melek huruf, dalam pengertian kemampuan sese­
orang atau masyarakat membaca dan menulis, adalah darah hidup 

melek informasi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, kata kunci­
nya adalah informasi. Siapa yang tahu informasi, maka ia akan ambil 
ancang-ancang lebih awal untuk mengantisipasinya. Siapa yang buta 
informasi, akan terlindas keadaan. Yang penting dipahami adalah 
risk literacy aatu kemelekan risiko. lni berhubungan dengan kecang­
gihan teknologi pengumpulan dan pengolahan data, sehingga kita 
memeroleh informasi terkait dengan hal-hal yang kita anggap meng­

khawatirkan. Namun, tidak semua risiko bisa diketahui dan diperki­
rakan, karena itulah risk literacy saja tidak cukup. Oleh karena itu, 
Gigerenzer menawarkan konsep risk savy. 

Risk savy Gigerenzer mengajukan beberapa hal sebagai berikut: 
a) semua orang bisa mempelajari risiko dan ketidakpastian; b) para 
ahli pembaca risiko lebih sering merupakan bagian dari masalah, 
ketimbang memecahkan masalah, sehingga apa yang mereka sam­
paikan seringkali sekedar membingungkan orang banyak; c) sedikit 

adalah banyak, masalah kompleks tidak selalu memerlukan solusi 
yang kompleks pula; aturan yang sederhana sering kali jadi solusi 

cerdas terhadap masalah yang kompleks. Dalam konteks ini, savvy 
menyikapi kegawatan secara cerdik dan bijak. Karenanya menjadi 
risk savvy tidak sekadar melek informasi. la memerlukan keberani­

an menghadapi ketidakpastian mas a depan dengan penuh kesiapan 
dan kekritisan. la pemegang kendali emosi di tangannya sendiri dan 
mampu bertindak sebagai pencerah. 

Konteksnya dengan keputusan, bahwa risiko telah menjadi bagi­
an integrasl pemimpin. Setiap pengambilan keputusan atau kebijak­
an pasti memunculkan sejumlah konsekuensi atau risiko. Pemimpin 

1l Gerd Gigerenzer, Risk Savvy, How to Make Good Decisions, (London: Penguin, 2014). 
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yang rasional-kalkulatif telah menghitung dampak risiko atas kepu­

tusan atau kebijakan yang dikeluarkannya: jangan samapai yang ke­

cil berkembang besar dan menjadi boomerang. Jangan biarkan tetes­

an menjadi aliran yang deras. Dampak negatif atas sebuah keputusan 
harus seminimal mungkin. 

Seorang pemimpin tidak perlu takut untuk tidak populer terka­

it keputusan yang telah diambilnya dan telah melewati proses per­

hitungan matang, demi kepentingan yang lebih luas dan berjangka 

panjang. Pemimpin yang takut risiko, pastilah selalu ragu-ragu dalam 

pengambilan keputusan. Dalam konteks risk savvy, pandangan Nur­

cholish Madjid (2014: 118) sebagai berikut: 

"Bangsa kita memerlukan suatu jenis kepemimpinan yang memiliki visi tentang 

masa depan bangsa, seseorang dengan intuisi kepemimpinan, savvy atau savoir 

faire (kearifan, basirah). la juga aktif agresif dalam usahanya melaksanakan visi­


nya itu, meskipun ia harus bertindak cukup pragmatis berdasarkan realita dalam 

masyarakat dengan segala kemungkinan dan hambatannya."13 


Pengambil risiko tidak sarna dengan speculator. Spekulator be­

kerja berdasarkan spekulasi. Istilah ini lazim dalam dunia pasar mo­

dal dan uang. Berspekulasi itu mengambil risiko besar terhadap masa 

depan surat-surat berharga yang dimilikinya. Para spekulan bermain 

bukan tanpa perhitungan. Mereka selalu membaca tren, atas baca­

annya itu, mereka segera menjual surat-surat berharganya. Tetapi, 

tindakan spekulasi mengandung unsur berjudi. Ia telah menaruh ri­
siko besar, untuk menang atau kalah secara telak. Pemimpin politik, 

seyogyanya tidak boleh berspekulasi yang bias berakibat fatal bagi 

anggota organisasi. 

F. KETERAMPILAN MEMUTUSKAN 

Terkadang pemimpin perlu memutuskan persoalan secara cepat 

dan tepat karena keadaan yang dibutuhkan segera. Dalam kondisi 
ini keputusan yang diambil memiliki kemungkinan: keputusan yang 

diambil bisa saja cepat namun tidak bagus; bisajuga keputusan bagus 

13 Nurcholish Madjid. Indonesia Kita. (Jakarta: Gramedia. 2004). 
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namun dari aspek waktu sangat lambat; dan keputusan yang diambil 

dengan cepat namun hasilnya memuaskan. Menurnt Qomar (2007: 

294) tentu saja yang ideal adalah yang ketiga. Namun Madhi berbeda 

pendapat dengan alasan keptusan pertama bagus hanya tinggal ditin­

daklanjuti dengan bagus, begitu juga dengan keputusan yang agak 

lambat namun sempurna. Poin pentingnya bahwa pemimpin harns 

tegas dalam memberikan kepastian. 

Kasus di sekolah misalnya, apakah seorang kepala sekolah harns 

memberi sanksi berat bagi siswa yang melanggar peraturan yang sank­

sinya berat juga. Keputusan kepala sekolah akan memberikan arah 

sekolah apakah akan terdapat kepastian hukum. Kepala sekolah dapat 

meilibatkan gurn dalam memutuskan persoalan sekolah sehingga da­

pat memperkuat keputusan. Menurut Qomar (2007: 294) dengan ke­

terlibatan banyak pihak hal ini akan lebih dapat dipertanggungjawab­

kan secara publik. Qomar menyarankan untuk lembaga pendidikan 

Islam agar transparan dan partisipatif dalam merumuskan keputusan 

penting agar sekolah Islam dapat lebih produktif dan berkualitas. 

G. KEMUNGKINAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan memperhitungkan 

kemungkinan-kemungkinan yang ditampilkan secara matematis. Or­

ganisasi harns mampu memberi penjelasan terhadap kemungkinan. 

Misalnya ada koin dua sisi, satu sisi angka satu sisi lagi gambar dan 

jika dilempar ke angkasa maka tidak ada kepastian sisi mana yang 

akan tampil? Namun dalam pengambilan keputusan tetap harns ada 

perhitungan mana yang paling mungkin, misalnya sisi gambar ada 

kemungkinan 65% akan tampil. Angka-angka inilah yang disebut 

dengan kemungkinan atau probability. Beberapa teori kemungkinan 

yang dapat digunakan sebagai berikut. 

Objective Probability (OP) yang menggambarkan kemungkinan di 

masa lalu. Organisasi dapat memutuskan solusi akan sebuah persoal­

an berdasarkan kejadian yang pernah terjadi. Misalnya, di sekolah 

bahwa kelebihan jam mengajar guru akan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran karena guru yang kelelahan menyebabkan menurun­
nya standar. Berdasarkan angka-angka hasil belajar peserta didik 

membuat dapat menentukan kemungkinan hasil aktivitas. 
Subjective Probability (SP) sebuah kemungkinan yang selalu diker­

jakan berdasarkan intuisi dan perasaan. Di SP seorang pengambil ke­
bijakan lebih menggunakan ketajaman perasaan dan intuisi, SP bisa 
saja tepat jika digunakan seorang pemimpin yang berpengalaman 

dan telah memiliki olah rasa yang memiliki sensitivitas bisikan nura­
ni dan kata hati. Dalam menjalankan SP terdapat keyakinan berbeda 
di antara pengambil keputusan, ada yang yakin akan mengalami ke­

suksesan namun ada juga yang meyakini kemungkinan besar gagal. 
Terdapat pemimpin yang mau menanggung risiko dari keputus­

annya, namun juga terdapat pemimpin yang menghindar jika sebuah 
keputusan memunculkan masalah baru. Oleh karena itu jarang pe­

mimpin yang mau mengambil keputusan didasarkan kemungkinan, 

pengambil keputusan lebih memilih keputusan yang lebih membe­
rikan kepastian untuk memperkecil risiko. Ketika menganalisis risi­
ko digunakan beberapa istilah berikut: a) nilai kondisional bahwa 
jumlah finansial akan diterima jika rencana berjalan dengan baik; b) 
kemungkinan kesuksesan bahwa angka merupakan tampilan kesuk­

sesan sebuah keputusan; c) nilai yang diharapkan, yaitu kesuksesan 
bersih yang dicapai organisasi. 

H. MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Model pengambilan keputusan merupakan rangkaian proses sis­
tematis untuk menampilkan penyederhanaan untuk dapat diterap­
kan. Memiliki model keputusan dikarenakan: a) keputusan diselesai­
kan untuk suatu solusi masalah; b) mempertegas kaitan signifikan 

antar elemen; c) merumuskan hipotesis dengan hitungan matematis; 
d) mengelola pengambilan keputusan. 

Quade menjelaskan bahwa model keputusan sebagai berikut: Mo­
del kuantitatif, sebuah model matematika yang merupakan rangkaian 

hitung-hitungan yang konkret. Model bisa berbentuk rumus dan hasil 
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matematis misalnya, persamaan dan model yang dihasilkan kompu­

ter. Karakter intinya adalah melalui hipotesis yang dibuat model se­

bagai solusi. 

Model kualitatif, sebuah model yang dirancang secara subjektif. 

Model kualitatif dianggap kurang tepat jika dibandingkan dengan ku­

antitatif. 

Model kemungkinan, sebuah model yang memberi peluang pada 

banyak kemungkinan terhadap sebuah persoalan. Model kemungkin­

an bisa dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan matematis. Me­

lalui pendekatan statistik bisa mengambil sampel dari populasi. 

Model nilai harapan sebuah keputusan terkait kemungkinan yang 

telah diprediksi sesuai kondisi. Adapun nilai yang diinginkan adalah 

kemungkinan terwujudnya sebuah keadaan dengan situasi yang ada. 

I. KONSEP TENTANG NILAI HARAPAN 

Konsep ten tang nilai harapan ini khususnya dapat digunakan da­

lam pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyang­

kut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situ­

asi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan dari 

setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadinya pe­

ristiwa itu dikalikan dengan nilai kondisional. Adapun nilai kondisi­

onalnya adalah di mana terjadinya peristiwa yang diharapkan masih 

diragukan. Misalnya sebuah sekolah yang ingin mewujudkan sebuah 

sekolah Islam yang berbasis kompetensi teknologi maka solusi un­

tuk mewujudkannya adalah di antaranya: internalisasi ajaran Islam, 

memberikan muatan pelajaran teknologi, dan menetapkan standar 

lulusan. 

Model matriks, merupakan model yang menampilkan gabungan 

strategi yang diterapkan dan hasH yang diharapkan. Metode matriks 

meliputi baris dan lajur, di mana sisi baris terdapat berbagai pilihan 

proses yang digunakan untuk keputusan, semen tara sisi lajur berisi 

keadaan yang berbeda. 

Model pohon keputusan menurut Welch dan Corner sebuah dia­
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grarn sederhana yang menampilkan konsekuensi kemungkinan dari 
alternatif-alternatif pilihan. Pohon keputusan merupakan kombinasi 
dari setiap kemungklinan-kemungkinan. 

Selanjutnya Welch menjelaskan terdapat beberapa komponen po­
hon keputusan sebagai berikut: simpul keputusan, simpul kesempat­
an, hasil kombinasi, serta kemungkinan dari setiap persoalan. Poin 
terpenting di pohon keputusan, yaitu keaktifan memilih dan menga­
nalisis untuk memutuskan alternatif yang mana terbaik untuk dipu­
tuskan. Adapun langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. 

Pertama, mengidentifikasi relasi antarkomponen secara bersarna­
an membentuk sebuah persoalan yang berikutnya akan diselesaikan 
di diagram. Sementara masalah yang ditampilkan adalah masalah 
utarna. Kedua, sebuah masalah terpenting kemudian diurai menja­
di masalah-masalah keeil. Ketiga, masalah keeil yang telah diperinci 

terus diurai menjadi masalah paling keeil sehingga menjadi diagram 
berbentuk pohon yang terdapat eabang dan ranting. 

Model kurva indiferen sebuah keputusan yang diambil sangat sub­
jektif yang jika ditentukan dengan kurva akan dekat dengan kurva 

indiferen yang berbentuk garis dengan titik berada di garis kurva 
meneerminkan kepuasan dan kebermanfaatannya sarna. Terdapat 
beberapa ciri kurva indiferen: Pertama, berbentuk lereng negatif, di 
mana kemiringan merupakan data bahwa sebuah produk bisa diganti 

produk lainnya; kedua, apabila terdapat dua kurva indiferen di suatu 
keadaan, tidak ada terjadi pemisahan; apabila kurva ditarik ke setiap 
titik sampai tergambar kurva maka diperoleh asumsi. 

Model simulasi komputer, komputer berguna dalam mengambil 
keputusan untuk membuat raneang simulasi. Hal ini dilakukan un­

tuk melihat seberapa pengaruh antarvariabel. Komputer akan mem­
permudah memecahkan masalah yang rumit. Contoh penggunaan 
komputer dapat dilihat dalarn sebuah kontestasi politik, misalnya 
seorang ealon pemimpin dapat menggunakan simulasi komputer me­
ngenai potensi kekuatannya di daerah mana saja. 

Rational actor model (RAM) sebuah keputusan yang diambil ber­
dasarkan rasionalitas menilai mana pilihan prioritas dan terbaik. 
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Pilihan ditentukan dengan menganalisis untuk menghitung manfa­
at dari sebuah alternatif yang dibanding-bandingkan kekuatan dan 

kelemahan. Pembuat keputusan juga membandingkan antarkonse­
kuensi-konsekuensi. Pembuat keputusan yang rasional sangat dibu­
tuhkan organisasi, karena melalui keputusannya organisasi menjadi 
kompetitif karena ketangkasannya membaca situasi dan keadaan. 

The bounded rationality model (BRM) merupakan model sebuah 
solusi atas minusnya profitabilitas, melalui BRM seorang pembuat 

keputusan tidak harus menilai seluruh pilihan karena akan dilakukan 
penyederhanaan pilihan agar dapat lebih mudah diputuskan. Jika 
terdapat sebuah risiko, maka dapat dilakukan inovasi untuk mengu­
rangi resiko dalam berbagai bentuk. 

! I 
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BIROKRATIS DAN PERAN ETIKA 


A. TEKNIK DAN ALAT PENCiAMBILAN KEPUTUSAN 

Harrison (1990: 219-252) menjelaskan bahwa dalam menetapkan 
keputusan dikenal teori probabilitas, utilitas, dan permainan. Teori 

kemungkinan sebuah teori yang menjelaskan sesuatu yang berulang 
dapat direproduksi. Teori utilitas dilandasi dengan pertanyaan, sebe­
rapa manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah solusi atas persoalan? 
Adapun teori permainan ketika seorang pengambil kebijakan tidak 
terlampau memahami keadaan ketika sebuah keputusan diambil. 

Sebuah keputusan dapat bermanfaat atau tidak bisa dilihat de­
ngan poin sebagai berikut: adanya sumber daya organisasi; adanya 

sumber daya manusia; memiliki budaya kerja tim; mengakomodasi 
aspirasi; efisensi dalam operasional. 

Ketika mengambil keputusan dapat menggunakan alat bantu, se­
dangkan alat bantu yang dapat digunakan sebagai berikut: Pertama, 
jika untuk keputusan rutin dapat menggunakan: standar operasi; ar­
tificial intelligence yang bekerja otomatis. Kedua, jika untuk keputus­

an adaptif biasanya dapat memakai: analisis titik impas, yaitu biaya 
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total penjualan sarna dengan total uang yang dikeluarkan untuk pro­
duksi: biaya tetap, biaya variabel, total penerimaan, profit, rugi, dan 

titik impas. 
Keluaran matriks, yaitu keputusan dengan menggunakan tabel 

terstruktur dengan menempatkan simbol pada kolom dan baris setiap 

pengenalan sifat alami dan kaitan dengan kemungkinan alternatif. 
Adapun sebuah keputusan inovatif biasanya menggunakan: a) 

pohon keputusan, menyelesaikan masalah dengan mengurai persoal­
an. Terdapat empat yang diperhatikan: a) rangka pohon mencermin­

kan keluaran strategi; b) kemunkinan, perkiraan kemungkinan yang 
diharapkan; c) nilai kondisional, terkai pendanaan; d) nilai harapan, i 

uang yang dihabiskan. 

Model kreativitas osborn merupakan keputusan yang meliputi 
empat proses sebagai berikut: pengumpulan fakta yang dibutuhkan; 
menemukan gagasan, kemudian diadaptasi, dimodifikasi hingga la­

yak digunakan; penetapan solusi agar dapat dilaksanakan, maka per­
lu menilai rangkaian; pelaksanaan. 

B. ANALISIS DAN TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREATIF 

Berikut adalah teknik yang dapat digunakan dalam mengambil 
keputusan. analisis diagram pareto (pareto analysis). Analisis pareto 
bertujuan mencari perubahan mendasar bagi pengambil keputusan. 
Melalui analisis pareto dapat dilihat kondisi persoalan yang harus 
diselesaikan dan dapat menampilkan seberapa derajat kerumitan se­
buah masalah. 

Analisis perbandingan sepasang (paired comparison analysis). PCA 
bermanfaat untuk menilai dari beberapa pilihan alternatif keputus­

an. CPA dapat memudahkan pemimpin dalam memutuskan di sebuah 
kondisi dalam ketidakjelasan. Melalui CPA pengambil keputusan da­
pat membedakan adanya perbedaan keperluan dalam setiap alternatif. 

Analisis jaringan sebuah analisis yang akan membantu para pem­
buat keputusan memilih alternatif dengan mempertemukan berba­
gai faktor yang ada. Analisis kekuatan lapangan sebuah analisis yang 
melihat kekuatan dan kelemahan dan akhirnya akan mendukung 
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dan juga menghambat sebuah pilihan. Analisis ini membantu pem­

buat keputusan dengan memperbaiki keputusan. Analisis biaya dan 
manfaat analisis ini dapat dikatakan sebuah analisis yang sederhana, 
yaitu keputusan yang diambil dengan melihat berapa banyak biaya 

digunakan dan apa hasil dari sebuah keputusan. 
Newman dan Warren mengajukan beberapa alasan kreativitas se­

bagai berikut: a) menyadari hambatan psikologis dan biologis pasti 
akan dihadapi terhadap sebuah keputusan; b) mencoba melakukan 
perubahan terhadap sebuah alat yang biasa digunakan; c) selalu ber­
sikap waspada terhadap penemuan yang tidak disengaja; d) menya­

dari bahwa teknologi informasi dan komputer akan dapat membantu 
kerja manusia. 

Terdapat dua teknik kreatif yang digunakan, yaitu: pertama, brain­
storming sebuah teknik yang dikembangkan oleh Alex F Osborn yang 
sejarahnya untuk mendinamisasi dunia periklanan. Konsepnya seder­
hana, yaitu memberi ruang yang luas kepada seluruh elemen dan 
individu untuk menyampaikan informasi dan rekomendasi sehingga 
akan banyak saran-saran kreatif yang ekspresif tinggal dirasionalisasi 

mana yang paling baik dan menarik. Namun demikian, teknik ini 
memperoleh tanggapan sebagai berikut: hanya bisa diterapkan pada 
pengambilan keputusan yang simpel; cukup menghabiskan anggaran 

organisasi; menghasilkan ide-ide yang dangkal. Walau bagaimana­
pun pendekatan ini membantu menciptakan suasana organisasi yang 
kreatif dan aspiratif. 

Kedua, synetics dikemukakan oleh William J. Gordon yang dilan­
dasi bahwa kreativitas dapat dilatih untuk meningkatkan kecakapan 
individu dan kelompok. Teknik ini dapat membantu menyelesaikan 

persoalan kompleks dan berpotensi risiko. Ketiga, proses minaut, sebu­
ah proses yang dikembangkan oleh Kepner dan Tregoe dengan me­
maksimalkan potensi manusia, yaitu menilai dan menjelaskan, sebab 
akibat, melakukan pilihan, dan mengantisipasi masa depan. 

Charles H. Kepner (1965) membagi proses menjadi sebagai beri­
kut: analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, dan anali­

sis potensial. Analisis situasi, sebuah tahap yang dilakukan manajer 
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dengan menganalisis untuk mengenal permasalahan yang harus di­
carikan solusinya. Tahap yang dapat dilakukan di antaranya: a) pe­
ngenalan masalah, pemimpin menghadapi masalah di level apa pun 

tingkatnya; b) pemisahan masalah, memberi batasan persoalan apa 
yang harus diselesaikan; c) penetapan prioritas, menetapkan rang­
kaian masalah yang diselesaikan; d) penetapan, menetapkan pilihan 

keputusan dari masalah. 
Analisis persoalan, manajer mengurai permasalahan sehingga da­

pat menyingkirkan data yang tidak diperlukan. Tahap yang dilaku­
kan sebagai berikut: a) merumuskan masalah, menyatakan apa saja 

hal yang dipersoalkan; b) memerinci masalah, memperjelas secara 
detai identitas masalah; c) memberi data rei evan, apa penyebabnya 

agar dapat dicari solusi masalah; d) mencari sebab-sebab, agar dapat 
apa yang paling memungkinkan; e) verifikasi, bagi sebab yang paling 
mungkin. 

Analisis keputusan, dilandasi pemikiran strategis memutuskan so­
lusi. Tahap yang dapat dilakukan: a) perumusan pernyataan kepu­
tusan, dirumuskan dengan memperhatikan sumber daya organisasi; 

mengembangkan berbagai alternatif agar lebih banyak pilihan; c) 
memperhitungkan konsekuensi setiap pilihan yang diputuskan. 

Analisis potensial, prinsip yang digunakan lebih baik mencegah ma­
salah daripada mencari solusi justru membuat masalah semakin parah. 
Secara ringkas langkah yang digunakan sebagai berikut: a) mengenal 
daerah yang rawan dan kritis terkena masalah; b) memprediksi apa 
yang akan kterjadi di daerah rawan sehingga dapat ditentukan skala 
prioritas; c) mengenal penyebab masalah dan merancang bagaimana 
mencegahnya; d) melakukan aktivitas penanggulangan masalah. 

C. 	 SISTEM INFORMASI DALAM PROSES PERENCANAAN 
KEPUTUSAN 

Margaret A. Rathwell dan Alan Burns menganjurkan kepada 
pengambil keputusan untuk memanfaatkan teknologi informasi.14 Di 

14 I Margaret A. Rathwell dan Alan Burns, Information Systems Support for Group Planning and Decision 

Making Activities. Artikel: MISQ. September 1985, Vol. 09, NO.3. 
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era digital 4.0 sekarang, sangat tidak mungkin menghindari tekno­
logi informasi dan era digital agar dapat bermanfaat dalam meru­
muskan keputusan. Awalnya penggunaan teknologi informasi dikenal 
dengan sistem informasi manajemen kemudian berkembang menjadi 
sistem pendukung keputusan. Terdapat juga distributed decision ma­

king (DDM) sebagai mekanisme berinteraksi di dalam organisasi. 
Komunikasi yang dilakukan DDM memiliki alur sejajar yang ar­

tinya setiap individu dan kelompok secara bebas menyampaikan ide 
dan rekomendasi solusi agar diperoleh perencanaan terbaik. DDM 
berjejaring dengan para pembuat keputusan sehingga menjadi pen­

dukung keputusan. 

Decision Support System (DSS) 

Herbert A. Simon menjelaskan bahwa dalam sebuah keputusan 
merupakan rangkaian antara keputusan-keputusan. Simon mene­
gaskan bahwa pada dasamya keputusan merupakan persoalan rutin 
organisasi, oleh karenanya ia bukanlah hal yang baru setiap terjadi 
persoalan. 

DSS muncul di tahun 1971 oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. 
Scott Morton dikarenakan menangani persoalan yang tidak terstruk­
tur dan bersifat baru. Gorry dan Scott membangun sebuah perangkat 
guna menyelesaikan masalah tidak terstruktur dan tingkatan mana­
jemen. DSS dirancang mendukung pengambilan keputusan, maka 
sistemnya harus: a) simpel; b) mudah dikendalikan; c) otomatis; d) 
adaptif; e) memiliki fitur yang lengkap; f) mudah menggunakannya. 
Sangat jelas bahwa ini menggunakan komputer dan teknologi infor­
masi. 

Sprague (1993: 1) memberi karakteristik DSS sebagai berikut: 
berbasis komputer, membantu pengambil keputusan, menyelesaikan 
persoalan kompleks, adanya simulasi data dan analisis sebagai unsur 
penting. 

Peter G.W. Keen dan Scoot Morton menegaskan bahwa tujuan 
DSS harus memiliki kriteria sebagai berikut: a) menjadi pendukung 
valuasi pimpinan dalam mencari solusi; b) memperbaiki tingkat ke­

putusan efektif dan baik; c) organisasi dalam kondisi tidak stabil; d) 
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meningkatnya keunggulan kompetitor organisasi; e) komputerisasi 
dan teknologi informasi tidak memberi dampak baik dalam profita­
bilitas organisasi. 

Keunggulan dari DSS sebagai berikut: a) mendukung keputusan 
dengan pemaduan potensi manusia dan teknologi informasi; b) ber­
bagai level manajerial memeroleh dukungan; c) adanya keputusan 
yang sistematis; d) melewati proses tahapan pengumpulan data, pe­
rancangan bangun, pilihan dan pelaksanaan; cocok dengan gaya ke­
putusan yang beragam; e) individu bisa membuat keputusan; 0 dapat I ! 

beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menam­

bahkan dan mengurangi fitur yang dibutuhkan dan dianggap tidak 
diperlukjan lagi; g) analisis diberikan tepat waktu; h) mengutamakan 

efektivitas berbentuk keakuratan daripada efisiensi yang terkait pen­
danaan; i) bertujuan membantu bukan untuk menggantikan peran 
manusia; j) membuat organisasi menjadi pembelajar agar terus dapat 
berkembang; k) dapat menggunakan sistem yang lebih luas; 1) adanya 
pemodelan; m) dapat menyelesaikan masalah rumit. 

Selain itu pengambil keputusan yang menggunakan DSS harus 
memahami bahwa komponen DSS terdiri dari: a) manajemen data, 
data yang dibutuhkan dikelola oleh software; b) model manajemen 
bahwa komponen yang dibutuhkan DSS perIu adanya beragam model 
manajemen yang kuantitatif agar bermanfaat dalam menganalisis; c) 

komunikasi bahwa sistem menjamin adanya komunikasi yang bagus; 
d) manajemen pengetahuan dapat memberi dukungan bagi subsistem 
di organisasi. 

DSS akan bermanfaat bagi organisasi sebagaimana dijelaskan da­
lam po in sebagai berikut: a) ekspansi kecakapan dalam pengambilan 
keputusan; b) masalah tidak terstruktur bisa diberi solusi; c) diper­
oleh solusi yang cepat dan tepat; d) merangsang pembuat keputusan 
untuk memahami permasalahan. 

Dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa DSS bertugas un­
tuk mempermudah pembuat kepuitusan, bukan untuk menggantikan­
nya. Organisasi tetap memiliki personel andal dalam merumuskan 

keputusan. 
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D. KONSEP ETIKA 

Di masyarakat sering kali menggunakan kata etika dalam peng­
ertian yang salah dengan moralitas. Namun, menurut Sony Keraf pe­
makaian kedua kata ini tidak sepenuhnya salah. Karena, baik etika 

maupun moralitas mempunyai pengertian yang sarna, tetapi juga bias 

beda. Yang penting, harus dipahami secara tepat. 
Secara teoretis, etika mempunyai pengertian, sebagai berikut. 

Pertama, secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ethos Ga­
maknya, ta etha), yang berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Da­
lam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata 
cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Ke­

biasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi 

ke generasi lain. 
Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibakukan dalam bentuk ka­

idah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan 
diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan 

pada dasamya menyangkut baik buruk perilaku manusia. Singkat­
nya, kaidah ini menentukan apa yang baik dan harus dilakukan dan 
yang buruk harus dihindari. Oleh karena itu, etika sering dipahami 
sebagai ajaran yang berisikan aturan dan tentang manusia harus hi­
dup baik sebagai manusia. Atau, etika dipahami sebagai ajaran yang 
berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku ma­
nusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus 
dihindari. 

Kaidah, norma atau aturan ini sesungguhnya ingin mengungkap­
kan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu, yaitu apa yang diang­

gap baik dan penting oleh masyarakat tersebut untuk dikejar dalam 
hidup ini. Dengan demikian, etikajuga berisikan nilai-nilai dan prin­
sip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menentukan 
perilaku. Sekaligus juga berarti, etika memberi kriteria bagi penilaian 
moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah suatu 
tindakan dan keputusan nilai sebagai baik atau buruk secara moral. 
Kriteria ini yang dianggap sebagai nilai dan prinsip moral. 

Dari pengertian tersebut, etika secara lebih luas dipahami seba­
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gai pedoman bagaimana manusia harus hidup, dan bertindak sebagai 
orang yang baik. Etika memberi petunjuk, orientasi, arah bagaimana 
harus hidup secara baik sebagai manusia. 

Yang menjadi perhatian di sini adalah hidup baik sebagai ma­
nusia. Si A sebagai orang baik dalam kualitasnya sebagai manusia. 
Seorang guru bisa saja dinilai sebagai guru yang baik dalam hal 
dia mengajar dengan sangat menarik, mempersiapkan diri sebelum 
mengajar, dan sebagainya. Akan tetapi, dia bukan orang yang baik, 
kalau dia memberi nilai secara diskriminatif dan tidak objektif, sering 

memperjualbelikan nilai dan seterusnya. Yang terakhir ini adalah pe­
langgaran penilaian moral. 

Pengertian etika sebagaimana dijelaskan di atas, justru sarna de­
ngan pengertian moralitas. Secara etimologis, moralitas berasal dari 

kata Latin mos Gamaknya, mores) yang juga berarti "adat istiadat" 
atau "kebiasaan". Jadi, dalam pengertian harfiah, etika dan morali­
tas sarna-sarna berarti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk 

aturan baik perintah atau larangan tentang bagaimana manusia hi­
dup baik sebagai manusia. Dalam arti itu, keduanya berbicara ten­
tang nilai dan prinsip moral yang dianut oleh masyarakat tertentu 
sebagai pedoman dan kriteria dalarn berperilaku sebagai manusia. 

Pada umumnya, sistem nilai, yang telah dihidupi sebagai sebu­

ah kebiasaan hidup yang baik, diturunkan dan diwariskan melalui 
agama dan kebudayaan, yang dianggap sebagai sumber utama dan 
norma dan nilai moral. Ini tidak berarti bahwa norma dan nilai yang 
dikenal dan diajarkan dalam agama dengan sendirinya berbeda dari 
norma dan nilai yang dikenal dan diajarkan dalam agama dan kebu­
dayaan lain. Tanpa ingin memasuki diskusi yang rumit tentang hal 

ini, secara umum dapat dikatakan bahwa norma dan nilai moral yang 
dianut dalam semua agama dan kebudayaan sampai tingkat tertentu 
sesungguhnya sarna. Alasan sederhananya, karena etika dan morali­
tas berbicara tentang baik buruk perilaku manusia sebagai manusia 
terlepas dari agama dan kebudayaan. Yang berbeda sesungguhnya 
hanya menyangkut prioritas dan penekanan yang berlainan di antara 
berbagai agama dan kebudayaan (yang satu menekankan dan meng­
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utamakan cinta kasih, yang lain menekankan sikap saling percaya 

atau kejujuran, dan sebagainya). Selain itu, yang berbeda adalah, pe­
nerapan dari nilai dan moral yang sarna. Dalam kasus euthanasia, 
misalnya, yang satu membenarkan dokter mencabut alat-alat bantu 
agar saudaranya yang berada dalam keadaan koma bias meninggal 
dengan tenang. Sementara yang lain, tetap berusaha memberikan se­
gala bantuan medis untuk mempertahankan hidup saudaranya itu, 

sarnpai Tuhan sendiri yang mencabut nyawanya. Di balik tindakan 
yang berbeda ini, ada nilai moral yang sarna: sarna-sarna mencintai 

saudaranya tersebut. Pada yang satu, karena sangat mencintainya, 
tidak tega membiarkan dia menderita sehingga membiarkan dia per­
gi menghadap Sang Pencipta. Pada yang lain, justru karena cintanya 
kepada saudaranya itu, maka berjuang untuk mempertahankan hi­
dupnya dan tidak membiarkan ia mati. 

Kedua, etika dipaharni juga dalam pengertian yang berbeda de­

ngan moralitas. Dalam pengertian ini, etika dimengerti sebagai re­
fleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak 
dalarn situasi konkret tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu 

yang membahas dan rnengkaji secara kritis persoalan benar dan sa­
lah secara moral, tentang bagairnana harus bertindak dalarn situasi 
kenkret. 

Bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia? Bagaimana 

rnanusia harus bertindak? Terhadap pertanyaan ini, etika dan mora­
litas dalam pengertian pertama akan menjawab: bertindaklah seba­

gairnana kebiasaan, norma dan nilai yang dikenal sejauh ini. Dengan 
kata lain, ada pegangan baku dalarn bentuk norma dan nilai tertentu 
yang siap pakai. Misalnya, janji harus ditepati, jangan menipu, kata­

kata yang sejujumya, bantulah orang yang berada dalam kesulitan, 
dan sebagainya. Tetapi, dalam situasi konkret yang dihadapi adalah 
suatu dilematis, situasi di mana kita dihadapkan pada dua atau lebih 
pilihan nilai yang sarna-sarna sahnya, dan kita hanya bias memilih 

salah satu dan berarti melanggar yang lain. Dalam situasi ini, etika 
dan moralitas dalarn pengertian pertama tidak rnemadai. 

Oleh karena itu, kita rnernbutuhkan etika dalarn pengertian ke­
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dua, berupa refleksi kritis untuk menentukan pilihan, menentukan 
sikap, dan bertindak secara benar sebagai manusia. Refleksi kritis 

menyangkut tiga hal. Pertama, refleksi kritis tentang norma dan 
nilai yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian perta­
rna, tentang norma dan nilai yang diberikan oleh etika dan moralitas 
dalam pengertian pertama, tentang norma dan nilai yang kita anuit 
selama inL Apakah norma dan nilai moral itu harus saya patuhi begi­
tu saja dalam situasi konkret yang saya hadapi? Ataukah, saya boleh 
melanggarnya? Atas dasar apa saya boleh melanggarnya? Tetapi ken­
dati demikian saya tetap bertindak sebagai orang yang baik? Kedua, 
refleksi kritis tentang situasi khusus yang kita hadapi dengan segala 
keunikan dan kompleksitasnya. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai 
paharn yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang 
apa saja. Misalnya, paham tentang man usia, Tuhan, alam, masyara­
kat dan sistem sosial politik, sistem ekonomi, kerja, dan sebagainya. 
Refleksi kritis yang ketiga ini penting untuk menentukan pilihan dan 
prioritas moral yang akan diutamakan, baik dalam hidup sehari-hari 
maupun dalam situasi dilematis. 

Ketiga hal ini harus dikaji dan dipertimbangkan secara kritis 
untuk sampai kepada sebuah keputusan: mana di antara norma dan 
nilai yang saling bertentangan itu yang harus dipilih. Berdasarkan 
refleksi kritis itu, kita harus yakin bahwa apa yang kita putuskan, apa 

yang kita lakukan dalam situasi yang sarna akan melakukan hal yang 
sarna seperti yang kita lakukan. 

Pada tingkat ini, etika membutuhkan evaluasi kritis atas semua 
dan seluruh situasi terkait, tergantung dari berat ringan dan kom­
pleks tidaknya, kasus itu. Ada kasus yang membutuhkan keputusan 
moral secepatnya, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lama 
sebelum mengambil keputusan. Hal ini karena diperlukan informasi 
sebanyak mungkin yang menyangkut kasus terse but, baik kasus kon­
kret itu sendiri, dampaknya, siapa yang terkena dampaknya, apa yang 
terkena, kerugian yang ditimbulkan, pro dan kontra dan sebagainya. 
Untuk itu, etika membutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu 

untuk bias sampai pada keputusan moral yang benar. Oleh karena 
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itu, etika juga dianggap sebagai sebuah ilmu interdisipliner. Sebagai 

ilmu interdisipliner, di satu pihak ia bertumpu pada norma dan nilai 
sebagaimana diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian 
pertama. Di pihak lain, ia mengandalkan informasi dan kajian dan 
ilmu-ilmu lain untuk bisa meagambil keputusan moral yang tepat, 
baik sebelum melakukan suatu tindakan maupun dalam mengevalua­

si suatu tindakan atau kebijakan yang diambil. 
Sebagai contoh, lihat kasus imajiner inL Pada suatu sore, seorang 

pemuda lari terbirit-birit masuk ke rumah Anda dalam keadaan ke­
takutan dan sangat terancam. Ia meminta perlindungan di rumah 
Anda, dan memohon agar ia diizinkan bersembunyi di rumah Anda. 
Sekadar untuk menyederhanakan kasus, sebagai orang baik Anda 
lang sung menolongnya dengan mengizinkan bersembunyi di rumah 
Anda. Selang berapa menit kemudian, datang orang lain yang berta­
nya kepada Anda apakah ada orang yang lari masuk bersembunyi di 
rumah Anda? Pertanyaan moral yang harus dijawab di sini adalah: 
apa yang harus Anda lakukan? Mengatakan sejujumya bahwa orang 
yang dicari itu ada di rumah Anda, atau berbohong? Di sini ada ni­
lai kejujuran, kepercayaan CAnda dipercaya untuk menyelamatkan 
nyawa orang yang bersembunyi di rumah Anda), janji harus ditepati 
CAnda berjanji untuk melindunginya) dan ada nilai nyawa orang tadi 

(seandainya diserahkan begitu saja, karena mau jujur, orang itu bisa 
dipukul babak belur dan mungkin mati). Kalau begitu, apa yang ha­
rus Anda lakukan? 

Dalam kasus ini, etika dan moralitas dalam pengertian pertama 

tidak memadai, karena ada situasi dilematis ketika Anda harus me­

milih nilai tertentu dengan melanggar nilai lainnya. Dalam situasi 

seperti itu, Anda membutuhkan etika dalam pengertian kedua. Anda 
perhi melakukan refleksi kritis untuk memutuskan tindakan yang te­
pat menurut pertimbangan matang Anda. Dalam hal ini, kita hrus 
memutuskan secara otonom. Artinya dalam kasus tertentu kita bisa 

meminta masukan dan pertimbangan dari orang lain kalau situasi 
memungkinkan, tetapoi pad a akhimya, hanya kita sendiri yang harus 

memutuskan berdasarkan keyakinan moral kita yang berarti berda­
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sarkan norma, nilai, dan kebiasaan hidup yang dianut. 
Tidak berarti kita lalu memutuskan sesuka hati. Sebagaimana 

dikatakan Immanuel Kant, kita memutuskan secara otonom dalam 

kerangka dan berdasarkan sikap hormat pada nilai-nilai dan hukum 
universal yang tertanam dalam hati kita masing-masing. Oleh karena 
itu, kendati memutuskan secara otonom dalam kerangka dan ber­
dasarkan sikap hormat pada nilai-nilai dan hukum universal yang 
tertanam dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, kendati 
memutuskan otonom, kita harus terbuka kepada pertimbangan dan 

gugatan pihak lain. Kita terbuka bahwa orang lain bisa saja memper­
soalkan dan mengecam tindakan yang kita lakukan. Kita pun terbuka 
untuk mempertanggungjawabkan tindakan kita sekaligus mengubah­
nya kalau masih bisa diubah kalau ternyata keliru. 

Karena etika berkaitan dengan refleksi kritis, untuk menjawab 

pertanyaan, bagimana kita harus bertindak dalam situasi konkret ter­
tentu, ada tiga jawaban berbeda, yaitu: etika deontologi, etika teleo­

logi, dan etika keutamaan. 

Etika Deontologi 

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani "deon", yang berarti 
kewajiban, dan logos berarti ilmu atau teori. Terhadap pertanyaan 

bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu, deontologi men­

jawab: lakukan apa yang menjadi kewajibanmu sebagaimana terung­
kap dalam norma dan etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik 
atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan 
kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena 
tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan 
kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaiknya, suatu tindakan dinilai 
buruk secara formal karena tindakan itu memang buruk secara moral 
sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil 
adalah tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertin­
dak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau 
mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sen­

diri sehingga wajib dihindari. Demikian pula, sikap hormat terhadap 
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alam, misalnya akan dianggap baik kalau itu dianggap sebagai sebu­

ah kewajiban moral. 
Dengan demikian, etika deontologi sarna sekali tidak memperso­

alkan akibat dari tindakan terse but baik atau buruk. Akibat dari sua­

tu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas 
moral suatu tindakan. Hal ini akan membuka peluang bagi subjektivi­
tas dan rasionalisasi yang menyebabkan kita ingkar akan kewajiban­
kewajiban moral. Immanuel Kant (1734-1804) menolak akibat suatu 
tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan sebagai dasar untuk 
menilai tindakan tersebut karena akibat tidak menjamin universalitas 

dan konsistensi kita dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. 
Dalam perspektif itu, membuang limbah ke sungai, misalnya akan 

dinilai buruk secara moral bukan karena akibatnya yang merugikan. 

Tindalkan ini dinilai buruk karena tidak sesuai dengan kewajiban 
moral untuk hormat kepada alamo Atas dasar itu, etika deontologi 
sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat 

untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Bahkan menurut Kant, ke­
mauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apa 
pun juga. Maka, dalam menilai tindakan kita, kemauan baik harus 

dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari segalanya.15 

Menurut Kant, kemauan baik adalah syarat mutlak untuk ber­
tindak secara moral. Kemauan baik menjadi kondisi yang mau tidak 
mau harus dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, se­

kaligus membenarkan tindakannya itu. Maksudnya, bisa saja akibat 
dari suatu tindakan memang baik, tetapi kalau tindakan itu tidak 

dilakukan berdasarkan kemauan baik untuk menaati hukum moral 
bisa dinilai baik. Akibat baik tadi bisa saja hanya merupakan sebuah 

kebetulan. 

Atas dasar itu, menurut Kant, tindakan yang baik adalah tindak­
an yang tidak saja sesuai dengan kewajiban tetapi karena dijalankan 
berdasarkan dan demi kewajiban. Ia menolak segala tindakan yang 

bertentangan dengan kewajiban sebagai tindakan yang baik, walau­

15 Immanuel Kants, Foundations of Metaphysiscs of Morals, (lndianpolis: Bobs Merilt. 1980). 
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pun tindakan itu mendatangkan konsekuensi yang baik. Demikian 
pula, semua tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan kewajiban, 
tetapi tidak didasarkan pada kemauan baik untuk menghormati pe­
rintah universal, melainkan, misalnya kerena terpaksa akan dianggap 

sebagai tindakan yang tidak baik. Dalam kaitan dengan ini, hal yang 
juga prinsip dan penting bagi Kant, yaitu melakukan suati tindakan 
moral harnslah dengan kemauan keras atau otonomi bebas. 

Secara singkat, ada tiga hal harns dipenuhi: 1) supaya suatu tin­
dakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harns dilaksanakan ber­
dasarkan kewajiban; 2) nilai moral suatu tindakan bukan tergantung 
dari tercapainya tujuan tindakan itu melainkan pada kemauan baik 

yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan terse but ka­
laupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik; 3) 
konsekuensi dari kedua hal tersebut, kewajiban untuk memenuhi hu­

kum moral universal adalah hal yang nisacaya bagi suatu tindakan 
moral. 

Bagi Kant, hukum moral telah tertanam dalam hati setiap orang 
dan karena itu bersifat universal. Hukum moral itu dianggap sebagai 
perintah tidak bersyarat atau imperatif kategoris, yang berarti hukum 
moral itu berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat. Ia 
mengikat siapa saja dari dalam dirinya sendiri karena hukum moral 

itu telah tertanam dalam hati setiap orang. 
Untuk menjelaskan hukum moral ini, Kanta membedakan antara 

perintah tidak bersyarat atau imperatif hipotesis. Perintah bersyarat 

adalah perintah yang hanya akan dilaksanakan kalau orang meng­
hendaki akibatnya, atau kalau akibat dati tindakan itu mernpakan 
hal yang diinginkan. Jadi, perintah itu barn akan dilaksanakan kalau 
orang menghendaki akibatnya, atau kalau akibat dari tindakan itu 
mernpakan hal yang diinginkan. Jadi, perintah itu barn akan dilaksa­
nakan kalau syaratnya dipenuhi, yaitu kalau tercapai akibat yang di­
kehendaki. Sebaliknya, perintah tidak bersyarat adalah perintah yang 
dilaksanakan begitu saja tanpa syarat apa pun, yaitu tanpa mengha­
rapkan akibat, atau tanpa memedulikan apakah akibatnya tercapai 

dan bergunan bagi orang tersebut atau tidak. Norma atau hukum 
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moral merupakan perintah bersyarat. 
Bagi Kant, ada tiga prinsip atau hukum universal yang merupa­

kan perintah tidak bersyarat. Pertama, prinsip universalitas, yaitu 

bertindak hanya atas dasar perintah yang kamu sendiri hendaki akan 
menjadi sebuah hukum universal. Bagi Kant, kita mempunyai kewa­
jiban untuk mematuhi apa yang kita anggap benar dan akan juga di­
lakukan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita menuntut orang untuk 
bertindak seeara tertentu sesuai dengan hukum moral, kita sendiri 

pun harns bertindak seperti itu. 
Kedua, sikap hormat manusia sebagai tujuan pada dirinya sen­

diri. Hukum universal yang harus dipegang adalah bertindaklah se­
demikian rupa agar kita memperlakukan manusia, apakah diri kita 
sendiri ataupun orang lain, selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri 
dan tidak pemah hanya sebagai alat. Bagi Kant, manusia mempunyai 
harkat dan martabat yang luhur sehingga tidak boleh diperlakukan 
seeara tidak adil, ditindas, diperas, dan kepentingan lain. Demikian 
pula, kita tidak boleh membiarkan diri kita diperalat, diperas, diper­
lakukan sewenang-wenang, dan membiarkan hak kita dirampas. Kita 
harus menuntut agar hak kita dihargai seeara layak. 

Ketiga, prinsip ekonomi, kita harus bertindak berdasarkan kemau­

an dan pilihan sendiri karena yakin hal itu baik, dan bukan karena 
diperintah dari luar atau heteronomi. Oleh karena itu, bagi Kant se­
uatu tindakan akan dianggap baik seeara moral kalau tindakan itu 
dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kewajiban kita akan hu­
kum moral universal, itu dilakukan karena kita sendiri menghendaki 
demikian. Kita menghendaki demikian, karena kita menganggapnya 
benar. Jadi, kewajiban kita untuk memenuhi hukum moral universal 
adalah kewajiban yang muneul dari kehendak bebas kita karena ke­

sadaran bahwa hal itu baik. Dalam hal ini, kita bertindak demikian 
bukan sekadar asal sesuai dengan kewajiban, melainkan karena kita 
sendiri menghendaki apa yang menjadi kewajiban kita. 

Ini penting, karena Kant ingin menghindari dua hal, pertama, 
Kant ingin kita tidak terjebak memperlakukan perintah moral, yang 

adalah perintah tidak bersyarat sebagai perintah bersyarat. Misalnya, 
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kita mau berbuat baik, bertindak adil, menghargai hak orang lain, de­

ngan niat agar dengan itu kita akan masuk surga. Bagi Kant, berbuat 

baik adalah perintah tak bersyarat yang atas kemauan kita sendiri ha­

rus kita laksanakan terlepas dari apakah ada surga atau tidak, apakah 

dengan demikian kita akan masuk surga atau tidak. Kedua, dengan 

ini Kant menghindari sikap heteronom. Sikap yang hanya mau ber­

tindak secara moral karen a diperintahkan dari luar, atau karena fak­

tor-faktor di luar kita, misalnya ketika atau untuk dilihat orang lain. 

Ada dua kesulitan yang dapat diperoleh teori deontologi, khu­

susnya terhadap teori deontologi Kant. Pertama, dalam kehidupan 

sehari-hari kita menghadapi situasi yang dilematis, etika deontologis 

tidak memadai untuk menjawab pertanyaan bagaimana saya harus 

bertindak dalam situasi konkret yang dilematis itu. Ketika ada dua 

atau lebih kewajiban yang saling bertentangan, ketika kita harus me­

milih salah satu sambil melanggar yang lain, etika deontologi tidak 

banyak membantu karen a hanya mengatakan: bertindaklah sesuai 

dengan kewajibanmu. 

Kesulitan itu kemudian dipecahkan oelh WD. Ross dengan meng­

ajukan prinsip prima facie. Menurut Ross, dalam kehidupan nyata ini, 

kita menghadapi berbagai macam kewajiban moral bahkan bersama­

an dalam situasi yang sarna. Dalam situasi seperti itu, kita perlu me­

nemukan kewajiban terbesar dengan membuat perbandingan antara 

kewajiban-kewajiban itu. Untuk itu, Ross memperkenalkan perbe­

daan antara kewajiban prima facie dan kewajiban-kewajiban aktual. 

Kewajiban prima facie adalah kewajiban yang harus selalu dilaksa­

nakan kecuali bertentangan dengan kewajiban lain yang sarna atau 

lebih besar. 

Persoalan kedua, sebagaimana dikatakan oleh John Stuart Mill, 

para penganut etika deontologi sesungguhnya tidak bisa mengelak­

kan pentingnya akibat dari suatu tindakan untuk menentukan apa­

kah tindakan itu baik atau buruk. Para penganut etika deontologi 

secara diam-diam menutup mata terhadap pentingnya akibat sesuatu 

tindakan agar bisa memperlihatkan pentingnya nilai suatu tindakan 

moral itu sendiri. Kant sendiri tidak mengabaikan pentingnya akibat 
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suatu tindakan. Hanya saja, ia in gin menekankan pentingnya meng­

hargai tindakan tertentu sebagai bermoral karena nilai tindakan 
sendiri, dan tidak terlalu terjebak dalam tujuan menghalalkan segala 
cara. Lebih dari itu, Kant ingin menekankan pentingnya kita meng­
hargai tindakan itu sendiri, dan tidak terlalu terjebak dalam tujuan 
menghalalkan segala cara. Lebih dari itu, Kant ingin menekankan 
pentingnya hukum moral universal dalam hati kita masing-masing, 
sekaligus mencegah subjektivitas secara berubah-ubah sesuai dengan 
konsekuensi yang ingin kita capai. Dengan demikian, hukum moral 
hanya akan menjadi perintah bersyarat. 

Dalam perspektif etika Adam Smith, persoalan bisa dipecah­
kan dengan mengombinasikan keduanya. Menurut Smith, suatu tin­
dakan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan motif pelakunya 
serta berdasarkan akibat atau tujuan dari tindakan itu. Ia mengkritik 
para filsuf moral seperti Davuid Hume yang terlalu menekankan pen­

tingnya akibat dalam menilai suatu tindakan, dan kurang memperha­
tikan motif pelaku. Maka, sarna seperti Kant, ia sangat menekankan 
pula pentingnya motif dan kemauan baik dari pelakunya. 

Hanya saja, di pihak lain, bagi Adam Smith, motif dan kemauan 
baik saja tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari kesa­
lahan moral karen a tindakannya. Misalnya, seseorang yang tanpa se­
ngaja membuang batu dari jendela rumah di lantai dua dan melukai 
atau bahkan membuat orang yang lewat di bawah sana meninggal, 
jelas melakukan suatu tindakan yang salah secara moral, bukan kare­
na motifnya untuk melukai atau membunuh, melainkan karena tin­

dakan itu berakibat merugikan orang lain. Di pihak lain, akibat saja 
tidak dengan sendirinya menentukan baik buruk suatu tindakan. Ada 
tindakan yang memang berakibat baik, tetapi tindakan itu tidak bisa 
dinilai sebagai baik, karen a akibat baik itu hanya merupakan suatu 

kebetulan. Sebaliknya, tindakan yang berakibat buruk tetapi dilaku­
kan berdasarkan kemauan baik, misalnya mencuri untuk membeli 
obat demi menyelamatkan nyawa seorang saudara yang sedang sakit 
parah, dapat dibenarkan karena ia mempunyai kemauan baik untuk 

menyelamatkan saudaranya kendati merugikan orang yang kecurian . 
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Etika Teleologi 

Istilah teleology berasal dari kata Yunani telos, yang berarti tuju­

an, dan logos berarti ilmu atau teori. Berbeda dengan etika deontolo­

gi, etika teleologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam 

suatu kondisi nyata tertentu dengan melihat tujaun atau akibat dari 

suatu tindakan. Dengan kata lain, etika teleologi menilai baik buruk 

suatu tindakan berdasar tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. 

Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan 
akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan bagaimana harus bertindak 

dalam situasi konkret tertentu, jawaban setika teleologi adalah pilih­

lah tindakan yang membawa akibat baik. 
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa etika teleologi lebih 

bersifat situasional dan subjektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam 

situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari 

tindakan itu. Demikian pula suatu tindakan yang jelas-jelas berten­

tangan dengan norma dan nilai moral dibenarkan oleh etika deonto­

logi hanya karena tindakan itu membawa akibat baik. 

Persoalannya, tujuan yang baik itu untuk siapa? Untuk saya pri­

badi, untuk pihak yang mengambil keputusan dan yang melaksana­

kan keputusan atau bagi banyak orang? Apakah tindakan tertentu 

dinilai baik hanya karena berakibat baik untuk saya, atau baik ka­

rena berakibat baik bagi banyak orang? Berdasarkan jawaban atas 

pertanyaan ini, etika teleologi bisa digolongkan menjadi dua, yaitu 

egoisme etis dan utilitarianisme. 

Egoisme etis menilai suatu tindakan sebagai baik karena beraki­

bat baik bagi pelakunya. Kendati bersifat egoistis, tindakan ini dini­

lai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk menge­

jar kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang 

mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri akan dinilai baik secara 
moral. Sebaliknya, buruk kalau kita membiarkan diri kita menderita 

dan dirugikan. 

Utilitarianisme menilai baik buruknya suatu tindakan akibatnya 

bagi banyak orang. Etika utilitarianisme ini pertama kali dikembang­
kan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Persoalan yang dihadapi 
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oleh Bentham dan orang sezamannya adalah bagimana menilai baik 

buruk suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara mo­
ral. Singkatnya, bagaimana menilai sebuah kebijakan publik. Maka 
kriteria dan dasar objektif yang dapat dipakai sebagai pegangan un­

tuk mengambil dan menilai sebuah kebijakan publik sebagai benmar 
secara moral? lni penting terutama karena kebijakan publik sangat 
mungkin diterima oleh kelompok yang satu, tetapi ditolak oleh ke­
lompok yang lain karena merugikan. 

Dalam mencari dasar objektif tersebut, Bentham rnenernukan 

bahwa dasar objektif itu ditentukan oleh apakah suatu kebijakan atau 
tindakan publik membawa manfaat atau akibat yang berguna, atau 

sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. Jadi, suatu kebijakan 
atau tindakan publik tidak dinilai sebagai baik atau buruk berda­

sarkan nilai kebijakan atau tindakan itu sendiri sebagairnana dalam 
teori deontologi. 

Bagi Bentham dan para penganut utilitarianisme, dasar objektif 
itu adalah manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan atau tindakan 
tersebut bagi banyak orang. Secara lebih terperinci kita dapat rneru­

muskan dasar objektif itu dalam tiga kriteria berikut. Pertama, man­
faat tertentu, jadi kebijakan atau tindakan baik adalah kebijakan atau 
tindakan yang menghasilkan hal baik. Sebaliknya, akan dinilai buruk 

secara moral kalau mendatangkan kerugian atau hal buruk. 
Kedua, manfaat terbesar, yaitu kebijakan atau tindakan tersebut 

mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar dibandingkan de­
ngan kebijakan atau tindakan alternatif lain. Atau dalam situasi di 

mana semua alternatif yang ada ternyata sarna-sarna mendatangkan 
kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan 
kerugian terkecil. 

Ketiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, 
suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik kalau manfaat terbesar 
yang dihasilkan berguna bagi banyak orang. Sernakin banyak orang 

yang menikmati akibat baik tersebut, semakin baik kebijakan atau 
tindakan terse but. Maka, di antara tindakan yang sarna-sarna men­

datangkan manfaat, pilih yang manfaatnya terbesar di antara yang 
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manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya dinikmati paling banyak 

orang. 

Secara singkat, prinsip yang dianut etika utilitarianisme adalah 

bertindak sedemikian rupa agar tindakan itu mendatangkan manfaat 

sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Tidak perlu bersusah 

payah mencari norma dan nilai moral yang menjadi kewajiban kita. 

Yang perlu kita lakukan hanya menimbang-nimbang akibat dsari su­

atu tindakan untuk melihat apakah bermanfaat atau merugikan. 

Etika utilitarianisme mempunyai tiga keunggulan sebagai beri­

kut. Pertama, kriterianya rasional, maksudnya, utilitarianisme men­

dasarkan penilaian dan pertimbangan moral pada kriteria rasional. 

Ketiga kriteria tersebut di atas bisa diterima masuk akal oleh siapa 

saja yang berhadapan dengan dilema dan pilihan moral yang sulit. 

Dalam situasi dilematis, ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, 

kita diberi kriteria rasional dan jelas. Ada pegangan yang membuat 

kita mengambil keputusan moral secara lebih mudah. Ada dasar ra­

sional mengapa kita memilih alternatif yang satu dan mengabaikan 
yang lain. 

Kedua, etika utilitarianisme menghargai kebebasan setiap indivi­

du dalam menentukan sikap moral, dalam mengambil keputusan dan 

tindakan. Maksudnya, kita tidak dibebani begitu saja oleh norma dan 

nilai moral yang sudah umum berlaku, tetapi dibiarkan untuk memi­

lih sendiri tindakan yang kita nilai benar berdasarkan ketiga kriteria 

terse but. Kita tidak lagi dipaksa untuk sekadar mematuhi norma dan 

nilai tertentu, tetapi mengapa saya mematuhinya? Kita melakukan 

tindakan tertentu yang sesuai dengan norma dan nilai moral tertentu, 

karena memang tindakan itu dalam pertimbangan kita mendatang­

kan manfaat terbesar bagi banyak orang. Kita sekaligus mempertang­

gungjawabkan mengapa kita memilih tindakan tersebut. 

Ketiga, unsur positif yang lain adalah bahwa utilitarianisme le­
bih mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan 

sendiri atau segelintir orang. Maksudnya dasar pertimbangan meng­

apa suatu tindakan dipilih dan bukan yang lainnya karena tindakan 

tersebut membawa manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, uti­
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litarianisme tidak bersifat egois. Semakin banyak orang memperoleh 

manfaat dari suatu kebijakan atau tindakan, semakin baik kebijakan 
atau tindakan tersebut. Utilitarianisme tidak mengukur baik buruk­
nya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok. 

Ketiga keunggulan ini yang menyebabkan etika utilitarianisme 

banyak dipakai, seeara sadar ataupun tidak dalam berbagai kebijak­
an dan tindakan publik. Idealnya suatu kebijakan publik membawa 
manfaat atau menguntungkan bagi semua orang dan pihak terkait. 
Dalam banyak kasus, ini tidak mungkin karena semua orang mempu­
nyai kepentingan berbeda. Seeara moral, suatu kebijakan akan dinilai 
benar seeara moral, kalau memenuhi ketiga kriteria tersebut. Ketika 
kita tidak bisa memuaskan semua orang, kebijakan tersebut dinilai 
baik secara moral, kalau paling tidak sebagian terbesar orang atau 
pihak terkait diuntungkan dengan kebijakan tersebut. 

Hanya saja, etika utilitarianisme pun tidak luput dari kelemahan. 
Walaupun sepanjang sejarahnya merupakan sebuah teori etika yang 
sangat populer dan banyak digunakan, utilitarianisme tidak luput 
dari berbagai kritik. Pertama, kritik yang paling keras adalah utilitari­

anisme membenarkan ketidakadilan. Maksudnya, dengan membenar­
kan suatu kebijakan atau tindakan hanya karena membawa manfaat 
bagi sebagian besar orang, utilitarianisme telah membenarkan kebi­

jakan atau tindakan terse but merugikan kepentingan sebagian keeil 
orang yang tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan atau tindakan 

tadi. Namun ada segelintir orang yang haknya dirugikan, kebijakan 
tersebut dianggap benar hanya karena membawa manfaat bagi lebih 
banyak orang. Jelas ini tidak adil. Ia membenarkan adanya tumbal. 
Pertanyaannya, apakah kita mau menerima kenyataan itu, kalau kita 
sendiri masuk di dalam kelompok sebagian keeil yang dirugikan? 
Tentu tidak. Lalu mengapa kebijakan itu dibenarkan hanya karena 
ada sebagian orang diuntungkan? 

Kedua, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas, se­
hingga dalam kenyataan praktis menimbulkan kesulutan. Susahnya, 
lebih sering manfaat tersebut dilihat dalam kerangka kuantitas mate­
rialistis. Sering kali kita membenarkan suatu kebijakan atau tindak­
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an hanya karena kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat 

material. Manfaat nonmaterial seperti nama baik, kesehatan, dan se­

macamnya sering diperhitungkan. 

Ketiga, sering kali beberapa variabel sulit dikuantitatifkan sehing­

ga tidak mudah untuk menentukan manakah manfaat terbesar di­

bandingkan dengan yang lainnya. Keselamatan kerja, lingkungan hi­

dup, rusaknya hutan dan rusaknya terumbu karang, polusi udara dan 
( 

seterusnya sulit dikuantifikasi unwk menentukan manfaat terbesar. 

Dalam hal ini, etika utilitarianisme sangat membenarkan pelepasan 

tanaman transgenik, misalnya, hanya karena mendatangkan manfaat 

ekonomis yang besar. Atau, pengerukan (pasir akan dibenarkan kare­

na manfaat ekonomis yang besar). 

Keempat, manfaat yang dimaksudkan oleh etika utilitarianisme 

sering dilihat dalam jangka pendek. Padahal, dalam menilai akibat 

suatu tindakan kita harus melihat dalam jangka panjang. 

Kelima, utilitarianisme tidak menganggap serius nilai suatu 

tindakan, atau lebih tepat lagi nilai sebuah norma atau kewajiban 

melainkan hanya memperhatikan akibatnya. Dengan begitu, utili­

tarianisme sangat mungkin membenarkan peredaran narkoba dan 
perdagangan manusia, misalnya karena tindakan itu mendatangkan 

manfaat besar. Padahal jelas-jelas melanggar norma dan nilai moral. 

Itu sebabnya mengapa Kant beranggapan bahwa kalau akibat men­

jadi tolok ukur penilaian moral atas suatu tindakan, hilanglah uni­

versalitas moral, karena setiap tindakan bisa mendapatkan penilaian 

moral yang berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Demikian 

pula utilitarianisme tidak pernah menganggap serius motivasi yang 

ada di balik tindakan itu. 

Keenam, seandainya ketiga kriteria tersebut saling bertentangan, 

ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Mi­

salnya saja, tindakan A mempunyai manfaat 40%, tetapi dinikmati 

oleh 60% orang. Tindakan B membawa manfaat 60%, tetapi dinik­

mati oleh 40% orang. Manakah yang harus diprioritaskan, manfaat 

terbesar atau jumlah orang paling banyak yang menikmati manfaat 

tersebut walaupun manfaatnya lebih kedl? 
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Para filsuf penganut etika utilitarianisme menyadari permasalah­

an etika inL Oleh karena itu, salah satu jalan keluar yang disodor­
kan adalah, dengan membedakan dua tingkatan etika utilitarianisme: 
utilitarianisme aturan dan utilitarianisme tindakan. Dengan perbe­
daan ini, pertama, harus dicek terlebih dahulu apakah kebijakan dan 
tindakan itu sejalan dengan aturan dan norma moral yang ada atau 

tidak. Kalau tidak sejalan, kebijakan atau tindakan itu ditolak wa­
laupun membawa manfaat yang besar. Kasus seperti peredaran nar­
koba dan perdagangan perempuan harus ditolak kendati membawa 

manfaat besar, karena bertentangan dengan norma dan nilai moral. 
Sebaliknya, kalau tidak bertentangan dengan norma atau nilai moral 

tertentu, kita dapat menggunakan ketiga kriteria tersebut untuk me­
nentukan apakah kebijakan atau tindakan itu dipilih atau ditolak. De­
ngan jalan ini, norma dan nilai moral tidak diabaikan begitu saja ha­
nya karena suatu kebijakan atau tindakan membawa manfaat besar. 

Kedua, dalam menilai suatu kebijakan dan tindakan berdasarkan 
akibatnya, kita jangan hanya melihat akibat material fisik melainkan 
juga perlu memperhitungkan akibat nonmaterial, termasuk kerusak­
an mental dan moral, serta kehancuran lingkungan hidup. Demiki­
an pula, manfaat tersebut jangan hanya dilihat dalam rangka jangka 
pendek melainkan jangka panjang. Walaupun dalam jangka pendek 

suatu kebijakan atau tindakan temyata menuntut biaya tinggi, teta­
pi temyata dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan: bukan 
hanya dari segi ekonomi melainkan juga dad segi kesehatan, ling­
kungan hid up, mental, moral, danbudaya. Hal itu harus dinilai positif 
dan dipilih berdasar kebijakan dan tindakan yang membawa manfaat 
jangka pendek, tetap dalam jangka panjang jauh lenbih merugikan. 

Ketiga, dalam kasus ketika kita terpaksa mengambil kebijakan 

dan tindakan yang tidak bisa menguntungkan semua pihak, dan ter­
paksa karena tidak ada altematif lain yang lebih baik mengorbankan 
kepentingan segelintir orang, jalan keluar yang paling baik adalah, 

dengan pendekatan pribadi untuk bisa memberi kesempatan kepada 
pihak yang dikorbankan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka perlu 

didengar dan berusaha mencari jalan keluar, termasuk kompensasi 
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yang mungkin tidak maksimal, tetapi bisa diterima. Dalam hal ini, 

penting sekali pendekatan yang memperlihatkan bahwa kita tidak 
bermaksud mengabaikan hak dan kepentingan mereka, bahkan sa­

ngat menghargai mereka. Namun, tidak ada altematif kebijakan lain 
yang lebih baik. Dengan komunikasi, dengan kompensasi yang bisa 

diterima, mental, moral, yang dialami pihak yang terpaksa dikorban­

kan. Dengan cara itu, kita memperlihatkan sikap hormat kita kepeda 
kepentingan mereka, yang sesungguhnya tidak ingin kita korbankan, 
tetapi apa boleh buat karena tidak ada cara lain maka dengan sangat 

terpaksa kita korbankan, tetapi dengan kompensasi yang memuaskan 
mereka. 

Etika Keutamaan 

Berbeda dengan dua teori etika di atas, etika keutamaan tidak 
mempersoalkan akibat suatu tindakan. Juga, tidak mendasarkan pe­
nilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika 

keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada 
diri setiap orang. Dalam kaitan dengan itu, sebagaimana dikatakan 
Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman hi­
dup dalam masyarakat, dari teladan dan contoh hidup yang diperli­
hatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam meng­
hadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup ini. Di sana kita 
menemukan nilai moral persoalan hidup ini. Di sana kita menemukan 
nilai moral tertentu, dan belajar mengembangkan dan menghayati 
nilai tersebut. Jadi, nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya 
aturan berupa larangan dan perintah, melainkan dalam bentuk tela­
dan moral yang nyata dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam 
masyarakat. Dari teladan hidup orang-orang ini kita mengenal dan 
belajar nilai dan keutamaan moral seperti kesetiaan, saling percaya, 
kejujuran, ketulusan, kesediaan berkorban bagi orang lain, kasih sa­

yang, kemurahan hati, dan sebagainya. 
Dengan demikian, etika keutamaan sangat menekankan penting­

nya sejarah dan cerita termasuk cerita dongeng dan wayang. Dari 
sejarah khususnya sejarah kehebatan moral para tokoh besar dan dari 
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cerita dongeng ataupun sastra kita belajar tentang nilai dan keuta­
maan, serta berusaha menghayati dan mempraktiknya seperti dalam 
sejarah, dalam cerita, atau dalam kehidupan masyarakat. Tokoh de­

ngan teladannya menjadi model untuk kita tiru. 
Jadi, dalam menjawab pertanyaan bagaimana kita harus bertin­

dak secara moral dalam situasi konkret yang dilematis, etika keuta­

maan menjawab: teladanilah sikap dan perilaku moral para tokoh 
moral yang kita kenaI, baik dalam masyarakat, sejarah atau dalam 
cerita yang kita ketahui, ketika mereka menghadapi situasi serupa. 

Lakukan seperti yang dilakukan para tokoh moral itu. Itulah tindakan 
yang benar secara moral. 

Menurut teori etika keutamaan, orang bermoral tidak pertama­
tama ditentukan oleh kenyataan bahwa dia melakukan suatu tin­

dakan tertentu. Pribadi moral terutama ditentukan oleh kenyataan 
seluruh hidupnya, yaitu bagaimana dia hidup baik sebagai manusia 

sepanjang hidupnya, yaitu bagaimana dia hidup baik sebagai manu­
sia sepanjang hidupnaya. Jadi, bukan tindakan satu per satu yang 
menentukan kualitas moralnya. Akan tetapi, apakah dalam semua 
situasi yang dihadapi ia mempunyai posisi, kecenderungan, sikap dan 

perilaku moral yang terpuji serta sikap dan perilakunya tidak pernah 
berubah. Maka, yang dicari adalah keutamaan, excellence, kepribadi­
an moral yang menonjol. Ia dikenal sebagai orang yang terpuji secara 
moral dan karena itu terpuji. Dia tahan terhadap setiap godaan untuk 
menyimpang dari sikap dasarnya. Dia adalah orang yang berprinsip, 

yang mempunyai integritas moral yang tinggi sebagaimana dipelajari 
dari tokoh-tokoh besar dalam hidupnya atau dari sejarah dan cerita­
cerita yang diketahuinya. 

Pribadi yang bermoral adalah orang yang berhasil mengembang­
kan suatu disposisi, sikap dan kecenderungan moral melalui kebiasa­
an yang baik sehingga perilaku dan perbuatannya selalu berm oral. 
Ia bukan orang yang sekadar melakukan sesuatu yang adil, melain­

kan orang yang melakukan tindakan yang baik, dan melainkan orang 
yang baik. 

Keunggulan teori ini adalah, moralitas dalam suatu masyarakat 
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dibangun, melalui cerita. Melalui cerita dan sejarah disampaikan pe­
san-pesan, nilai-nilai, dan keutamaan-keutamaan moral agar ditiru 

dan dihayati oleh anggota masyarakat. Orang juga bela jar moralitas 
melalui keteladanan nyata dari tokoh, pemimpin atau orang yang 
keteladanan dalam masyarakat tersebut. Ada contoh nyata yang bisa 
ditiru dan dari sana menjalar perilaku moral terse but kepada banyak 

orang. Keutamaan moral tidak diajarkan melalui indoktrinasi, perin­
tah dan larangan, tetapi dari teladan dan contoh nyata, khususnya 
dalam menentukan sikap dalam situasi yang dilematis. 

Etika keutamaan sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas, 
karena pesan moral hanya disampaikan melalui cerita dan teladan 
hidup para tokoh lalu membiarkan setiap orang untuk menangkap 

sendiri pesan moral tersebut, setiap orang dibiarkan untuk menggu­
nakan akal budinya untuk menafsirkan pesan moral itu. Artinya, ter­
buka kemungkinan setiap orang mengambil pesan moral yang khas 
bagi dirinya, dan melalui itu kehidupan moral menjadi sangat kaya 

oleh berbagai penafsiran. 
Sesungguhnya agama, dengan kitab-kitab sud dan tokoh-tokoh­

nya berupa para nabi, melakukan hal yang sarna. Melalui cerita dalam 
kitab sud, baik tentang perumpamaan tertentu, kasus tertentu atau 
tentang perbuatan nabi tertentu dan diharapkan untuk meneladani 

dan menghayati nilai dan keutamaan moral itu dalam hidupnya. De­
mikian pula, sepanjang sejarah agama tersebut, muncul orang kudus, 
martir, dan orang saleh yang melalui teladannya mengajarkan keu­

tamaan, nilai moral, dan hal baik yang harus dilakukan. Sayangnya, 
etika keutamaan pada setiap agama ini luntur atau bahkan hilang di­

telan kecenderungan dogmatisme dan indoktrinasi yang begitu kuat 
pada agama-agama itu. 

Akan tetapi, kelemahan etika keutamaan adalah, pertama, dalam 
masyarakat pluralistik, akan muncul berbagai keutamaan moral yang 
berbeda-beda sesuai dengan sumber daya dan agama, atau cerita dan 
sejarah yang diajarkan. Kedua, dalam masyarakat modern di mana 
realitas bisa kehilangan relevansinya. Ketiga, dalam masyarakat di 
mana sulit ditemukan adanya tokoh publik yang bisa menjadi teladan 
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moral, moralitas akan mudah hilang dari masyarakat tersebut. Ini 

terutama terjadi dalam masyarakat materialistis seperti sekarang ini. 
Contoh dan teladan yang kita temukan sehari-hari adalah contoh dan 
teladan bagaimana menjadi kaya, termasuk melalui cara yang tidak 
halal seperti korupsi, bisnis yang curang dan sebagainya. Hal yang 
menarik dari etika ini adalah kita perIu membangun watak, karakter 

dan kepribadian moral. Dalam kaitan dengan itu, peran pemimpin 
dan tokoh publik sangat penting untuk memberi teladan yang baik 
dalam kehidupan moral. 

E. OTORITAS DAN ETIKA 

Setiap orang memiliki naluri untuk berkuasa. Kekuasaan akan se­

lalu dicari, diperebutkan oleh siapa pun agar ia dapat menjalankan 
kemauannya terhadap sesuatu, dalam hal ini termasuk pengambilan 
keputusan yang sedang dibahas di buku ini. Kekuasaan sangat erat 
hUbungannya dengan teori-teori pengambilan keputusan. Kekuasaan 
bersifat oxymoron, berwajah ganda, seperti pedang bermata dua. Ia 
dibutuhkan untuk membangun, tetapi dengan kekuasaan pula orang 
bisa merusak. Tetapi, prinsip utama kekuasaan, betapa pun terasa 
normatif, menurut Blaine Lee adalah kehormatan atau kemuliaan. 
"kekuasaan berdasarkan kehormatan didasarkan pada sikap meng­
hargai dan menghormati yang melampaui transaksi atau pertukar­
annya." 

Bertrand Russel menuIis mengenai kekuasaan sebagaimana di­
kuti berikut: 

"Dari keinginan tak terbatas manusia, kepalanya adalah keinginan terhadap ke­
kuasaan dan kemuLiaan. Keduanya tidak identik, meskipun serumpun: Perdana 
Menteri lebih memiliki kekuasaan ketimbang kemuliaan, Raja lebih memiliki ke­
muliaan ketimbang kekuasaan. Sebagai aturan, kendatipun demikian, cara termu­
dah untuk mendapatkan kemuliaan adalah dengan mendapatkan kekuasaan; ini 
terutama terjadi berkaitan dengan aktifnya orang-orang dalam acara-acara pub­
lik. Keinginan untulk memperoleh kemuliaan, oleh karena itu, mempersyaratkan, 
terutama, tindakan yang sama seperti yang diminta terhadap keinginan untuk 
kekuasaan: 
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Penjelasan Russel di atas bahwa ketika kekuasaan disandingkan, 
bahkan nyaris diidentikkan dengan kemuliaan. Kuasa dan mulia di­
pan dang sebagai hasrat manusia yang paling penting. Sayangnya, da­

lam banyak kasus sepanjang sejarah kekuasaan manusia, tidak semua 
penguasa dikenal sebagai penguasa yang muIia, atau tidak memper­
oleh kemuliaan yang diharapkan. Bahkan adakalanya penggenggam 

kekuasaan tidak mengenal hakikat kemuliaan. 
Etika dan moral memang terkait dengan norma dan sistem nilai: 

mana-mana yang dipandang etis (mengandung dimensi moral) atau 

tidak etis tentu dikonstruksi oleh persepsi yang berkembang dalam 
masyarakat, yang akhimya bisa juga ditarik benang merahnya se­
bagai suatu etika yang bersifat universaL Tetapi yang jelas, etika le­
bih longgar ketimbang hukum positif. Etika atau pendekatan akhlak 
dalam agama Islam lebih mengedepankan kesadaran perilaku sang 
individu bersangkutan. 

Walaupun longgar, dalam arti tidak ada sanksi hukum positif 
apabila etika dilanggar, tetapi ada sanksi sosial bahkan sanksi yang 
melebihi sanksi sosial, misalnya rusaknya sendi-sendi peradaban adi­
luhung manusia, apabila etika diabaikan. Nabi-nabi, terkhusus Nabi 
Muhammad saw. diutus untuk menyempumakan akhlak manusia, te­
tapi bukan dengan metode yang memaksa, melainkan menumbuhkan 

kesadaran. 
Prinsip-prinsip etis yang universal biasanya dituangkan ke dalam 

kode-kode etik dalam berbagai profesi, yang semestinya tidak boleh 
dilanggar. Dalam profesi kedokteran misalnya ada kode etiknya, de­
mikian pula profesi yang lain seperti akuntan, pengacara, dan seba­
gainya. Demikian pula dengan etika politik: suatu etika yang melan­
dasi para politisi bekerja secara wajar dan seharusnya. 

Seorang pejabat birokrasi harus peka terhadap permasalahan 
masyarakat. Ia akan cepat merasakan penderitaan masyarakat, dan 
dengan gerak cepat merasakan penderitaan masyarakat segera mem­
berikan bantuan. Empati demikian progresif dan aktif, bukan pasif 

dan berhenti pada kata-kata yang menghibur. Sikap empati adalah 
perilaku etis, merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral 
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yang diekspresikan di tengah kehidupan nyata. Sikap empati seorang 

pemimpin organisasi akan memunculkan sikap simpati anggotanya. 

F. ETIKA DAN KEPEMIMPINAN BIROKRASI 

Syafiee (2010) menjelaskan bahwa etika berasal dari Yunani "et­

hos" memiliki makna perilaku dan norma kehidupan yang cenderung 
pada kebaikan. 

Etika berkaitan dengan baik dan buruk bukan bicara siapa benar 
siapa salah. Dalam kehidupan manusia etika bisa berbentuk moral, 
dan sopan santun. Di pelaksanaannya etika terdiri beberapa level se­
bagai berikut: sosial masyarakat, penegakan hukum, dan individu. 
Menurut Kohlberg bahwa dalam membuat keputusan etika terdiri 
dari utilitarian, moral, dan hukum. Seorang pembuat keputusan sa­

ngat penting membuat keputusan berdasarkan etika. 
Etika dalam gaya kepemimpinan birokrasi selayaknya kepemim­

pinan otokratik bahwa keharusan memberi tahu bawahan atau ang­

gota organisasi mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Namun 
bedanya di kepemimpinan birokratik mendasarkan perintah pada se­
perangkat aturan, prosedur, urutan yang terkait mendasarkan perin­
tah pada peraturan yang diturunkan dari kebijakan utama. Ciri khas 

seorang yang bergaya birokratis ialah memandang bahwa semua 
aturan dan ketentuan organisasi bersifat absolut, pemimpin mengelo­
la sepenuhnya berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan dan tidak 

diperkenankan sedikit pun aturan itu dilanggar atau ada pengecuali­
an, termasuk dalam hal aspek-aspek teknis sekalipun (Alfian, 2016: 
359).16 

Selanjutnya Alfian menjelaskan bahwa pada prinsipnya, ia ber­
orientasi agar terjaga konsistensi jalannya organisasi, ada parame­

ter dan ada aturan organisasi yang harus dipatuhi. Gaya ini ingin 

memastikan sistem organisasi berjalan baik, tidak ada alasan siapa 
pun untuk melanggar aturan. Namun, gaya ini bisa kaku sekali alias 

,. M. Alfian Alfian. Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah PoIWk. (Be­
kasi: Penjuru Ilmu Sejati. 2016). 
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tidak fleksibel, khususnya pada situasi yang menuntut pengecualian. 

Kekakuan itu cenderung tidak mengantisipasi konteks adaptasi dan 
merespon cepat terhadap perubahan dan tuntutan, maka yang terja­

di adalah kelumpuhan. Pemimpin sering dihadapkan situasi ambigu, 
dan apabila ia tidak cepat memutustkan, maka suasana ambigu akan 
meluas ke mana-mana, dan membuat yang dipimpin jadi anjlok mo­
ralitasnya: muncul penentangan dan konflik yang semakin terbuka. 

Greensberg (1995: 389) menjelaskan bahwa pengambilan kepu­

tusan yang etis memperhatikan hal berikut Apakah keputusan terse­
but tidak menyimpang dari etika; Apakah keputusan terse but tidak 
menyinggung atau melukai orang lain; Apakan Anda merasa khawa­
tir bila keputusan Anda diketahui oleh publik; Bagaimana bila orang 
lain melakukannya untuk Anda; Bagaimana perasaan Anda atas ke­
putusan tersebut. 

Selain itu perlu pula diperhatikan aspek etika, karena pertim­

bangan etis seharusnya menjadi kriteria penting dalam pengambilan 
keputusan organisasional. Terdapat tiga kriteria penting dalam peng­
ambilan keputusan yaitu kriteria utilitarian, perlindungan hak dan 
keadilan (Saatay, 1993: 115). 

c. ETIKA POLITIK DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN 

Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia ber­
hubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, 
struktur-struktur so sial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 

tiga dimensi: tujuan, sarana, dan aksi politik (Haryatmoko, 2014). 
Haryatmoko menjelaskan bahwa politikus hanya salah satu di­

mensi etika politik, kehendak baik perlu ditopang institusi yang adil. 
Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, se­
dangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berpe­
ran mengorganisasi tanggung jawab. 

Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu 
pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial; 

etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku; 
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etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan 
institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika insti­
tusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan 
faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam pelaku; sedangkan 

institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku (Bernhard, 
1991). Etika politik ini memiliki tiga dimensi: pertama adalah tujuan 

politik; kedua menyangkut masalah pilihan sarana; ketiga berhadapan 
dengan aksi politik. Yang terakhir ini langsung terkait dengan peri­

laku politikus. 
Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahtera­

an masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan 
dan keadilan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan 

umum dalam manajemen publik. Dalam negara demokratis, peme­

rintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan 
bertanggung jawab atas komitmen tersebut: kesejahteraan masyara­
kat dan hidup damai. Menghadapi masalah-masalah negara, kebijak­
an umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, pro­
gram, metode, dan pendasaran filosofisnya, lalu menjadi transparan 

apa yang harus dipertanggungjawabkan. Atas dasar kebijakan umum 
ini, wakil rakyat dan kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi 
pelaksanaan. kinerja pemerintah, dan menuntut pertanggungjawab­
an. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik akan me­

nunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu 
partai politik terhadap aspirasi masyarakat. Dimensi moralnya terle­

tak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum 
dan akuntabilitasnya. 

Dimensi etika politik kedua ialah sarana yang memungkinkan 
pencapaian tujuan kebijakan. Dimensi ini meliputi sistem dan prin­

sip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara 
dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Hal yang terakhir ini 
ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam mengha­

dapi masalah-masalah dasar. Pola-pola tersebut mengandung impe­
ratif normatif yang disertai sanksi. Dimensi sarana ini mengandung 

duia pola normatif: pertama, tatanan politik (hukum dan institusi) ha­
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rus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan plu­

ralitas; struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. 
Maka, asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa 

dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu relevan untuk dibahas; 

kedua, kekuatan-kekuatan poUtik ditata sesuai dengan prinsip timbal 
balkik. Gagasan Habermas "masing-masing pihak sepakat mengoor­
dinasikan tindakan mereka untuk mencapai tujuan masing-masing" 
rei evan dengan pola normatif kedua ini. Dimensi moral ini pada ting­
kat sarana ini terletak apda peran etika dalam menguji dan meng­

kritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik­
praktik politik. 

Apabila tekanan diarahkan pada pendekatan struktural, ada im­
plikasi etis, yaitu kesulitan dalam menentukan tanggung jawab pela­
ku karena otonomisasi tindakan. Tindakan lepas dari maksud awal 
pelaku dan bergerak dengan dinamikanya sendiri. Pelaku mengelak 

bertanggung jawab atas tindakannya karena rentang waktu dan ja­
rak pelimpahan tugas. Meskipun para jenderal dalam kasus Trisakti 
lepas dari tuntutan hukum, secara moral mereka bisa dipersalahkan 
in causa (penyebab dalam konteks waktu). Jika hukum positif be­

lum memiliki pasal yang merumuskanjenis kejahatan ini, hakim bisa 
mengacu ke prinsip epiekeia (rasa keadilan) dengan argumen kesa­
lahan in causa (penyebab dalam konteks waktu). Jika hukum positif 
belum memiliki pasal yang merumuskan jenis kejahatan ini, hakim 
bisa mengacu ke prinsip rasa keadilan dengan argumen kesalahan 
in causa itu. Masalahnya, sulit menentukan individualisasi kesalahan 
mempersulit penentuan batas tanggung jawab itu. Pada tingkat sara­
na, dimensi moral dalam menghadapi struktur terletak pada perse­

tujuan atau penolakan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik 
hidup bersama. 

Dimensi ketiga etika politik adalah aksi politik. Dalam dimensi 
etika ketiga ini, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan 

rasionalitas politik. Rasionalitas poUtik dari rasionalitas tindakan dan 
keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik disebut rasional 
apabila pelaku mempunyai orientasi situasi sesuai dan paham per­
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masalahan. lni mengandaikan kemampuan memersepsi kepentingan­
kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik 

yang ada. 
Disposisi kekuasaan ini membantu untuk memperhitungkan ke­

mampuan dan dampak aksi politiknya. Menghindari kekerasan men­
jadi imperatif moral (ungakapan hormat terhadap martabat manu­
sia), maka penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik 
yang etis. Oleh karena itu, aksi mengandalkan keutamaan: pengua­
saan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi risikonya. 
Fair dan adil dalam hubungan dengan yang lain. Pada dimensi aksi 

etika identik dengan tindakan yang rasional dan bermakna. Po­
litik mempunyai makna karena memperhitungkan reaksi yang lain; 
harapan, protes, kritik, persetujuan, atau penolakan. Makna etis akan 

semakin dalam apabila tindakan politikus didasari oleh bela rasa dan 
keberpihakan kepada yang lemah atau korban. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kalau filsafat politik dan 
etika politik mau menyumbang konstruksi budaya politik, ada dua 
kemungkinan: aspek normatif dan penalaran politik yang benar. Eti­

ka politik menunjuk aspek normatif budaya politik santun. Pertama, 
etika politik mengajak untuk berpikir secara kritis dalam arti menem­
patkan pada posisi orang lain. Memperhitungkan orang lain, bertemu 
wajah dan mempunyai empati mengandung dimensi moral yang da­
lam. Tiadanya pemikiran yang memosisikan pada orang lain sudah 

merupakan bentuk kejahatan atau awal dehumanisasi; kedua, etika 
politik membantu untuk memberikan penjelasan isi normatif yang 
ditunjukkan oleh sejarah, fakta ekonomi, sosial, atau budaya. Nega­
ra kesejahteraan merupakan semacam koreksi sosialisme terhadap 
liberalisme ekonomi. Nilai etisnya ialah menggugat sistem pasar be­

bas karena yang biasanya menjadi korban adalah yang lemah. Maka, 
negara dituntut membantu, memenuhi kebutuhan dasar bagi yang 

kalah itu. Ketiga, etika politik, institusi, dan praktik politik. Dasar 
pemikirannya ialah semua tindakan dan praktik kekuasaan membu­
tuhkan legitimasi. 

Aspek budaya santunlah penalaran politik yang benar. Penalar­
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an politik yang benar menyangkut tiga hal: isi lima prosedur dan 

kontekstualisasi. Mengenai isinya, filsafat politik menjelaskan kon­
sep-konsep, prinsip-prinsip, serta cara penalaran khas praktik insti­
tusi-institusi dan ideologi-ideologi politik, lalu menetapkan cara pan­
dang tertentu agar bisa membuat penilaian. Maka, suatu penilaian 

mengandaikan adanya ideal. Ini yang menuntut pemahaman sejarah 

filsafat politik. Adapun prosedurnya menyangkut apa yang mau di­

komunikasikan. Filsafat politik mau mengomunikasikan penalaran 
dan prosedur yang digunakan dalam menetapkan norma-norma yang 
bisa diterima sebanyak mungkin anggota masyarakat. Hal ini tampak 

jelas dalam teori keadilan J. Rawls dan teori tindakan komunikatif 

Jurgen Habermas. Namun, bukan klaim universal Kant yang diacu. 
Akhirnya, tuntutan kontekstualisasi dimaksudkan untuk memahami 
kebaruan yang berkembang dewasa ini, seperti transformasi negara, 

demokrasi, kejahatan struktural, fenomena korupsi, masyarakat sipil, 

kekerasan politik, serta kecenderungan primordialisme. 17 

H. PERILAKU POLITIK DAN KEPUTUSAN 

Perilaku politik merupakan perilaku individu dan kelompok yang 
terlibat dalam menggunakan pengaruh dan kekuatan. Perspektif po­
litik dalam pembuatan keputusan muncul di tahun 1950-an ketika 

berbagai penulis mengembangkan sebuah pandangan konflik kepen­
tingan dari orang yang memengaruhi pembuatan keputusan di pe­
merintahan (Eisenhardt, 1992). Pandangan ini beranggapan bahwa 
keputusan merupakan hasil sebuah proses di mana para pembuat ke­

putusan memiliki tujuan berbeda, maka dilakukan aliansi berbagai 
kekuatan melakukan ali ansi (Stone, 2002). 

Beragam pandangan manajemen juga mulai menyediakan lahan 
subur untuk perspektif politik. Dalton (1959) mengatakan bahwa se­
orang manajer kerja berdasarkan pandangan dan perilaku politiknya 

dan bagimana ini dirasionalisasi. 
Cyert dan March (1963) dalam pandangan realisme politiknya 

17 Haryatmoko, Etika Politik dan i<ekuasaan, (Jakarta: Gramedia, 2014). 
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ke dalarn teori perilakunya, melihat konflik kepentingan didasarkan 
tujuan-tujuan kelompok organisasi berbeda sebagai aspek normal ke­
hidupan organisasi. Oleh karena itu, Iebih disukai bahwa pengarn­

bilan keputusan sangat tergantung dengan proses politik. Keputusan 
merupakan produk yang dibuat orang oleh orang dan untuk orang, 
keputusan ada karena interaksi. Mumford (1975) menyatakan bahwa 
perilaku politik secara esensial kombinasi diferensiasi dan interde­
pendensi dengannya. Mereka bersaing untuk memperebutkan sum­
ber daya yang dapat menggerakkan konflik antara mereka. Wilson 
(2003) menyatakan keputusan strategis dalarn terbatas meliputi alo­
kasi setiap sumber daya. Kepentingan antarbanyak pihak membuat 
konflik, dan kekuasaan antara individu dan kelompok bermakna pro­
ses keputusan strategis dapat dikarakterkan sebagai politik. 

Oleh karena itu, kelompok kepentingan mempraktikkan taktik po­
litik untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada posisi dan 
kepentingan organisasi. Juga, manajemen puncak perIu untuk me­
nyeimbangkan tujuannnya dengan kepentingan eselon bawah untuk 
mendapatkan dukungan mereka menggerakkan organisasi (Quinn, 
1980). Sementara argumentasi Hicks (1986) bahwa proses pembu­
atan keputusan dipengaruhi dengan kepentingan unit-unit organisasi 
untuk mengatur sebuah kondisi yang diinginkan untuk menjamin ter­
capainya tujuan mereka. Gandz dan Murray (1980: 237) menyatakan 
bahwa politik dalarn pengambilan keputusan dikategorikan kedua hal 

pertama sebagai sebuah perilaku alamiah bahwa kekuasaan akan di­
gunakan pengaruhnya, kedua, kategori politik sebagai sebuah kesa­
daran perilaku untuk melawan, menantang pihak lain di organisasi. 

Secara tradisi perilaku politik sering dipahami sebagai negatif, kare­
na akan dapat menimbulkan konflik dan berperang satu sarna lain 
(Mintzberg, 1985). Perilaku politik dalam membuat keputusan meli­
hat yang lain untuk melakukan apa yang kita mau, ketika mungkin 
mereka tidak menginginkan untuk melakukannya (MacMillan, 1986: 
1). 
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I. URGENSI ETIKA DALAM BIROKRASI POLITIK 

Kalau orang menuntut keadilan, berpihak kepada korban, mem­

berdayakan masyarakat, membangun demokrasi, maka semua itu 

oada dasarnya merupakan mewujud etika politik. Dalam situasi 

kacau, bukankah etika politik menjadi semakin reI evan. Pertama, 
betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya mem­

butuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus 

merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, hukum, atau peratur­

an perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbi­

cara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. 

Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya kor­

ban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation atau 

melawan ketidakadilan. Keberpihakan kepada korban tidak akan me­

noleransi politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi 

etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan 

yang berlaru-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya 

penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini ti­

dak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Pemyataan 

perubahan harus konstitusional menunjukkan etika politik tidak bisa 

diabaikan begitu saja. 

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama 

dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebas­

an dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). 

Definisi etika politik ini membantu untuk menganalisis korelasi anta­

ra tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang 

ada. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung 

tiga tuntutan: pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang 

lain; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan; ketiga, memba­

ngun institusi-institusi yang adil. 

Tiga tuntutan itu saling terkait hidup baik bersama dan untuk 
orang lain tidak mungkin terwujud kecuali apabila menerima plu­

ralitas di dalam kerangka-kerangka institusi yang adil. Hidup baik 

tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau 

pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan 
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perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warga negara atau 
kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan 

warga negara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi 
yang tidak adii. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimak­
sud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksa­
naan konkret kebebasan atau disebut democratic liverdes; kebebasan 
pers, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan 
sebagainya. 

Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut pe­
rilaku individual, tetapi juga terkait dengan tindakan kolektif. Dalam 
etika individual, kalau orang mempunyai panbdangan tertentu bisa 
langsung diwujudkan dalam tindakan. Adapun dalam etika politik, 
yang mernpakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangan­
nya dibutuhkan persetujuan dari banyak pihak menyangkut tindak­
an kolektif. Maka, hubungan antara pandangan hidup sese orang dan 
tindakan kolektif tidak langsung membutuhkan perantara, perantara 
ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan ko­
lektif. Perantara ini bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai, 
simbol agama, demokrasi, nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan 
sebagainya. Melalui simbol dan nilai-nilai itu politikus berupaya me­
yakinkan sebanyak mungkin warga negara agar menerima pandang­
annya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka, politik 

disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan 
melalui seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan 
melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan 
kekerasan. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi dan penya­
lahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. la berkaitan dengan ma­
salah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengondisi­

kan tindakan kolektif. 

J. ETIKA PEMERINTAHAN 

Menurut Kumorotomo (2005) setiap keputusan terkait kepen­
tingan publik harns dipertanggungjawabkan secara etis. Selanjutnya 
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Tamin (2004) menjelaskan di dalam administrasi publik etika ada­

lah hal terpenting karena menjadi fondasi bagi organisasi mencapai 
tujuan. 

Lebih lanjut Kumorotomo (2005) menjelaskan bahwa seorang ad­
ministrator yang bertugas menyelesaikan masalah teknis tidak boleh 
mengabaikan persoalan etis dan politis karena organisasi pasti terkait 

dengan kepentingan publik. Masalah publik akan berlanjut karena 
pembuat keputusan mengabaikan etika. Tamin (2004: 32) menyaran­
kan bahwa birokrasi akan bagus dengan menyadari beberapa perso­
alan sebagai berikut: a) adanya disintegrasi bangsa merupakan fakta 
di banyak negara; b) tidak bagusnya penegakan hukum; c) ekonomi 
yang tidak sehat; d) rakyat yang tidak sejahtera menimbulkan berba­

gai persoalan sosial, kesehatan, dan hukum; e) potensi daerah tidak 
diberdayakan. 

Thompson (2002; 59) menegaskan seorang pemimpin organisasi 
bertanggung jawab moral jika: a) kelalaian dalam membuata kepu­
tusan; b) hasil keputusan yang lalai murni inisiatip pimpinan. Soal 

pertama mengacu pada penyebab sedangkan soal kedua lebih kepa­
da kehendak personal. Seorang pemimpin organisasi memiliki beban 
tanggung jawab, jika ia sebenarnya dapat memutuskan hal baik di ke­
putusannya, namun jika ia tidak lakukan di sinilah permasalahannya. 

Merupakan hal lazim bahwa keputusan etis jika memiliki dam­
pak baik bagi publik dan internal organisasi. Menurut Kumorotomo 
(2005: 196-200): Seorang pembuat keputusan dapat bertanggung ja­
wab secara etis dan oral jika: a) tidak jujur, seorang yang memiliki 

otoritas sangat gampang melakukan tindakan tidak jujur sehingga 
akan merugikan banyak pihak; b) perilaku korup, pembuat keputusan 
yang memiliki posisi strategis gampang terpengaruh melakukan hal 
korup yang akan merugikan organisasi; c) conflict of interest sering di­
alami pembuat keputusan karena terdapat banyak kepentingan yang 
ada dalam sebuah perumusan keputusan; d) melanggar hukum, mi­

salnya korupsi, kriminal; e) tidak adil bahwa seorang pimpinan mesti 
melihat apa dampak keputusan bagi orang yang terdampak terutama 
bawahannya; f) pelanggaran prosedur sebuah pelanggaran karena 
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telah diputuskan dan harus dipatuhi; g) melanggar undang-undang, 

tentu saja adanya undang-undang agar bisa diikuti dengan tujuan 
tertentu; h) tidak efisien, ada kemungkinan seorang pemimpin akan 
melakukan pemborosan sumber daya organisasi namun tidak memi­
liki manfaat dan tidak dibutuhkan; i) menutupi kesalahan bahwa se­

orang pembuat keputusan harus secara jujur dan berani menyatakan 
bahwa ia telah berbuat kesalahan jika memang dilakukannya; j) tidak 
memiliki inisiatif, bahwa tugas seorang pembuat keputusan mestinya 

ia memiliki daya inisiatif yang tinggi tanpa perIu merasa khawatir 
telah membuat kesalahan, tanpa ada inisiatif organisasi akan meng­

alami stagnasi. 

K. KEPUTUSAN SEBACiAI KEBIJAKAN PUBLIK 

Sebelum membahas analisis kebijakan publik, sebelumnya secara 

ringkas diulas konsep kebijakan publik. Kebijakan publik adalah ke­
putusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersa­
rna. Di mana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sum­

ber daya, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi 
sumber daya negara. 

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki peme­

rintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek 
kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama karena hanya melalui 
kebijakan publik pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hu­

kum untuk mendisiplinkan masyarakat dan sekaligus memaksakan 
segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan 
tetapi sah dan legitimate karena didasari regulasi yang jelas.18 

Budiman Rusli lebih lanjut menjelaskan bahwa efektivitas ke­
bijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut 
dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah 

publik yang sedang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik 
merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakan yang langsung 

18 Budiman Rusli, Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, (Bandung: Hakim 
Publishing, 2013). 
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bersentuhan dengan masalah dan kepentingan masyarakat. Dalam 
perkembangan konsep kebijakan publik yang kontemporer, mene­

kankan perlunya action dari pemerintah. Walaupun pada awal per­

kembangannya kebijakan publik dapat berarti to do or not to do, yang 
menggambarkan diamnya pemerintah merupakan kebijakan. Akan 

tetapi dalam praktik, penyelenggaraan pemerintahan, not to do se­
ring kali menimbulkan kegamangan masyarakat dalam menilai sikap 
pemerintah terhadap suatu masalah yang sedang berkembang. Oleh 

karena itu dalam paradigma yang kontemporer, kebijakan publik di­

dorong pada to do yang berarti ada action yang nyata dari pemerin­
tah, walaupun bisa saja action itu salah, tetapi lebih baik daripada 
mendiamkan masalah. Kesalahan dalam pembuatan kebijakan masih 

dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya action, 
maka membuka peluang untuk terjadinya program pelayanan publik. 

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan perangkat per­

aturan (undang-undang, pedoman, program, dan sebagainya) untuk 
dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah­
an yang bertalian dengan kepentingan publik. Adapun politik pada 

esensinya merupakan perangkat institusional yang mempunyai kewe­
nangan untuk membuat perangkat kebijakan publik dan memantau 
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. 19 

Untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan publik benar-benar 

bemanfaat atau terdapat kekurangan, maka di sinilah dibutuhkan se­
buah kajian yang sering dikenal dengan analisis kebijakan publik. 

Analisis kebijakan publik merupakan disiplin ilmu sosial tradi­
sional yang menggambarkan dan menjelaskan penyebab dan konse­
kuensi kebijakan. 

"Policy analysis relies on traditional social science disciplines to des­
cribe and explain the causes and consequences of policies. But it is also 
nonnative, a tenn that rfers to value judgments about what ought to be, in 
contrast to descriptive statements about what is ... "20 

Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin 

19 Abin Syamsuddin Makmun. Politik dan Kebijakan Pendidikan. (Forum Rektor Indonesia, 2008), hlm. 4. 
2. William N. Dunn. Public Policy Analysis: An Integrated Approach, (New York: Ruotledge, 2018), hlm. 4 . 
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ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri. dan argumen­
tasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi 

kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan 
yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. 
Analisis kebijakan publik merupakan aktivitas untuk menilai menge­
nai apa yang seharusnya ada di sisi lain untuk menggambarkan apa 
yang ada. Dunn menjelaskan bahwa aktivitas analisis kebijakan pub­
Uk akan membantu memperbaiki proses kebijakan dan kinerjanya, 
dalam hal ini dilakukan para pelaku kebijakan: legislatif, eksekutif, 
yudikatif, dan publik. 21 

Analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terap­
an yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan 
fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran 
dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.22 

Nugroho menjelaskan bahwa dalam analisis kebijakan publik 

perlu memahami dua ali ran besar, Kontinental dan Anglo-Saxonis. 
Paham Anglo-Saxonis bahwa kebijakan publik bersifat deliberative 

dengan keterlibatan publik. Semen tara, Kontinentalis sebagai proses 
interaksi antara institusi negara. 

Kontinentalis menjelaskan bahwa wujud kebijakan publik dapat 
berupa: hukum, konvensi, kesepakatan, bahkan keputusan lisan dan 

perilaku pejabat publik dapat menjadi kebijakan publik. Posisi rakyat 
di kontinentalis hanya sebagai penerima dari tindakan aktor penge­
lola negara. Begitu juga yang berlaku di Indonesia yang hukumnya 

terpengaruh Kontinental, dalam perumusan kebijakan, publik tidak 
dilibatkan. Kebijakan publik merupakan produk dari legislatif dan 
eksekutif. 

Sementara paham Anglo-Saxonist menggunakan konsep egaliteri­

an dan libertarian sebagai dasar bahwa semua orang mempunyai hak 

dan kebebasan. Oleh karena itu, paham yang didasarkan John Stuart 
Mills (1806-1873) dalam "On Liberty" ini berdampak pada proses ke­

"William N. Dunn, Pengafltar Anaiisis Kebijakan PubHk, terj. Samodra Wibawa dkk., (Yogyakarta: Gajah· 
mada University Press, 2003), htm.1-2. 

22 Ace Suryadi dan HAR. Tilaar, Anaiisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Rosda­
karya, 1993). 
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bijakan publik yang menempatkan publik dan negara sejajar dalam 
merumuskan kebijakan publik. 

Di kawasan Anglo-Saxon, lazim istilah-istilah: public interest, pub­

lic opinion, public goods, public low, public sector, health public, public 
transportation, public education, public service broadcasting, public acco­
untability, public toilets, publcc order, public debt. Sehingga jelas bahwa 

kebijakan publik merupakan persoalan yang mengatur kepentingan 
bersama. 

Perhatian yang harus dimiliki oleh analis kebijakan: a) Perhati­
an terhadap masalah dan hubungan antara kebijakan publik dengan 
masalah tersebut; b) Perhatian terhadap isi dari kebijakan publik; 
c) Perhatian terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh 

pembuat kebijakan (lebih fokus pada input dan proses); d) Perhatian 
terhadap konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan dalam kaitannya 
dengan output dan outcomes. 

Adapun para pelaku analisis kebijakan publik, di antaranya: 
1. 	 Universitas, yaitu para akademisi yang memiliki perhatian ter­

hadap kebijakan dan masalah yang melingkupinya serta proses 
kebijakan. 

2. 	 Lembaga penelitian independen dan think tank, yaitu dapat beru­
pa pegawai tetap atau partikelir yang terlibat dalam riset terten­

tu. 
3. 	 Unit kebijakan, yaitu para analis kebijakan yang bertanggung ja­

wab melakukan penelitian dan penyelidikan pada pemerintah, 
lembaga-Iembaga pemerintah dan institusi publik lainnya. 

4. 	 Kelompok penekan dan kelompok lobby, di mana kelompok pe­
nekan berusaha memengaruhi kebijakan dengan cara melakukan 
pemantauan dan pengembangan ide-ide tentang alternatif kebi­
jakan. 

5. 	 Partai politik, yaitu terdapat departemen!unit yang melakukan 
riset dan pengembangan kebijakan dalam menunjang kegiatan 
partai politik. 

6. 	 Konsultan tidak tetap, yaitu seseorang yang melakukan riset khu­
sus berdasarkan kontrak. 
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Patton and Sawicki dalam bukunya yang berjudul Basic Methods 
of Policy Analysis and Planning membagi analisis kebijakan menjadi 

enam langkah sebagai berikut: 

1. 	 Menentukan atau mendefinisikan masalah kebijakan dengan cara 

menganalisis data dan informasi yang reI evan dengan masalah 

tersebut. 

2. 	 Mengidentifikasi atau mengembangkan kriteria untuk pemecah­

an masalah. Dalam hal ini, seorang pengambil kebijakan harus 

memperhatikan faktor terkait sebelum memutuskan sesuatu. 

3. 	 Membuat daftar altematif yang akan dipilih sebagai kebijakan 

terbaik dalam menyelesaikan masalah kebijakan. 

4. 	 Melakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap kriteria yang di­

kembangkan, dengan memberikan bobot terhadap setiap kriteria. 

5. 	 Melakukan evaluasi terhadap setiap altematif berdasarkan kri­

teria yang telah ditentukan, untuk kemudian memilih alternatif 

terbaik sebagai kebijakan terpilih. 

6. 	 Menjalankan kebijakan yang telah dipilih. 

Dalam menentukan evaluasi kebijakan, ada beberapa kriteria 

yang perlu diperhatikan. Mengapa analis kebijakan memerlukan 

kriteria dalam mengevaluasi altematif kebijakan? Berikut beberapa 

alasan mengapa diperlukan kriteria dalam mengevaluasi altematif 

kebijakan di antaranya: 

1. 	 Untuk menghindari adanya favoritism atau keberpihakan terha­

dap salah satu altematif kebijakan. 

2. 	 Memberikan aturan yang harus diikuti oleh analis kebijakan. 

3. 	 Sebagai standar dalam menetapkan peringkat altematif terbaik 

(terpilih) dan dalam membuat keputusan. 

Menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan merupakan penting dalam proses analisis kebijakan. Ke­

beradaan kriteria yang akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat 

keputusan terbaik akan menghindarkan adanya favoritism atau ke­
berpihakan terhadap salah satu alternatif yang telah dikembangkan. 

Di samping keberadaan kriteria evaluasi sebelum melakukan 

• 131 



132 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

pemilihan alternatif kebijakan juga menggambarkan adanya aturan 
main yang jelas yang harus diikuti oleh analis kebijakan. Hal ini se­
bagaimana pendapat Milan Zeleny dalam Patton dan Sawicki bahwa 

"Criteria are what we use to guide making a decision. They can be 'me­

asures, rules, standards ... all those attributes, objectives, or goals which 

have been judged relevant in given decision situationy a particular decisi­

on maker". Bahwa kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi standar, 

aturan, dan tuJvan yang dirujuk oleh pengambil kebijakan. 
Oleh karena itu, sebelum menetapkan kriteria dalam pengam­

bilan keputusan maka diperlukan pendefinisian permasalahan yang 
sangat jelas dan perumusan sasaran spesifik serta tujuan yang teru­

kur dari apa yang akan dicapai dari kegiatan memecahkan masalah 
publik. Apabila telah diketahui apa yang diinginkan dari dilakukan­
nya pengambilan keputusan ini, maka akan lebih mudah menetapkan 

kriteria apa yang tepat untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. 
Quade memandang kriteria dalam pengambilan keputusan seba­

gai standard yang dapat digunakan saat kita akan menetapkan urutan 

dari setiap alternatif. Untuk dapat membuat ranking tersebut, maka 
diperlukan pengukuran untuk menjadikan kriteria tersebut lebih ope­
rasional. Mengoperasionalkan kriteria berarti pula membuat kriteria 

tersebut lebih spesifik. Operasionalisasi kriteria harns tepat sehing­
ga prosedur apa pun yang akan digunakan mendapatkan hasil yang 

sarna. Patton dan Sawicki lebih lanjut membedakan definisi operasio­
nal dari tujuan, sasaran, kriteria, ukuran sebagai berikut. 

Tujuan adalah pernyataan formal tentang apa yang ingin dica­
pai dalam jangka panjang. Adapun sasaran lebih difokuskan kepa­
da pernyataan tentang kondisi akhir yang ingin dicapai pada kurun 
waktu tertentu dan pada batasan lingkup target populasi tertentu. 
Adapun kriteria merujuk pada pernyataan spesifik tentang dimensi 

dari tujuan-tujuan yang ada yang akan digunakan untuk mengevalu­
asi alternatif kebijakan atau program. Beberapa dimensi tersebut ter­
masuk di dalamnya adalah kriteria biaya, kemanfaaatan, efektivitas, 
risiko, keberlangsungan secara politis, kemudahan administratif, le­

galitas, ketidakpastian, keadilan, dan dimensi waktu. Kemudian yang 
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dimaksud ukuran merupakaan' definisi operasional yang terukur dari 

kriteria. Setiap kriteria selayaknya memiliki berbagai ukuran yang 

'melekat. Ukuran tersebut dapat digunakan secara berbeda dari waktu 

ke wfkiu pada,masalah yang sarna dalarn rangka membuat keputus­

an ya;ng tepat tentang bagaimana mendekatkan alternatif-alternatif 

yang ada pada kriteria yang telah ditetapkan. Dalam melakukan ana­

lisis keQ,ijakan, seorang analis hams mencermati bahwa proses d~jarn 

menetapkan sasaran, tujuan, kriteria, dan ukuranmerupakan proses 
. \ 

yang sangat penting khususnya saat kita akan membuat keputusan 

atau menilai apakah kebijakan atau program yang diajukan memang 

tepat diterima dan l{~bih baik dari yang lain.23 

Ada beberapa kategori kriteria evaluasi yang dapat digunakan 

dalarn melakukan ataumemutuskan rekomendasi untuk tindakan di 

antaranya dengan menggunakan Bardach's typology. Bardach memba­

gi kriteria evaluasi menjadi empat kriteria, yaitu: 

1. 	 Technical feasibility: mengukur apakah alternatif kebijakan yang 

diajukan secara teknis dapat mencapai tujuan yang telah ditetap­

kan.! 
2. 	 Economic and financial possibility: berapa. biaya yang harus dikelu­

arkan oleh setiap alternatif kebijakan dan apakah yang nantinya 

dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan. 

3. 	 Political viability: mengukur apakah setiap alternatif kebijakan 


akan memberi darnpak kekuatan secara politis bagi kelompok 


tertentu. 


4. 	 Administrative operatibility: mengukur kemungkinan diterapkan­

nya altematif kebijakan tersebut dari perspektif administratif 


, (ketersediaan sum];ler daya manusia, finansial, fasilitas, maupun 
',~ 

waktu).24 

Ataupun dapat juga menggunakan kategori kriteria evaluasi me­


nurut Dunn yang membagi kriteria evaluasi menjadi e1iarn kriteria 


seperti pada tabel halarnan berikut ini. 


23 Patton V. dan Sawicki D, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice. Hall. 1,993. 
2' Bi!rdach, E. A Practical Guide For Po/icy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Sol­


ving, ~"tIshington DC: Sage, 2012), 
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TABEl KATEGORI KRITERIA EVALUASI 

Efektivitas 

",,"," 

Efisiensi 

Kecukupan (adequacy) 

Kesamaan (equity) 

Responsivitas 
(responsiveness) 

Kelayakan 
I (appropriateness) 

Apakah altematlf yang direkomendasikan memberikan 
hasil (akibat) yang maksimaL 

Apakahalternatif yang direkomendasikan membuahkan 
hasH yang rasio efektivitas biayanya lebih tingg'i dari batas, 
tertentu (efisiensi marginal). 

Seberapajauh alternatif tersebut dapat memenuhi tingkat 
kebutuhan yang dipermasalahkan. ' 

Apakah alternatif yang direkomendasikan menghasilkan 
lebih banyak distribusi yang adil terhadap sumber yang ada 
dalam masyarakat. 

Seberapa jauh a,lternatif tersebut dapat memuaskan' 
kebutuhan. preferensi, ata;.: nilai kelompok-kelompok 
masyarakat tertentu. 

Apakah alternatif yang direkomendasikan merupakan 
pilihan yang layak. 

Sebagai bagian penting dari aktivitas melakukan analisis kebi­
jakan adalah aktivitas melakukan penilaian terhadap berbagai alter­
natif-altematif kebijakan yang akan disajikan kepada.para pembuat 
keputusan. Dari hasil penilaian tersebut, akan menghasilkan informa­
si menyeluruh perihal konsekuensi dari setiap altematif yang dapat ' 
dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. 

Ada beberapa sumber dalam mengembangkan altematifkebiJak­
an, hal ini merupakan salah satu cara untuk memilih tujuan, sasaran, 
dan altematif. 

1. 	 Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut. 
2. 	 Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian atau pengetahuan khu­

sus dari orang-orang tertentu tang dipercayai memahami suatu 
masalah. 

3. 	 Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif. 
4. 	 Teori ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu 

sosial dan eksakta sebagai sumber altematif kebijakan. 
5. 	 Motivasi; keyakinan, nilai, dan kebutuhan dad para penentu ke­

bijakan. \ , 
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6. 	 Kasus paralel; pengalaman yang sarna yang dialami oleh negara­
negara lain dalam menangani masalah yang sarna. 

7. 	 Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda. 

Para analis kebijakan dapat menggunakan berbagai pendekatan 
dalam melakukan penilaian berbagai alternatif kebijakan. Pengguna­
an pendekatan/metode tertentu dalam melakukan analisis biasanya 
dengan pertimbangan dan untuk tujuan mendasar dilakukannya ana­
lisis kebijakan. Menurut Dunn metode analisis kebijakan berusaha 
menggabungkan lima prosedur umum yang dipakai dalam,pemecah­
an masalah sebagai berikut: 
1. 	 Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang 

menimbulkan masalah kebijakan. 
2. 	 Prediksi: menyediakan informasi mengenai konsekuensi al masa 

mendatang dari penerapan alternatifkebijakan (termasukjika ti­
dak melakukan sesuatu). 

3. 	 Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan konseku­
ensi alternatif kebijakan di masa mendatang. 

4. 	 Deskripsi: Menghasilkan informasi mengenai konsekuensi masa 
sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. 

5. 	 Evaluasi: Menghasilkan informasi mengenai kegunaan alternatif 
kebijakan dalam memecahkan masalah. Analisis yang dilakukan 
dalam rangka memberikan penilaian terhadap masing-masing al­
ternatif kebijakan lebih disebut dengan analisis solusi. 

Salah satu peran penting analisis kebijakan adalah memberikan 
forecasting terhadap efek kebijakan di masa depan. Peramalan menu­
rut Dunn adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual 
tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada 
tentang masalah kebijakan. 

Beberapa alas an mengapa perlu dilakukan peramalan dalam ana­
lisis kebijakan: 
1. 	 Untuk menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di­

mas a depan dan konsekuensinya (secara umum mirip dengan tu­
juan riset eksakta dan sosial) . 
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2. 	 Memungkinkan kontrol yang lebih besar karena dipahaminya 

kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya, suatu tujuan yang 
mengandung arti bahwa masa depan dapat ditentukan masa lalu. 

3. 	 Memungkinkan kita membentuk masa depan secara aktif, lepas, 
dari apa yang telah terjadi di masa lalu. 

Selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam melakukan peramal­
an, yaitu; 1) memutuskan apa yang akan diramal (objek ramalan); 2) 

menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/dasar untuk mera­
mal): asumsi atau data yang digunakan untuk menetapkan kemung­
kinan (plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan yang telah 
ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku dari penentu kebijakan; 3) 

memilih teknik yang paling sesuai dengan objek dan dasar yang di­
pakai. Seperti telah dijelaskan diatas ada beberapa pendekatan dalam 
diramal (objek ramalan). 

Berikut beberapa objek ramalan menurut Dunn: 
1. 	 Konsekuensi dari kebijakan yang ada: mengestimasi perubahan 

yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak menempuh tindakan 
baru. 

2. 	 Konskuensi dari kebijakaan baru: mengestimasi perubahan di 
dalam masyarakat yang diduga akan terjadi jika kebijakan baru 

diterapkan. 
3. 	 lsi dari kebijakan baru: mengestimasi perubahan-perubahan dari 

isi kebijakan yang baru. 

4. 	 Perilaku para penentu kebijakan: mengestimasi dukungan (atau 
oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan baru. 

Patton dan Sawicki memperkenalkan dua metode untuk menen­
tukan altematif kebijakan yaitu peramalan dan evaluasi. Analisis 
peramalan terdiri dari; eksploitasi, modeling, dan intuitif.25 Adapun 

analisis evaluasi terdiri dari; teknik discounting, teknik three measures 
of efficiency, teknik analisis sensitivitas. Selanjutnya Nugroho26 me­
nyebutkan ada tiga bentuk peramalan masa depan kebijakan, yaitu: 

2S Patton V. dan Sawicki D, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, (USA: Prentice Hall, 1993). 
2. Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). 
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1. 	 Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas eks­

trapolasi hari ini ke mas a depan, dan produknya disebut proyeksi. 

2. 	 Peramalan teoretis, yaitu ramalan yang didasarkan kepada suatu 

teori, dan produknya disebut sebagai prediksi. 

3. 	 Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan 

penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut sebagai 

perkiraan (conjecture). 

Analisis kebijakan perlu melakukan evaluasi terhadap alternatif 

kebijakan yang telah dibuat. Hal ini diperlukan untuk memberikan 

suatu informasi kepada pengambil keputusan mengenai dampak atau 

manfaat yang akan didapat pada saat mengambil atau memutuskan 

dalam memilih alternatif kebijakan. Evaluasi alternatif kebijakan da­

pat dilakukan dengan membandingkan berbagai alternatif kebijakan 

dengan memanfaatkan informasi hasil peramalan dampak setiap al­

ternatif berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan basis 

rasional yang digunakan. Dalam menilai alternatif kebijakan terdapat 

ukuran-ukuran rasionalitas yang dapat digunakan di antaranya: 

1. 	 Rasionalitas teknis: atas dasar kemampuan masing-masing me­

mecahkan masalah publik secara efektif. 

2. 	 Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya menemukan 

pemecahan masalah publik yang paling efisien. 

3. 	 Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap per­

aturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelum­

nya. 

4. 	 Rasionalitas sosial: atas dasar kemampuannya dalam memperta­

hankan atau meningkatkan institusi sosial yang bernilai, yaitu 

menyelenggarakan kelembagaan. 

5. 	 Rasionalitas substantif: atas dasar kemampuannya untuk membu­

at pilihan yang paling tepat di antara dua atau lebih bentuk rasi­

onalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) di bawah kondisi yang 

ada. 
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Menurut Dunn27 ada korelasi antara kriteria dan penggunaan ra­
sionalitas, seperti dapat dilihat pada tabel. 

TABEl KETERKAITAN ANTARA KRITERIA DAN PENGGUNAAN RASIONALITAS 

Kriteria Esensi Rasionalitas 

Efektivitas Menyeleksi berbagai alternatif untuk Rasionalitas 
dijadikan rekomendasi kebijakan teknis 
berdasarkan pertimbangan apakah 
alternatif yang direkomendasikan 
memberikan hasil (akibat) yang 
maksimal. 

Efisiensi 	 IMenyeleksi berbagai alternatif untuk IRasionalitas 
dijadikan rekomendasi kebijakan Ekonomi 
berdasarkan pertimbangan apakah 
alternatif yang rasio efektivitas biayanya 
lebih tinggi dari batas tertentu (efisiensi 
marginal). 

Kecukupan I	Menyeleksi berbagai alternatif untuk 
dijadikan rekomendasi kebijakan 
dengan melihat seberapa jauh alternatif 
tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan 

Kesamaan IMenyeleksi berbagai alternatif untuk IRasionalitas 
(Equity) dijadikan rekomendasi kebijakan legal dan 

dengan didasarkan pertimbangan sosial 
apakah alternatif yang direkomen­
dasikan menghasilkan lebih 
distribusi yang adil terhadap 
yang ada dalam masyarakat. 

Responsivitas Menyeleksi berbagai aLternatif untuk IRasionalitas 
(Responsiveness) diiadikan rekomendasi kebiiakan sosial 

Kelayakan Rasionalitas 
(Appropriateness) substantif 

"William Dunn. Pengantar Analisis, hlm.l0. 

138 	 II 
1·11 

i 



7 • TEKNIK-TEKNIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BIRDKRATlS ... 

L. REFORMASI BIROKRASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Birokrasi secara sederhana diartikan sebagian organisasi pe­

merintah, baik pemerintah pus at maupun pemerintah daerah yang 

menjalankan tugas sebagai penyedia (pelayanan) jasa kepada masya­

rakat. Dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta (private), ma­

upun organisasi publik (Public) termasuk organisasi pemerintahan di 

dalamnya terdapat organ-organ yang membentuk sebuah organisasi 

sehingga organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Menurut Weber sebagaimana dikutip Zaidan Nawawi, rumusan bi­

rokrasi pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang 

tertib, tertata, dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang ser­

ta memiliki prosedur dalam tatanan suatu organisasi. Model birokrasi 

Weber adalah pembagian kerja yang sistematis. Mengacu pada teo­

ri Weber, Albrow mengajukan ciri-ciri utama birokrasi ideal, yaitu: 

(1) adanya struktur hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari 

atas ke bawah dalam organisasi;, (2) adanya serangkaian porsi-porsi 

jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang 

tegas; (3) adanya aturan-aturan, regul~si-regulasi dan standar-stan­

dar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para 

anggotanya; (4) adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat 

yang dipekerjakan atas dasar karier dengan promosi yang didasarkan 

atas kualifikasi dan penampilan (kinerja). 

Tamin (2004) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi adalah me­

nyusun kembali struktur dan budaya kerja organisasi pemerintah de­

ngan perspektif peningkatan kualitas dan pelayanan prima bagi ma­

syarakat. Di sebuah birokrasi aparatur negara harus bersikap netral, 

tidak melayani masyarakat berdasarkan agama, suku, golongan, dan 

pilihan politik. Setiap pelayanan yang diberikan harus dapat diper­

tanggungjawabkan sehingga dicapai apa yang dituju dalam reformasi 

birokrasi yang dikenal dengan good governance. 
Menurut Thompson bobroknya birokrasi pemerintahan dalam 

menjalankan tanggung jawabnya dikarenakan para pembuat kepu­

tusan juga tidak memiliki etika dan moral yang baik dalam men­

jalankan jabatan publiknya. Sehingga pelayanan yang diberikan di 
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lembaganya menjadi setengah hati, tidak ikhlas dan sangat tidak me­
muaskan publik. 

Teori birokrasi Weber adalah yang diterapkan di Indonesia, bisa 

dilihat dengan struktur hierarkis di setiap birokrasi pemerintahan. 
Secara teoretis birokrasi Weber akan menyederhanakan persoalan 

dan memberi dampak efektif bagi lembaga. Setiap pos biro memi­
liki tugas masing masing yang telah didistribusikan. Menurut Thoha 
(2008) birokrasi Weber sangat ideal diterapkan di Indonesia. 

M. 	PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN STREET LEVEL 
BUREAUCRACY (SLB) 

Rosyadi (2010: 84) menampilkan fakta bahwa di Indonesia saat 
ini reformasi birokrasi masih sebatas slogan. Perbaikan bel urn dirasa­

kan oleh publik khususnya masyarakat bawah yang masih sulit dalam 
berbagai urusan, misalnya dalam pengurusan surat menyurat KTP, 
akte lahir, surat tanah, dan berbagai administrasi negara lainnya, 

bahkan untuk membayar pajak yang memberi pemasukan kepada ne­
gara pun harus mengalami kesulitan birokratis. Jika melihat fakta ini, 
dapat disetujui apa yang disampaikan oleh Rosyadi. Berbagai cara 
dilakukan untuk menuntaskan agenda reformasi birokrasi. 

Michael Lipsky (1980) mengajukan konsep yang dinamai Street­
Level Bureaucacy (SLB) bahwa seorang pejabat publik atau birokrat 
harus memberi pelayanan langsung kepada masyarakat. Manajer 

operasional ini menjalankan apa yang telah diputuskan manajemen 

puncak mereka. Ciri khas dari cara ini, yaitu bersifat adil anti diskri­
minasi dalam pelayanan. 

Menurut Michael Lipsky (1980) SLB memberi keringanan kepa­

da pembuat keputusan di level bawah. Hal ini dilakukan agar tidak 
terjadi kemacetan operasional dan taktis yang dapat menghambat 
kemajuan organisasi. Namun demikian, teori ini tidak cukup sukses 

di Indonesia, karena hampir rata birokrasi Indonesia berwatak korup 
yang sangat bertentangan dengan etika dan moral pejabat publik. 

Lipsky (1980) menjelaskan bahwa SLB sering menyebabkan kon­

flik keorganisasian ketika manajer operasional menjalankan sebuah 

• 



I 
lid 

7 • TEKNIK·TEKNIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BIRDKRATIS ... 

diskresi. Astuti (2011) menjelaskan bahwa diskresi sebagai sebuah 

kondisi ketika pemimpin lembaga bagaimana keputusan pemerintah 

diaplikasikan dengan cara tertentu walupun mungkin melanggar per­

aturan. Melalui diskresi keputusan diharapkan akan meraih kesukse­

san. Menurut Astuti (2011) diskresi dibutuhkan untuk mewujudkan 

keputusan terutama dalam kebijakan publik agar bisa diselesaikan 

secara cepat. 
Salah satu inti dari reformasi pelayanan publik adalah memper­

baiki gaji yang diterima birokrat sipil. Gaji yang belum layak dibe­

rikan oleh pemerintah dapat mendorong terjadinya korupsL Kurang­

nya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling 

menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia 

(Harnzah, 1984: 17). Namun kenyataannya, melihat fakta di atas, 

meskipun pemerintah sudah melakukan perbaikan kenaikan gaji bagi 

pegawai negeri, praktik-praktik korupsi tersebut masih berlangsung 

hingga saat inL Inilah sebuah ironi yang melanda bangsa kita. Faktor 

etikalah yang berperan dalarn hal inL Penerapan etika aparatur nega­

ra dapat menjadi kontrol pada tiap individu aparatur negara terse but 

dalarn melaksanakan kewajibannya. 

N. ETIKA PEJABAT NECiARA 

Terdapat persoalan etika pejabat negara salah satunya adalah 

makin maraknya korupsi (Hamzah, 1984: 17). Persoalan korupsi ini 

karena penerapan etika pengelola negara yang tidak pada tahap pe­
laksanaan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi birokrasi (Tamim, 
2004: 76). Selanjutnya Tamin menjelaskan bahwa dibutuhkan kerja 

kolektif dalarn merubah birokrasi, sehingga tidak terdapat lembaga 

birokrasi negara yang mennetangnya. Menurut Tamin (2004: 31) re­

formasi birokrasi penting dilakukan karena: a) menghindari kekacau­

an di masyarakat karena kondisi yang sangat dinamis; b) begitu kuat 

arus disrupsi terjadi yang berdarnpak bagi organisasi; c) etika juga 

memperkuat identitas dan jati diri karena tidak gampang terpenga­
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ruh beragam ideologi. 

Niat utama melkukan perubahan birokrasi agar pemerintahan 
dapat berlangsung secara benar dan aparatur negara bekerja sesuai 

standar. Ketika melakukan perubahan birokrasi perlu melihat keluar 
yang menjadi lapangan kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu, menu­
rut Tjokroamidjojo (2000: 26) perlujuga dilakukan orientasi internal 

atau inward looking. 

o. PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS 

Heyler (2007) menjelaskan bahwa tyerdapat kaitan individualis­

me dan kolektivisme dengan pembuatan keputusan etis. Ajzen (1991) 
menjelaskan bahwa planned behavior theory lebih cenderung kepada 
individualisme. Sementara Ashkanasy (2014) menegaskan bahwa di 
keputusan kolektivisme cenderung diarahkan kelompok sosial. 

Etika terkait dengan banyak aspek, seperti: politik, ekonomi, so­
sial, dan bisnis. Menurut laporan Living The Business Ethics tahun 
2014, bahwa di Indonesia penegakan hukum tidak berjalan baik, 
kurang tersedia peraturan, serta kuatnya apatisme masyarakatnya. 

Indonesia masih dikategorikan negara yang masih sulit menjalankan 
etika hal ini dapat dilihat dari riset ACFE tahun 2016 yang poin­
nya sebagai berikut: karyawan cenderung membuat keputusan korup 

(77%); fraud keuangan organisasi (4%); dan penyalahgunaan aset 

(19%). Hal ini terjadi ketika tidak adanya pengawasan dari organisa­
si. Berbeda dengan di Amerika, sebuah lembaga survei NBES di tahun 

2013 menyimpulkan bahwa 66% organisasi memiliki etika yang kuat 
dan 81 % disediakan pelatihan etika. Adapun 74% karyawan kesalah 
di lokasi kerja. 

Menurut Matsumoto (2013) begitu pentingnya etika di budaya or­
ganisasi sehingga menjadi pedoman perilaku. Budaya dapat mencapai 
makna hidup bagi anggota organisasi. Budaya individu ini akan sa­
ngat memengaruhi budaya kolektif organisasi (Shiraev & Levy, 2010). 

Hofstede (1980) menjelaskan bahwa budaya sangat memenga­

ruhi keputusan organisasi. Beragamnya kultur organisasi juga sangat 
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memengaruhi pilihan keputusan. Perbedaan pandangan ini karena 

terdapat kultur individu yang berbeda. 
Di budaya individu, personel cenderung membangun kinerja baik 

karena memiliki misi untuk kapasitas individu, maka dalam pembu­
atan kepuntusan sangat berorientasi pada individu. Adapun di buda­
ya organisasi kolektif budaya kerja tim menjadi budaya kerja. 

Menurut Jones (1991) keputusan etis didasarkan dengan moral 
agar dapat diterima. Selanjutnya Lincoln & Holmes (2010) mengata­

kan bahwa ketika membuat keputusan akan dialami sebuah dilema, 
maka perIu pertimbangan matang dalam perumusan keputusan. 

Situasi dilema moral muncul karena faktor berikut: konsekuensi 
keputusan, baik dan buruk berdasarkan kesepakatan sosial, kemung­

kinan risiko, kedekatan pengambil keputusan dengan terdampak (Jo­
nes, 1991). Selanjutnya Rest (1986) tahap proses keputusan etis meli­

puti penilaian moral, intensi moral, dan tindakan moral. McMahon & 

Harvey (2007) menjelaskan adanya kesadaran moral anggota karena 

tersedia pelatihan etika di lokasi kerja. 
Menurut Thoyibatun (2012) perIu dilakukan pelatihan etika 

berdasarkan level organisasi. Novius (2008) mengutarakan bahwa 
dengan adanya pelatihan akan membuat personel organisasi meng­

hindari keputusan tidak etis. Lebih lanjut Thoyibatun mengatakan 

tindakan tidak etis karena tidak adanya pengawasan. Berdasarkan 
studi karyawan di Amerika mengambil keputusan etis walau tanpa 
adanya pengawasan. 

Kondisi organisasi berdampak pada pengambilan keputusan 
(Syamsi, 2000: 23). Kesesuain struktur dengan jenis organisasi akan 
membuat keputusan semakin baik (M. Fitiri dan Widho, 2002). Struk­

tur organisasi dapat meningkatkan tanggung jawab anggota organi­
sasi (Muhammad Ridah Suaib, 2008). HasH penelitian ini didukung 
oleh Stephen P Robbins. 

"Struktur organisasi merupakan alat pengendalian organisasional yang menun­
jukkan tingkat pelimpahan wewenang pimpinan puncak dalam pembuatan ke­
putusan yang secara ekstrem dikelompokkan meniadi dua, vaitu sentralisasi dan 
desentralisasi", 
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Menurut Widjajanto (2001: 18) bahwa struktur organisasi merupa­

kan struktur hierarkis yang mendistribusi kerja dan tanggung jawab . 

• 
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8 
PENYELESAIAN MASALAH DAN 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

A. KARAKTERISTIK MASALAH 

George R. Terry menjelaskan bahwa pemecahan masalah sebagai 
pemilihan alternatif bahkan lebih. Chester Bernard mengatakan bahwa 
analisis pembuatan keputusan yang komprehensif, yaitu menggunakan 
teknik untuk menyederhanakan pemilihan. 

Secara sederhana bahwa pengambilan keputusan yaitu memilih 
alternatif dalam menyelesaikan persoalan organisasi. Namun demiki­
an harus dilakukan penganalisaan dengan ketersediaan informasi, se­
hingga dapat dijelaskan persoalan hingga terpilih alternatif-alternatif 

selanjutnya dapat diputuskan mana yang terbaik untuk dijalankan. 
William Dunn (1994) menjelaskan bahwa masalah merupakan 

kesenjangan das solen dan sein. Jika dilihat dalam bahasa statistik 

yaitu deviasi. Johanes Supranto (1998: 21) menyatakan masalah ada­
lah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Prajudi Atmosudirdjo 
(1990: 161) mengatakan apa yang telah ditetapkan tidak terwujud. 
Adapun McLeod (1996: 200) secara sederhana menyatakan bahwa 

masalah merupakan sebuah potensi kerugian bagi organisasi. 
Dunn (1994) menjelaskan beberapa karaktersitik masalah ke­

putusan, sebagai berikut: a) memandang masalah secara holistik; b) 
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k1asifikasi penyebab persoa1an; e) keputusan ada ketika ada pembu­
at keputusan yang ingin mengubah atau memberi solusi atasnya; d) 

tyerdapat beragam dinamika dalam se1esaikan masalah. 
Dunn (1994) menguraikan masalah sebagai berikut: 1) masalah 

sederhana, persaolan yang cukup diselesaikan dengan tidak terlam­
pau ban yak altematif, keputusan cukup diyakini keakuratannya; 2) 

masa1ah agak sederhana, sebuah keputusan yang di dalamnya ter­
libat tidak terlampau banyak keputusan dengan hasil yang belum 
meyakinkan; 3) masalah rumit, masalah yang mengikutkan banyak 

pengambil keputusan dengan hasH dari setiap altematif tidak dapat 
dipastikan. 

Adapun McLeod (1996: 203) membedakan masalah sebagai beri­
kut: 1) masalah terstruktur sebuah masalah yang memiliki relasi an­

tar elemen shingga dapat dipahami pengambil kebijakan; 2) masalah 
tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak dapat dipahami pengam­
bil kebijakan; 3) masalah semi struktur, merupakan masa1ah yang 

elemennya hanya dipahami oleh pemecah masalah. 
Siagian (1980: 98) menje1askan bahwa masalah yang dapat di­

jelaskan dengan baik artinya sebagian masalah sudah dapat di atasi. 
Patton dan Sawicki (1986: 103) wa1au pun mendefinisikan masa1ah 

bukan hal gampang, namun tetap harus diselesaikan dengan pengam­

bil keputusan. Sementara Miller dan Starr (1978) mengatakan bahwa 
terdapat pengambil keputusan yang menye1esaikan masalah namun 
ada juga yang menundanya dengan alasan: tujuan yang diharapkan, 
ruang lingkup organisasi, dan keuntungan yang diharapkan. 

Oleh karena itu, Dunn (1994) secara tegas mengtakan bahwa da­

lam meneari solusi harus dipahami terlebih du1u hakikat persoalan. 

Dunn menyebut ada empat fase sebagai berikut: 1) pencarian masa­
lah, sebuah tahap mengidentifikasi dan menghadirkan apa persoalan 
sebenamya yang terjadi; 2) pendefinisian masalah, yaitu menjelaskan 
substansi masalah dari hal paling keeil sampai hal besar; 3) spesifika­
si masalah yaitu tahap analisis yang memperluas masalah secara 10­
gis; 4) penghayatan masalah, sebuah tahapan merumuskan masa1ah 

dengan cara memahami situasi masalah. 

• 
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Miller dan Starr (1978) memberikan empat cara dalam mengenali 

masalah: 1) konfrontasi berhadapan sebuah masalah yang dikaji dari 
fenomena; 2) mengawasi pencegahan, keputusan yang memuat risi­
ko; 3) gangguan ekstemal merupakan reaksi ekstemal atas keputus­

an sebelumnya; 4) pencarian acak, apabila tidak masalah ditemukan 
maka dumunculkan asumsi bahwa tidak ada apa pun yang sempuma. 

Persoalan sangat subjektif sehingga bagi para pembuat keputusan 
ini menjadi persoalan sendiri. Untuk mengatasinya maka pembuat 

keputusan membutuhkan perumusan masalah yang harus tepat. 
Seorang pembuat keputusan yang baik salah satu cirinya adalah 

memahami prioritas yang akan segera diberi solusi. Pengenalan ma­

salah dan harapan yang diinginkan menjadi syarat agar bisa menye­
lesaikan masalah. Azhar Kasim (2003) terdapat beberapa masalah 
dalam pengidentifikasian masalah: a) keinginan pragmatis menga­
takan bahwa masalah sudah ada padahal belum teridentifikasi; b) 

sering merumuskan rna salah dalam wadah yang sempit yang dapat 
menghambat gerak organisasi; c) sering menyimpulkan gejala-gejala 
sebagai persoalan, contoh, sakit kepala bukan berarti harus diobati 
dengan pH Paramex, bisa jadi sedang ada persoalan kuliah. 

B. KONOISI OALAM PENYELESAIAN MASALAH 

Huber (1980: 8) merekomendasikan beberapa nal penting dalam 
menyelesaikan masalah: Brainstroming. seorang pembuat keputusan 
melakukan teknik memancing anggota organisasi dengan mengajak­

nya diskusi agar muncul solusi yang dapat dijadikan altematif. Kedua, 

teknik grup nominal, sebuah cara yang dilakukan pembuat keputusan 
agar anggota organisasi dapat menilai data dan fakta yang ada. 

Teknik Delphi, seorang pembuat keputusan memperoleh data dari 

para ahli dengan selenggarakan sebuah forum. Para ahli kemudian 
diminta menjawab mengenai persoalan yang ingin dicari solusinya. 

Menurut Azhar (2003) ketika melakukan pembuatan keputusan 
dapat dilandaskan dengan beberapa hal berikut: a) sebuah keputusan 

darurat sebaiknya menghindari risiko terbanyak. Contoh, ketika akan 
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bepergian jauh yang dianggap akan mengalami sulit mencari makan, 
maka persiapkan terlebih dahulu; b) sebuah kondisi sejumlah pilih­
an yang berkualitas sangat penting. Misalnya, ketika menggunakan 
sebuah obat, dokter akan memberinya sesuai penyakitnya; c) sebuah 

kondisi tidak sukses merumuskan penyelesaian masalah, maka solu­
sinya dicari keputusan yang pernah ada sebelumnya. 

Evaluasi berbagai pilihan dapat mempertimbangkan hal berikut: 
1) tantangan internal misalnya kurang sumber daya manusia dan 
sumber daya finansial; 2) tantangan eksternal yang menganalisis bah­
wa sebuah persoalan terkait dengan beberapa faktor. 

Quade mengemukakan langkah-Iangkah apa yang sekiranya per­
lu dilakukan dalam menangani masalah: 
1. 	 mengusahakan keterangan dan penjelasan yang lebih lanjut ten-

tang masalah itu sendiri; 
2. 	 identifikasi sasaran dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan; 
3. 	 mengukur tingkat keberhasilannya; 
4. 	 menentukan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan; 
5. 	 memperhatikan sektor lingkungan; 

6. 	 meneliti satu per satu alternatif pemecahan masalah sehingga 
masing-masing diketahui kelemahan dan keunggulannya; 

7. 	 merumuskan model mana saja yang dimungkinkan untuk peme­
cahan masalah; 

8. 	 mengumpulkan data untuk pengukuran dan pemilihan alternatif 
yang paling tepat untuk pemecahan masalah; 

9. 	 mengadakan perbandingan antara model yang satu dengan mo­
del yang lain; 

10. mengetes hasil analisis untuk lebih meyakinkan; 
11. mempertimbangkan juga apakah terdapat juga segi-segi ketidak­

efisienan yang terjadi, dan 

12. mengadakan ringkasan bilamana perlu menyertakan juga saran­
sarannya.28 

,. Robbins, S. The Administrative Process, (New Delhi: Hall of India), hlm. 23. 
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c. SISTEM PENUNJANCi KEPUTUSAN (SPK) 

Sistern pendukung keputusan (SPK) merupakan teknik mengatur 
informasi yang didasarkan pada data. SPK dirancang untuk memper­
mudah pembuat keputusan menjalankan tugas memilih keputusan 
muncul secara rutin. 

Terdapat tiga hal penting yang harus dipahami penganalisis sis­
tern pendudkung keputusan. 1) apakah keputusan bersifat analitis 
atau heuristik; 2) melalui fase keputusan: kecerdasan, perancangan, 
pemilihan; 3) metode kriteria ganda yang sangat berguna untuk me­
nyelesaikan masalah semistruktur. 

Pembuat keputusan terdiri level strategik, manajerial, dan opera­
sional. Para pembuat keputusan dapat menggunakan SPK. Oleh ka­
rena itu perancang SPK perlu menyiasati agar fitur-fitur dalam SPK 
sesuai kebutuhan para manajer yang menggunakannya. 

Penggunaan SPK tidak terbatas untuk manajer-manajer dari le­
vel menengah sampai ke level tinggi, tetapi dapat digunakan oleh 
individu-individu. Pengguna memiliki gaya pembuatan keputusan 
tersendiri, kebutuhan yang berbeda serta tingkat pengalamannya 
sendiri-sendiri, oleh karenanya perancang SPK perlu mempertim­
bangkan atribut-atribut khusus sehingga memungkinkan pengguna 
berhasil berinteraksi dengan sistem. 

D. PENYELESAIAN MASALAH DENCiAN POHON KEPUTUSAN 

Di dalam kehidupan manusia sehari-hari, manusia selalu diha­
dapkan oleh berbagai macam masalah dari berbagai macam bidang. 
Masalah-masalah ini yang dihadapi oleh manusia tingkat kesulitan 
dan kompleksitasnya sangat bervariasi, mulai dari yang teramat se­
derhana dengan sedikit faktor-faktor berkaitan dengan masalah ter­
sebut dan perlu diperhitungkan sampai dengan yang sangat rumit 
dengan banyak sekali faktor-faktor yang turut serta berkaitan dengan 
masalah tersebut dan perlu untuk diperhitungkan. 

Untuk menghadapi masalah-masalah ini, manusia mulai me­
ngembangkan sebuah sistem yang dapat membantu manusia agar 
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dapat dengan mudah mampu untuk menyelesaikan masalah-masa­

lah tersebut. Adapun pohon keputusan ini adalah sebuah jawaban 
akan sebuah sistem/cara yang manusia kembangkan untuk memban­
tu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah terse but 

dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di 
dalam lingkup masalah tersebut. 

Dengan pohon keputusan, manusia dapat dengan mudah meli­
hat mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang 
memengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik 

dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Pohon keputusan 
ini juga dapat menganalisis nilai risiko dan nilai suatu informasi yang 
terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. 

Peranan pohon keputusan ini sebagai alat bantu dalam mengam­
bil keputusan telah dikembangkan oleh manusia sejak perkembangan 
teori pohon yang dilandaskan pada teori graf. Kegunaan pohon kepu­
tusan yang sangat banyak ini membuatnya telah dimanfaatkan oleh 

manusia dalam berbagai macam sistem pengambilan keputusan. 
Pohon Keputusan dapat didefinisikan. Menurut, Susan Welch dan 

John C. Comer, yaitu: Suatu diagram yang cukup sederhana yang 
menunjukkan suatu proses untuk memerinci suatu masalah-masalah 
yang dihadapinya kedalam komponen-komponen, kemudian dibu­

atkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing­
masing alternatif. 

Menurut, Azhar Kasim, pohon keputusan adalah model grafik 

yang menggambarkan urut-urutan suatu putusan serta peristiwa­
peristiwa yang terdiri dari situasi keputusan yang berangkai. Dari 
kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari 

pohon keputusan, yaitu: "Merupakan alat bantu manajemen dalam 

membuat keputusan untuk berbagai permasalahan-permasalahan yang 

kompleks, memerlukan serangkaian pemecahan masalah yang berurutan 

dalam suatu team kerja yang solid atau baik. Pohon keputusan tersebut 
dapat berupa bentuk probabilitas atau deterministik. Di dalam ke­
dua bentuk tersebut juga dapat berbentuk tahap tunggal (single stage) 

untuk suatu keputusan atau tahap ganda (multi stage) untuk banyak 

• 



8 • PENYELESAIAN MASALAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

keputusan. 
Adapun komponen-komponen pohon keputusan yang lengkap se­

bagai berikut: titik pilihan (choice node); cabang alternatif (alternative 
branches); titik hasH (outcome node). CN adalah hasH akhir dari suatu 
keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif pilihan dan diang­
gap menjadi pilihan yang terbaik. CA adalah banyaknya alternatif 
pilihan jawaban dari permasalahan yang berdasar dari titik pilihan 
itu. Dari pilihan tersebut terdapat nilai atau hasH yang diharapkan. 
TH Adalah hasH dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik 
hasH ini ditandai dengan lingkaran, pada tiap-tiap cabang pohon ke­
putusan. 

Cabang hasH adalah berbagai kemungkinan untuk meraih suatu 
hasil dari titik hasH dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai 
kesuksesan (pengorbanan/biaya atau manfaat/projit). Payoff adalah 
sekumpulan benefit atau biaya yang dimungkinkan dihasilkan, yang 
diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan da­
sar yang acak. 

Untuk mempermudah membentuk pohon keputusan, maka di­
harapkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap pertam.a., 
membentuk sebuah pohon keputusan dengan menggambarkan ca­
bang-cabangnya. Dimulai dari titik pilihan (kiri ke kanan) dengan 
langkah-Iangkah sebagai berikut: Membuat cabang-cabang alternatif. 
Pada akhir cabang alternatif, gambarkan kemungkinan hasH sebagai 
cabang dari titik hasil, dengan membuat lingkaran pada tiap-tiap al­
ternatif dan kemudian membuat cabang-cabang lagi pada suatu kon­
disi yang berbeda. 

Tahap kedua, membentuk suatu pohon keputusan dengan me­
nyisipkan daun-daun, dimaksudkan untuk menambahkan informasi 
yang relevan ke dalam pohon keputusan. Adapun langkah-langkah 
pada tahap kedua ini, yaitu: 
a. 	 Menentukan biaya atau laba masing-masing alternatif, jika beru­

pa biaya maka di depan angka tersebut dibubuhi tanda negatif 

b. 	 Menentukan probabilitas untuk masing-masing kejadian, nilai 
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probabilitas dapat berubah jika ditemukan informasi tambahan 
yang reI evan. Contoh: hasil riset atau survei. 

c. Menentukan kesuksesan kotor dari masing-masing hasil. 
Tahap ketiga, memotong cabang keputusan dengan mengumpul­

kan informasi, ini merupakan tahap akhir pohon keputusan, untuk 

rnelakukan perno tong an terhadap informasi yang tidak relevan, maka 
dibutuhkan data akurat yang mernberikan petunjuk jelas ketidakaku­
ratannya, sebab jika salah bisa berakibat fatal pada keputusan yang 

diambil, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
Menghitung nilai bersih yang diharapkan dari tiap-tiap hasil de­

ngan rumus: 

NEV = -biaya + PI (PaY7o.ffl) + P2 (Pay-off2) + Pn (Pay-offn) 

Mengubah masing-masing titik hasil dengan nilai bersih pada rna­

sing-masing cabangnya. Pada masing-masing titik pilihan, potonglah 
masing-masing cabang altematif yang tidak dipakai (Jika NEV men­
cerminkan biaya atau rugi maka yang dipotong adalah yang terbesar 
dan jika NEV mencerminkan pendapatan maka yang dipotong adalah 
yang terkeciVterendah). 

E. KEPUTUSAN KELOMPOK 

Sangat disadari bahwa individu bukanlah pengambil keputusan 

yang ideal, disebabkan alamiah individu penuh dengan ketidakpasti­
an baik dari segi mental, kondisi dan pengetahuan, sehingga dibutuh­
kan orang lain sebagai penyeimbang atau tambahan masukan. Maka 

akan dibahas keputusan-keputusan kelompok dan dikaitkan dengan 
berbagai hubungan dengan keputusan kelompok dengan kepemirn­
pinan. Dalam hal pengambilan keputusan kelompok menjadi sangat 
penting terutama dalam mendukung aplikasi pelaksanaannya dan 
kualitas keputusan kelompok diakui banyak orang lebih bagus hal 
ini karena diambil keputusan melalui berbagai perbedaan pendapat 
yang disatukan. 

Adapun alasan pembuatan keputusan secara kelornpok dianggap 
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lebih efektif didasari oleh hal-hal berikut ini: Penama. manusia mem­
punyai keterbatasan seeara individu. Keterbatasan ini sering membe­
rikan keputusan yang kurang maksimal dan eenderung hasil keputus­
an terbawa emosional dari si pembuat keputusan. Bahwa keputusan 
individu akan memberikan kesulitan dari segi waktu dan informasi 
serta wawasan yang berkembang, sehingga dianggap jika seeara ber­
samaan akan lebih luas dan eepat. 

Kedua, Bahwa keputusan kelompok dianggap paling ideal karena 
para pengambil keputusan seeara kelompok adalah orang-orang yang 
akan menjalankan keputusan tersebut. Dengan keikutsertaan seba­
gai pembuat keputusan akan lebih mudah memahami dalam teknis 
pelaksanaan dan yang paling penting adanya rasa tanggung jawab 
penuh atas apa yang telah diputuskan karena memahami alur proses 
suatu keputusan itu diambil dan merasa bertanggung jawab kepada 
diri sendiri sebagai bagian pengambil keputusan. 

Namun penggunaan kelompok keputusan juga mempunyai bebe­
rapa kelemahan-kelemahan, antara lain: Penama, Pemakaian waktu 
lebih lama. Pemakaian waktu lebih lama maksudnya bahwa keputus­
an dengan banyak orang otomatis harus didengar pendapat masukan 
dan tanggapan masing-masing peserta pengambil keputusan dan bah­
kan berbagai perbedaan-perbedaan yang bisa berlarut-Iarut. Kedua, 

ada kemungkinan kelompok membuat keputusan yang bertentangan 
dengan koridor atau harapan organisasi atau perusahaan. 

Hal ini dimaksudkan, jika kelompok yang akan mengambil kepu­
tusan lebih mengedepankan kepentingan individu atau kelompoknya 
maka putusan yang diambil bisa tidak searah dengan harapan orga­
nisasi atau perusahaan, terutama hal-hal yang bersifat sangat stra­
tegis dan terkait dengan kepentingan-kepentingan individu anggota 
kelompok tersebut. Maka, perlu terlebih dahulu diarahkan pada kon­
disi kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. 

Ketiga, jika muneul permasalahan dari keputusan akan saling 
menyalahkan dan sulit meneari orang bertanggung jawab. Banyak 
kejadian di dalam pengambilan keputusan seeara kelompok ketika 
mengambil keputusan ditentukan dengan tidak sangat hati-hati, teta­
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pi ketika dilaksanakan temyata keputusan yang diambil benar-benar 

berdampak kurang baik bagi organisasi atau perusahaan, saat itu 
dapat dilihat seringnya para anggota pengambil keputusan mencari 
siapa yang harus disalahkan tanpa harus mengambil tanggung jawab 
dari kesalahan tersebut. Dan mulai mengingat-ingat kembali proses 
keputusan itu diambil, bahwa siapa yang mengusulkan pertama seka­

Ii, siapa yang paling ngotot dan lain-lain. 
Cara lain untuk memahami tindak komunikasi dalam kelompok 

adalah dengan melihat bagaimana suatu kelompok menggunakan 

metode-metode tertentu untuk mengambil keputusan terhadap ma­
salah yang dihadapi. Dalam tataran teoretis, kita mengenal empat 
metode pengambilan keputusan, yaitu: Kewenangan tanpa diskusi; 
pendapat ahli; kewenangan setelah diskusi; kesepakatan. 

Kewenangan tanpa diskusL Metode pengambilan keputusan ini se­
ring kali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepe­

mimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu 
cepat, dalam arti ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cu­

kup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, meto­
de ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan 

yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang 
tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para 
anggotanya. 

Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu 

sering digunakan, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan, seperti 
munculnya ketidakpercayaan para anggota kelompok terhadap kepu­
tusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan 
tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan akan memiliki kualitas yang lebih bermakna, apabila di­
buat secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota ke­
lompok, daripada keputusan yang diambil secara individual. 

Pendapat ahlL Kadang-kadang seorang anggota kelompok oleh 
anggota lainnya diberi predikat sebagai ahU, sehingga memungkin­
kannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputus­

an. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik, 
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apabila seorang anggota kelompok yang dianggap ahli terse but me­

mang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal 
tertentu oleh anggota kelompok lainnya. 

Dalam banyak kasus, persoalan orang yang dianggap ahli terse­

but bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentu­
kan indikator yang dapat mengukur orang yang dianggap ahli (su­

perior). Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang 
yang memiliki kualitas terbaik; untuk membuat keputusan, namun 

sebaliknya tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran 
terse but. Karenanya, menentukan apakah seseorang dalam kelompok 

benar-benar ahli adalah persoalan yang rumit. 
Kewenangan setelah diskusL Sifat otokratik dalam pengambilan ke­

putusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang 
pertama. Karena metode authority rule after discussion ini pertimbang­
kan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam pro­

ses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang di­
ambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung 

jawab para anggotanya di samping juga munculnya aspek kecepatan 
dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari 
proses diskusi yang terlalu meluas. Dengan perkataan lain, pendapat 

anggota kelompok sangat diperhatikan dalam proses pembuatan ke­
putusan, namun perilaku otokratik dari pimpinan, kelompok masih 

berpengaruh. 
Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemah­

an, yaitu pada anggota kelompok akan bersaing untuk memenga­
ruhi pengambil atau pembuat keputusan. Artinya, bagaimana para 
anggota kelompok yang mengemukakan pendapatnya dalam proses 
pengambilan keputusan, berusaha memengaruhi pirripinan kelompok 

bahwa pendapatnya yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. 
Kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau se­

mua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diam­

bil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni 
partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok akan dapat mening­

katkan kualitas keputusan yang diambil, sebaik seperti tanggung ja­

• 155 



156 

PENGAMBllAN KEPUTUSAN 

wab para anggota dalam mendukung keputusan terse but. Selain itu 
metode konsensus sangat penting khususnya yang berhubungan de­

ngan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks. 
Namun demikian, metode pengambilan keputusan yang dilaku­

kan melalui kesepakatn ini, tidak lepas juga dari kekurangan-keku­
rangan. Yang paling menonjol adalah dibutuhkannya waktu yang re­

latif lebih banyak dan lebih lama, sehingga met ode ini tidak cocok 

untuk digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat. 
Keempat metode pengambilan keputusan di atas, menurut Adler 

dan Rodman, tidak ada yang terbaik dalam arti tidak ada ukuran­
ukuran yang menjelaskan bahwa satu metode lebih unggul diban­
dingkan metode pengambilan keputusan lainnya. Metode yang paling 
efektifyang dapat digunakan dalam situasi tertentu, bergantung pada 
faktor-faktor: a) Jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan; 
b) Tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh kelompok, 

dan c) Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kelom­
pok dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan tersebut. 

F. PENCiAMBILAN KEPUTUSAN DAN INOVASI 

Peranan pengambilan keputusan dalam rangka menciptakan ino­
vasi dalam bidang pendidikan diharapkan adanya perubahan para­
digma yang mengarah kepada pembaruan yang menekankan pada ni­
lai-nilai dan sikap, di mana adanya dukungan yang berkaitan dengan 

informasi yang dijadikan peluang dalam memberikan arah terha­
dap pemberdayaan SDM sehingga terjalin kerja sarna, kepercayaan, 
dalam menjalankan regulasi yang ditetapkan pemerintah sehingga 
menghasilkan stabilitas dan sikap yang dijadikan dasar komitmen da­
lam menetapkan inovasi di bidang pendidikan. Untuk dapat memper­
tahankan keberadaan organisasi, langkah yang harus ditempuh oleh 
seorang pemimpin adalah dengan cara memahami serta dapat meng­
identifikasi informasi yang berkualitas sehingga dapat memecahkan 

masalah dan tantangan yang dapat dijadikan dasar dalam pengam­
bilan keputusan. 
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Berdasarkan model tahap-tahap proses keputusan inovasi, terda­
pat beberapa tahap sebagai berikut: Tahap pengetahuan (knowledge): 

tahap ini berlangsung bila seseorang atau unit pengambil keputusan 
yang lain, membuka diri terhadap adanya suatu inovasi serta ingin 
mengetahui bagaimana fungsi inovasi terse but; tahap persuasi: tahap 
ini berlangsung ketika seseorang atau unit pengambil keputusan yang 

lain mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi ter­
hadap inovasi; tahap keputusan: tahap ini berlangsung bila seseorang 
atau unit pengambil keputusan yang lain melakukan aktivitas yang 

mengarah ke penetapan untuk memutuskan menerima atau menolak 
inovasi; tahap implementasi: tahap ini berlangsung bila seseorang 
atau unit pengarnbil keputusan yang lain menerapkan atau menggu­

nakan inovasi; dan tahap konfirmasi: tahap ini berlangsung ketika se­
seorang atau unit pengambil keputusan, mencari penguatan terhadap 
keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Pengambil keputusan da­

pat menarik kembali keputusannya jika ternyata diperoleh informasi 
tentang inovasi yang bertentangan dengan informasi yang diterima 
terdahulu. 

Proses keputusan inovasi ini dalam pendidikan menggambarkan 
bahwa setiap individu yang akan mengalarni perubahan akan memi­

liki kecenderungan yang sarna dengan pola model tahap-tahap kepu­
tusan inovasi ini. Namun demikian, di dunia pendidikan kota yang 
masih terikat pada birokrasi yang kuat, setiap guru kalau ada inovasi 

yang sifatnya intervensi dari luar cenderung ia akan menerima tanpa 
ada kesempatan untuk melakukan proses konfirmasi atau persuasi 

karena sifat instruksi dari atas, di mana mereka sangat terikat oleh hi­
erarki dalam birokrasi sebagai bagian dari lingkungan eksternalnya. 

Melalui renungan tadi, kita dapat terhindar dari kesombongan 
dan keserakahan untuk menguasai segala yang ada di bumi, bahkan 

kita akan mensyukuri nikmat atas segala apa yang dikaruniakan pada 
kita. Hal ini terdapat tiga unsur utarna, yaitu sadar, sabar, dan syu­

kur. Sabar dan kesabaran merupakan refleksi diri dari sadar serta 
kesadaran yang berkadar tawakal, yang biasanya merupakan sebuah 

proses yang berkesinambungan dalam menyikapi ujian serta pujian . 
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Adapun syukur hakikatnya adalah kesadaran dan kesabaran yang 

tumbuh melekat dalam diri kita masing-masing untuk menerima se­
gala anugerah dari-Nya dengan tulus dan ikhlas. Dalam kontek ke­

lembagaan (sekolah), pendidikan sebagai proses kegiatan pember­
dayaan manusia peserta didik menjadi sumber daya manusia (SDM) 
yang cocok untuk segala lingkungan dan perkembangan zaman, ha­
rus dilandasi oleh nilai-nilai yang sesuai dengan hakekat manusia 

selaku makhluk sosial budaya. Oleh karena itu, pendidikan harus di­
landasi oleh nilai-nilai: agama: kaidah, akidah, nilai, dan norma yang 
menjadi jiwa agama, menjadi landasan materi, metode dan strategi 

pendidikan di mana pun proses kegiatan pendidikan itu terjadi. 
Proses, kegiatan, dan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan un­

tuk "menanamkan nilai-nilai ke dalam budi seseorang", di Indonesia 

konsep tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya 
yang tecermin dari iman dan takwa, berkepribadian, cerdas, sehat 
serta bertanggung jawab. Untuk itu, maka pendidikan dalam prak­
tiknya perIu menerapkan asas-asas yang sesuai. Ketepatan decision 
making mengacu pada keputusan administrasi yang acceptable karena 
keputusan keputusan/ decision administratif adalah keputusan yang 
diambil oleh seorang administrator. Administrator adalah pimpinan 

yang berada di puncak dalam suatu organisasi, dalam negara pre­
siden merupakan administrator, dalam departemen menteri adalah 
administrator, dalam direktorat jenderal direktur jenderal adalah ad­
mnistrator. 

Dalam organisasi yang cukup besar, desisi administratif menyang­
kut seluruh organisasi secara umum akan selalu bersifat abstrak, im­
personal, prinsipiel dan dasar. Desisi abstrak tidak menunjuk atau 
mengenai kejadian-kejadian, hal-hal, barang-barang, yang tertentu, 
urusan-urusan demikian adalah tugas operative manager untuk mena­

nganinya, administrator harus menghadapi situasi yang menyeluruh 

dan umum. Oleh karena itu, desisi-desisinya akan bersifat abstrak. 
Desisi impersonal dapat diartikan sebagai desisi yang tidak ditujukan 
untuk menghantam orang-orang tertentu yang tidak disenangi oleh 

administrator. Desisi prinsipiel adalah desisi yang memuat prinsip­
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prinsip mengenai pemecahan masalah atau mengenai pelaksanaan 

sesuatu. Prinsip di sini, diartikan sebagai pikiran dasar yang harus di­

pakai untuk menghadapi aturan atau dalil yang harus dipegang atau 

dijadikan patokan. 

Bilamana desisi administratif itu mengenai penetuan tujuan (go­

als) atau prata (objective), maka tujuan atau prata itu harus bersifat 

akhir (ultimate goals atau main objective). Dalam hal policy making, 

maka keputusan administrator haruslah bersifat dasar, menyeluruh 

atau strategis (basic, overall, strategic policies). Agar dalam pengam­

bilan keputusan memiliki kualitas, maka harus membuat pendekatan 

melalui: system phylosophys, system of analysis, dan managerial style. 

Maksudnya pengambilan keputusan yang berkualitas harus dilaku­

kan melalui pendekatan manajemen yang akomodatif dan adaptif 

terhadap kondisi yang dihadapi suatu organisasi. Salah satu model 

yang dapat mengaplikasikan ketiga pendekatan syphylosophys, system 

of anlysis, dan managerial style adalah model manajemen strategik 
(Graham Wilson, 1996: 1) . 
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DAN KEPEMIMPINAN 

A. PRINSIP KEPEMIMPINAN 

Untuk menjadi yang terbaik di bidang apa pun, maka kita hams 
mengerti ilmu, dasar serta prinsip-prinsipnya. Begitu juga halnya de­

ngan kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, 
berkarakter, efektif, kharismatik dan sukses, Anda terlebih dahulu 

hams memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang sejati. Dengan 
memahami, menghayati, dan mempraktikkan prinsip ini maka secara 
perlahan. Berikut prinsip kepemimpinan: 

Memiliki visi besar. Ada sebuah pepatah yang mengatakan "witho­
ut vision people perish". Tanpa visi maka manusia akan musnah. Segala 
sesuatu teIjadi karena visi, tanpa visi tidak akan ada peradaban. Visi 
membangkitkan manusia, visi dapat juga membangun kehidupan ma­

nusia. 
Kemampuan menjalin hubungan. Apa jadinya jika seorang pe­

mimpin tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan bawah­

annya? Tentu tidak akan ada ikatan batin yang tercipta yang akan 
membuat organisasi renggang dengan hilang kekompakannya. Agar 
sukses seorang pemimpin hams mampu menjalin hubungan dengan 
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baik semua orang yang ada di dalam organisasinya. Kerja sarna tim 

yang baik hanya dapat tercipta saat seorang pemimpin mampu men­
jadi pemimpin sekaligus pelatih dan sahabat bagi orang-orang yang 
memimpinnya. 

Kemampuan berkomunikasi. Memiliki kemarnpuan berkomunikasi 
yang baik adalah salah satu syarat yang paling penting bagi seorang 
pemimpin. Pemimpin tidak dapat menjalankan fungsi dan peran ke­
pemimpinannya dengan baik apabila dia tidak sanggup membagikan 

visi, tanggung jawab, beban dan pekerjaannya kepada anggotanya. 
Semua itu hanya dapat dilakukan dengan cara komunikasi yang baik, 
positif, sehat, dan konstruktif. Saat seorang pemimpin tidak dapat 

menjalin hubungan yang baik biasanya komunikasi juga akan men­
jadi terharnbat. Komunikasi dua arah menjadi terganggu. Pemimpin 
hanya dapat memberikan perintah tapi tidak dapat membagikan visi. 

Begitu pula bawahannya juga akan menjadi pasif dan kurang terbuka 
mengenai apa yang sebenamya terjadi. Segala masalah baru terung­
kap setelah segalanya sudah terlambat. Banyak organisasi yang han­
cur karen a masalah seperti inL 

Mampu mengembangkan orang lain. Kesuksesan seorang pemimpin 
akan tarnpak dari kemampuannya dalam mengembangkan orang­
orang yang dipimpinnya. Jika orang-orang yang Anda pimpin ti­

dak berubah dan berkembang berarti selama ini Anda belum me­
lakukan fungsi kepernimpinan Anda dengan baik. kesuksesan anak 
buah Anda, berarti kesuksesan Andajuga. Jadi Anda sukses mengem­
bangkan anak buah Anda sebenamya Anda juga sudah sukses dalam 
mengembangkan kemarnpuan diri Anda sebagai seorang pemimpin. 
Pemimpin yang hebat akan menghasilkan orang-orang yang hebat. 
Pemimpin yang akan payah juga akan menghasilkan orang-orang 

yang payah juga. Tidak ada bawahan yang buruk dan gagal, yang 
ada hanyalah pimpinan buruk dan gagal. 

Pemimpin adalah pelatih Saat menjadi pemimpin Anda berarti 
juga menjadi mentor dan pelatih bagi anak buah Anda. Seorang pe­

latih tidak akan marah dan langsung menghukum jika orang yang di­
latihnya belum dapat menunjukkan hasH seperti yang diinginkannya . 
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Seorang pelatih akan dengan sabar membantu dan melatih mereka 
sehingga mereka benar-benar dapat melakukannya sendiri dengan 
baik. Pemimpin yang baik akan selalu mendampingi, membantu, me­

latih dan mengawasi anak buahnya sampai ia mampu menunjukkan 
kinerja dan performa maksimal. 

Ken Blanchard mengatakan bahwa untuk melatih dan membim­
bing sese orang diperlukan lima tahap: pinpoint (tunjukkan), record 
(catat), involve (libatkan), coach (nimbing), evaluate (periksa). Hal 

pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin sekaligus pelatih 
adalah menunjukkan sasaran, tujuan, target atau bidang kerja yang 

hendak dituju secara spesifik dapat diamati dan diukur. Setelah itu, 
catatlah bidang kerja yang dituju itu untuk mengukur kinerjanya se­
hingga bisa ditelusuri seberapa jauh kemajuan dan perkembangan 
yang dicapai. Setelah datanya didapat maka libatkanlah ia untuk ikut 
menilai dan bertanggung jawab atas fakta tersebut. Ajaklah ia bersa­

rna menentukan langkah yang diambil beserta konsekuensi dan um­
pan balik apa yang ia dapatkan. Setelah itu bimbing dia agar dapat 
memenuhi langkah-Iangkah itu secara jelas, dapat diamati dan dapat 
diukur. Lakukan juga evaluasi saat kinerja yang ditunjukkan tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Kembali lagi ke langkah involve atau 

bahkan pinpoint jika perIu. Cara seperti ini akan membuat segalanya 
menjadi jelas dan dapat diamati setiap saat sehingga terhindar dari 

masalah depresi setiap akhir bulan saat target tidak tercapai. Cara ini 
juga dimodifikasi sehingga target tidak tercapai. Cara ini juga dapat 

dimodifikasi sehingga menjadi semacam permainan yang menarik 
dan menantang. 

Kemampuan memengaruhi. Kepemimpinan berarti pengaruh. Ke­
pemimpinan tidak dapat diberikan atau dianugerahkan. Kepemim­

pinan hanya dapat muncul dari kekuatan pengaruh. Jika pemimpin 
tidak dapat memengaruhi orang lain, maka dia bukanlah pemimpin 

yang sebenarnya. Jika orang hanya takut dan tunduk kepadanya ka­
rena posisi dan otoritasnya, maka dia juga bukanlah pemimpin. Pe­
mimpin adalah orang yang bisa memengaruhi orang lain sehingga 

mereka tunduk kepadanya atas kerelaan sendiri dan bukan karena 
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rasa takut dan terpaksa. 
Integntas dan kekuatan karakter. Seorang pemimpin harus memi­

liki integritas dan karakter. Integritas lebih adri sekedar kejujuran. 
Integritas adalah kesatuan dari apa yang kita rasakan, apa yang kita 
pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Semua­
nya ini harus menyatu dan sejalan sehingga orang akan percaya pe­
nuh kepada Anda. Tanpa integritas seorang pemimpin tidak akan di­
percaya oleh pengikutnya dan tanpa kepercayaan maka sebenamya 
tidak ada kepemimpinan, yang ada hanya penguasa dengan otoritas­
nya yang dipaksakan. 

Kemampuan mengorganisasi dan mendelegasikan. Pekerjaan se­
mudah apa pun tidak akan selesai dengan baik jika kita tidak dapat 
mengorganisasikannya. Tugas seorang pemimpinlah untuk dapat me­
ngorganisasi dan menyelesaikan sesuatu secara lebih cepat, baik, dan 
efektif. Seluruh fungsi manajemen dan kepemimpinan sesungguhnya 
hanyalah tentang pengoordinasian dan pendelegasian tugas. Adam 
Smith, seorang Bapak Ekonomi Modem memberikan ilustrasi yang 
menarik tentang pengorganisasian inL Dalam bukunya Wealth of Na­

tions yang merupakan buku ekonomi paling berpengaruh di dunia, 
dia memberikan contoh tentang pembuatan peniti. Seorang pembuat 
peniti yang ahli paling ban yak dia hanya akan mampu membuat 20 
batang peniti dalam sehari tapi dengan spesialisasi dan koordinasi 
yang baik, maka 10 orang akan bisa membuat 48.000 peniti dalam 
waktu sehari yang berarti 4.800 peniti per orangnya. Bagaimana cara­
nya? Yaitu dengan membuat tiap orang dikhususkan melakukan satu 
pekerjaan tertentu saja. Satu orang bertugas memotong kawat, yang 
lain bertugas meluruskannya, yang lain mengukumya dengan ukur­
an tertentu, yang lain meruncingkannya, yang lain mempersiapkan 
ujungnya untuk dipasang peniti. Dengan cara ini pada tahun 1700-an 
sebuah pabrik peniti dengan pekerja bisa memproduksi 48.000 peni­
ti dalam sehari. Bandingkan dengan hasil seorang pembuat peneliti 
yang hanya mampu membuat 20 buah peniti dalam sehari. Inilah 
kekuatan dari koordinasi dan spesialisasi. Koordinasi hanya dapat 
dilakukan dengan cara delegasi. Tidak ada seorang pemimpin yang 
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mampu melakukan segalanya sendirian. Seorang pemimpin harus 

mampu melakukan koordinasi dan delegasi sekaligus sehingga semua 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Kemampuan seorang pemimpin akan terlihat dalam bagaimana 
caranya ia memilih dan memercayai seseorang untuk melakukan tu­
gas tertentu. Seorang pemimpin tidak boleh asal pilih orang jika ingin 

pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik, right man on the right 
place, itulah pedoman yang harus diikuti pemimpin dalam memilih 
orang yang akan dipercayainya melakukan tugas tertentu. Pemimpin 
yang bijak adalah pemimpin yang tahu bagaimana dan kepada siapa 
dia harus mendelegasikan tanggung jawab atas posisi dan pekerjaan 
tertentu. Seorang pemimpin juga harus cukup bijak dan sabar agar 

tidak terlalu ikut campur mengurusi tugas yang sudah ia percayakan 
kepada anak buahnya. Saat seseorang dipercaya dengan suatu tugas 
yang penting, maka sering kali dia akan dapat bekerja dengan lebih 

baik dibandingkan biasanya. Seorang pemimpin harus belajar untuk 
dapat percaya kepada anak buahnya agar mereka dapat lebih ber­
kembang dan meningkatkan kemampuan dirinya. 

Kemampuan untuk mendelegasikan tugas adalah kewajiban bagi 
seorang pemimpin. Selain lebih efektif dalam menyelesaikan tugas, 
delegasi juga akan meningkatkan rasa percaya diri dan membangkit­

kan jiwa kepemimpinan dari para anak buahnya. Semakin banyak 
orang memiliki jiwa pemimpin dalam suatu organisasi atau perusa­
haan, maka akan semakin hebat dan besarlah organisasi atau peru­

sahaan itu. 
Jack Welch adalah pemimpin dari CEO dari General Electric dari 

tahun 1981-2001. Selama masa kepemimpinannya dia berhasil ma­
naikkan nilai perusahaan tersebut sebesar 4.000% dari 14 miliar do­
lar menjadi 410 miliar dolar dan menjadikan perusahaan tersebut 

sebagai salah satu perusahaan paling berharga dan terbesar di dunia. 
Majalah Fortune pun menjulukinya sebagai "manajer abad ini" kare­

na kemampuan kepemimpinannya yang luar biasa. Kehebatan Weich 
adalah karena ia mampu mendelegasikan tugas dengan begitu baik 
sehingga menciptakan banyak pemimpin di organisasinya. Di bawah 
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kepemimpinannya GE menghabiskan biaya 500 juta dolar setahun 

untuk pelatihan dan pengembangan kepemimpinan di lembaganya 
sendiri Crotonville yang sering disebut sebagai "Harvardnya Peru­

sahaan Amerika". Jack Welch telah menciptakan banyak pemimpin. 
Terbukti 20 orang mantan anak buahnya direkrut oleh berbagai per­
usahaan besar di Amerika untuk menjadi direktur utama. Semakin 

banyak orang yang memiliki jiwa pemimpin di sebuah perusahaan, 
maka perusahaan itu akan semakin menjadi perusahaan yang besar 
dan hebat. Hal tersebut hanya dapat terjadi melalui sistem koordinasi 

delegasi yang baik dan konstruktif. 
Memiliki prinsip yang teguh. Seorang pemimpin harus memiliki 

dan memegang prinsip seeara teguh. Seorang pemimpin adalah pusat 
perhatian, sumber kebijaksanaan, dan panutan bagi banyak orang. 

Jika pemimpinnya saja tidak memiliki prinsip yang teguh bagaimana 
dengan orang-orang lain yang ada dalam organisasinya? Prinsip yang 
teguh adalah bukti kekuatan karakter seorang pemimpin. Tanpa hal 

itu, maka wibawa dan pengaruh seorang pemimpin akan pudar dan 
tidak dihargai lagi oleh para pengikutnya. Tanpa wibawa dan penga­
ruh maka sesungguhnya orang itu bukanlah seorang pemimpin. 

Mampu menyelesaikan sesuatIL Setiap pemimpin harus mampu 
menyelesaikan sesuatu baik itu yang berupa tugas, misi, target, atau 

tujuan tertentu. Dalam disiplin militer maka misi adalah yang no­
mor satu dan paling penting. Menyelesaikan misi atau tugas tertentu 

harus menjadi prioritas utama bagi semua pemimpin. Kemampuan 
seorang pemimpin dalam menuntaskan suatu pekerjaan akan men­
jadi penilaian yang dilihat oleh semua orang. Pemimpin yang hanya 
pandai beretorika tanpa pernah menyelesaikan sesuatu hanya akan 

dianggap sebagai pembual saja. 
Berorientasi pada hasiL Pemimpin adalah orang yang mampu 

menunjukkan hasil. Hasil adalah bukti yang paling jelas, nyata, dan 
konkret dari sebuah kepemimpinan. Pereuma menjadi seorang pe­
mimpin jika tidak menunjukkan hasil. Pemimpin besar menciptakan 
hasil-hasil besar. Pemimpin keeil menciptakan hasil-hasil keeil. Ha­

sil tidak harus berwujud benda atau uang. HasH juga dapat berupa 
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sesuatu yang abstrak. Kemerdekaan bangsa kita, diakuinya Undang­

Undang HAM, kesetaraan hak, kampanye pelestarian lingkungan hi­
dup, seruan toleransi agama juga adalah hasil dari para pemimpin 

yang berjuang di bidang tersebut. Pemimpin menciptakan perubahan 
dan perubahan menciptakan hasil. Tanpa pemimpin, maka tidak ada 
hasil. 

Pemimpin mengambil tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, 
menciptakan perubahan, dan menunjukkan hasil, bawahan menge­
luh, membuat alasan, dan takut dengan risiko. Tugas pemimpinlah 

untuk membuat bawahan terinspirasi, termotivasi, dan terdorong un­
tuk melakukan sesuatu dan menciptakan hasiL Seorang pemimpin 

dibayar untuk menciptakan hasil bukan untuk mengeluh. Pemimpin 
yang hebat selalu berhasil menunjukkan kineIja hasil yang bagus.29 

Menciptakan inovasL Pemimpin adalah pencipta inovasi. Pemim­
pin selalu belajar dan terbuka dengan berbagai hal baru. Jika pe­
mimpin stagnan maka organisasinya akan terhambat. Jika sudah ti­
dak ada pertumbuhan berarti organisasinya pelan namun pasti akan 

mengalarni kematian. Seorang pemimpin berani mengarnbil langkah 
baru meski kadang harus mengambil risiko. Tanpa inovasi maka sua­
tu (perusahaan atau organisasi akan ketinggalan zaman dan tidak 

sanggup untuk bersaing). Inovasi adalah suatu keniscayaan dan ke­
harusan yang harus dipahami oleh setiap pemimpin. 

Kerja sama tim Seorang pemimpin tidak akan sukses tanpa ada­
nya tim yang mendukung dan membantunya. Kerja sarna tim sangat 

penting dalarn mencapai tujuan suatu organisasi. Kerja sarna tim 
akan menghasilkan sinergi. Artinya, dengan sinergi hasil yang diper­
oleh secara keseluruhan akan lebih besar daripada yang dibuat oleh 

masing-masing bagiannya. Tidak ada organisasi yang sukses tanpa 
kerja sarna tim yang bagus. Dalam hal ini seorang pemimpin ada­
lah orang yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan kerja 
sarna yang baik antara orang-orang yang dipimpinnya sehingga dapat 

memperoleh hasil maksimal. TEAM diakronimkan sebagai together, 

"Mohammad Zazuli, Hypno Leadership, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 
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everyone, achieve, more. Akronim ini menggambarkan bahwa hanya 
melalui kerja sarna yang baiklah setiap individu di dalam organisasi 
dapat meningkatkan produktivitas dan prestasinya. 

Strategi keterlibatan. Seorang pemimpin juga harus menggunakan 
strategi keterlibatan. Pada dasarnya, tidak ada orang yang suka di­

perintah. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai 
yang sebenamya tidak ingin mereka lakukan. Strategi keterlibatan 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: berbagi informasi, ber­

bagi harapan dan tujuan, meminta saran dan pendapat, mengajak 
kerja sarna, meminta dukungan dan bantuan, mengambil keuntungan 
dan risiko, melakukan bersama-sama, dan merayakan kemenangan 
bersama-sama. 

Mampu menghadapi krisis. Seorang pemimpin hams mampu meng­
hadapi krisis. Pemimpin harus mampu mencari jalankeluar di saat 
segalanya seolah hancur dan tidak ada harapan lagi. Keberlangsung­

an sebuah organisasi bergantung pada kemampuan seorang pemim­
pin dalam menyelesaikan suatu masalah. Pemimpin sejati tidak akan 
surut ketika menghadapi sebuah badai. Justru akan menghadapi se­
buah badai. Justru dengan mengatasi masalah yang hebat. Besamya 

sebuah masalah justru akan menempa dan mengasah jiwa kepemim­
pinan seseorang untuk tumbuh menjadi lebih kuat lagi. 

B. RASULULLAH SAW SEBAGAI PEMIMPIN 

Salah satu faktor kejayaan Islam masa Rasulullah adalah karena 
beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. 
Rasulullah adalah Al-Qur'an yang hidup, artinya pada diri Rasulullah 

tecermin semua ajaran dalam bentuk nyata. Rasulullah adalah pelak­

sana utama dan meninggalkan semua larangan Allah. 
Berbagai teori kepemimpinan yang dikemukakan para ahli kepe­

mimpinan ditemukan pada pribadi dan kepemimpinan Rasulullah. 

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Kets de Vries yang menyim­
pulkan dari penelitian klinisnya terhadap pemimpin bahwa sebanyak 
presentase tertentu dari pemimpin itu mengembangkan kepemimpin­
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an mereka karena dipengaruhi oleh trauma pada mas a keeil. 

Rasulullah mengalami mas a-mas a sulit di masa kecilnya. Di usia 

dini, beliau sudah menjadi yatim piatu. Pada usia kanak-kanak itu 

pun beliau harus menggembala ternak penduduk Mekkah. Di awal 

usia remaja beliau sudah mulai belajar berdagang dengan mengikuti 

pamannya Abu Thalib ke daerah-daerah Jazirah Arab. 

Salah satu bukti kepemimpinan yang dikemukakan oleh ahli ke­

pemimpinan terdapat pada Rasulullah, misalnya: 

a. Visioner, Rasulullah saw. sering memberikan kabar gembira me­

ngenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih pengikut­

nya di kemudian hari. Visi yang jelas ini mampu membuat para 

sahabat tetap sabar dan tabah meskipun perjuangan sangat berat. 

b. Berkemampuan kuat. Berbagai eara yang dilakukan musuh Ra­

sulullah untuk menghentikan perjuangan beliau tidak berhasil 

namun tetap sabar, tabah, dan sungguh-sungguh. 

e. Integritas Rasulullah dikenal memiliki integritas yang tinggi, ber­

komitmen terhadap apa yang dikatakan dan diputuskannya, dan 

mampu membangun tim yang tangguh. 

d. Amanah. Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat diperea­

ya Cal amin) dan ini diakui oleh sahabat-sahabat bahkan musuh­

musuh beliau, seperti Abu Sufyan ketika ditanya Hiraklius, Kaisar 

Romawi, tentang perilaku Rasulullah saw. 

e. Rasa ingin tahu. Hal ini terbukti bahwa wahyu pertama yang di­

turunkan adalah perintah untuk belajar. 

f. Berani. Kesanggupan memikul tugas kerasulan dengan risiko ada­

lah keberanian yang luar biasa.30 

c. 	 KEKUASAAN, KRITERIA PEMIMPIN, DAN PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

Posisi individu di sebuah organisasi akan melekat padanya otori­

tas sesuai dengan tingkatan organisasi yang ia duduki. Individu yang 

30 Veithzal Rfivai Zainal, the Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk 
Meraih Dengan Pendekatan Bisnis, (Jakarta: Gramedia, 2014) . 
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memiliki jabatan akan otomatis memperoleh kekuasaan untuk meng­
gerakkan organisasi. 

Seorang manajer bisa sangat berkuasa karena ia memiliki kewe­

nangan dalam mendistribusikan sumber daya yang dimiliki organisa­
si, memiliki informasi, sehingga sangat memungkinkan bagi dia me­
lakukan banyak hal di organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin 
dapat menjalankannya melalui pengambilan keputusan. 

Sebagai individu yang berperan penting di organisasi maka se­
orang pemimpin setidaknya bisa menggerakkan anggota dalam men­

capai tujuan organisasi, selain itu juga bisa menciptakan sebuah bu­
daya positif di organisasi. Sehingga orang dapat melakukan adaptasi 
dengan keadaan dan sebuah kondisi yang diinginkan. 

Siapa orang yang bisa diangkat atau dipilih untuk menjadi pe­
mimpin. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlulah kita menentukan 
kriteria yang akan dipakai untuk memilih pimpinan tersebut. Seo­

rang pemimpin itu haruslah paling sedikit mampu untuk memimpin 
para bawahan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga mampu 
untuk menangani hubungan antarkaryawan. Mempunyai interaksi 
antarpersonel yang baik dan mempunyai kemampuan untuk bisa me­
nyesuaikan diri dengan keadaan. Seorang pemimpin setidaknya bisa: 
menerima tanggung jawab yang melekat dengan jabatannya, memi­

liki kemampuan menilai, memiliki kemampuan memandang objektif, 
mampu menilai hal yang prioritas, dan kecakapan berkomunikasi. 

D. PEMIMPIN DAN MANAJER 

Dalam kajian kepemimpinan, terdapat perbedaan antara pe­
mimpin dan manajer. Ada ahli yang mengatakan bahwa cakupan 
kepemimpinan lebih luas. Namun ada juga yang mengatakan justru 

manajer yang lebih luas. Namun demikian, keduanya tidak dapat 
dikonfrontasikan, bahwa seorang pemimpin perlu menguasai ma­
najemen dan bagaimana menerapkannya dalam organisasi yang se­

derhana dan kompleks. Begitu juga seorang manajer harus memilki 
kepemimpinan, bagaimana ia menggerakkan anggota organisasi un­
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tuk mencapai tujuan secara efektif (Alfian, 2016: 85). 
YukI (2001) secara tegas mengatakan bahwa seseorang dapat 

menjadi pemimpin tanpa harus menjadi manajer. Seseorang dapat 
menjadi manajer tanpa harus memimpin. Tidak seorang pun yang 
menyatakan mengelola dan memimpin adalah tindakan yang ekuiva­
len, walaupun tingkat tumpang tindih keduanya menjadi perdebatan 
yang panjang. YukI menjelaskan seseorang dapat bias menjadi pe­
mimpin tanpa menjadi manajer misainya dalam struktur manajerial 
perusahaan ada manajer yang tanpa membawahi anak buah atau tak 
punya bawahan nyata: manajer keuangan. Ia bekerja nyaris menja­
lankan fungsi manajemen keuangan, tidak terlampau menjalankan 
fungsi-fungsi kepemimpinan. 

YukI menyimpulkan kepemimpinan dan manajemen itu berbeda 
secara kualitatif dan saling meniadakan. Kepemimpinan dan mana­
jemen tidak mungkin terjadi pada satu orang yang sarna. Pemimpin 
menghargai fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi. Sementara manajer 
menghargai stabilitas, keteraturan, dan efisiensi pun sangat memper­
hatikan penyelesaian sesuatu dan berusaha membuat orang melaku­
kannya lebih baik. 

Seorang manajer menetapkan sasaran operasional, membuat 
rencana tindak berdasarkan jadwal, mengalokasikan sumber daya, 
mengorganisasikan (menentukan struktur) dan menugaskan orang ke 
berbagai pekerjaan; serta memantau hasil dan menginspirasi orang 
lain. Meskipun begitu, manajemen maupun kepemimpinan melibat­
kan keputusan: apa yang harus dilakukan, menciptakan jaringan dan 
berusaha memastikan hal tersebut terjadi. Namun, kedua proses ter­
sebut mempunyai elemen yang bertentangan. Berikut kutipan dari 
YukI (2001). 

"... kepemimpinan yang kuat dapat mengacaukan aturan dan efisiensi. Manaje­
men yang kuat dapat menghalangi pengambiLan risiko dan inovasi. Manajemen 
yang kuat saja hanya akan rnenciptakan birokrasi tanpa tujuan, tetapi kepemim­

yang kuat saja dapat membuat perubahan dengan cara terbaik untuk me­
nyatukannya sangat tergantung pad a situasi dan waktu yang tepat." 

Mintzberg menempatkan kepemimpinan sebagai salah satu dari 

• 171 



172 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

sepuluh peran manajerial, bahwa kepemimpinan hanya syarat saja 

yang harus dimiliki manajer andal. Kepemimpinan meliputi hal-hal 
terkait memotivasi bawahan hingga menciptakan kondisi menyenang­
kan dalam bekerja. Manajer harus punya kualifikasi teknis kepemim­
pinan, karena manajer yang tanpa rasa kepemimpinan itu hambar. 

lABEL PERBEDAAN PEMIMPIN DAN MANAJER31 

Pemimpin Manajer 
-----

Menjalin hubungan berdasar inspirasi dan MenjaLin hubungan berdasar otoritas 
pengaruh 

Memberikan arah untuk bersikap dan Menghasilkan sesuatu 
bertindak 

MeLibatkan visi dan nilai Menyelesaikan dan melibatkan hal-hal 
yang lebih rutin 

People who do the right things Menyelesaikan dan melibatkan hal-hal 
yang lebih rutin 

Berinovasi Melaksanakan 

Mengembangkan Memelihara 

Menginspirasi Mengendali 

Berpandangan jangka panjang Berpandangan jangka pendek 

Bertanya apa dan mengapa Bertanya bagaimana dan kapan 

Orisinal Meniru 

Menentang status quo Menyetujui status quo 

Efektivitas Efisiensi 

Pengambilan risiko Perencanaan 

Dinamis Kertas kerja 

Kretivitas Peraturan 

Perubahan Regulasi 

Inspirasi Pengendalian 

Visi Konsistensi 

Namun biasanya kepemimpinan dianggap lebih mendasar, sta­
siunnya lebih tinggi. Menurut Nixon, kepemimpinan melampaui as­
pek-aspek teknis. Tapi, konsekuensinya kepemimpinan melampaui 
aspek-aspek teknis. Tapi, konsekuensinya kepemimpinan menjadi 

lebih abstrak. Ketika pemimpin mengabarkan visi manajer sibuk 

31 Vince Lombardi, Kollteks Kepemimpinan, (Yogyakarta: Andi, 2007). 
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mewujudkan menjadi nyata. Makanya, kalangan manajer sering di­

anggap lebih realistis: menjadi garda depan secara teknis. Pemimpin 
bergelayutan dengan visi, ide, kharisma, dan yang lain. 

Dari tabel di atas, sangat jelas sekali perbedaan mendasar antara 

pemimpin dan manajer. Namun demikian, dalam teori pengambilan 

keputusan istilah pemimpin dan manajer tidak terlampau dipermasa­

lahkan, bahka manajer itu sendiri adalah pemimpin yang membuat 

keputusan. 

lABEL PERBANDINGAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN32 

Manajemen Pemimpin 
I 

Arah Perencanaan, penganggaran, 
berfokus pada bottom line. 

Menciptakan visi dan strategi 
berfokus pada horizon. 

Kewajiban Pengorganisasian, penyusunan 
staf, pengarahan, pengawasan, 
menciptakan batasan. 

Menciptakan budaya dan nilai 
bersama, menolong orang lain 
berkembang, dan mengurangi 
jarak. 

Hubungan Berfokus pada objek-produk 
barang dan jasa berdasarkan 
kekuasaan jabatan, berposisi 
sebagai bos. 

Berfokus pada orang, 
menginspirasi dan memotivasi 
yang dipimpin. Bersandarkan 
kekuasaan personal, berlaku 
seperti pelatih, fasilitator, 
akselerator, dan pelayan. 

Kualitas 
personal 

Jarak emosional, berbicara, 
pikiran cerdas, kepatuhan, 
pemahaman ke dalam 
organisasi. 

Hubungan emosional, pikiran 
terbuka, mendengarkan, 
memberikan kebebasan dan 
keberanian, pemahaman ke 
dalam diri. 

Orientasi Mempertahankan stabilitas. Menciptakan perubahan yang 
terkadang radikal dan menolak 
status quo. 

E. INTUISI PEMIMPIN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Seorang pemimpin seharusnya memiliki intuisi dan kepekaan 

yang tinggi. Seorang pemimpin harus mampu melihat sebuah ma­

salah sebelum hal itu terjadi. Seorang pemimpin juga harus bisa 

32 Triantoro Salaria, Kepemimpinan, (Jakarta: Graha Ilmu, 2004) . 

• 173 



174 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

mengambillangkah dan keputusan yang tepat di saat kritis meskipun 
dalam kondisi minim informasi. Dalam hal-hal inilah, intuisi dari se­

orang pemimpin akan menunjukkan perannya. 
Intuis berasal dari bahasa Latin intuire atau intuitus yang berarti 

"memandang" atau "melihat". Intuisi bukan berasal dari pikiran yang 

logis, rasional, dan analitis melainkan suatu kemampuan untuk dapat 
memahami dan menangkap sesuatu dengan cepat yang terjadi seca­
ra spontan dan seketika tanpa melalui proses berpikir dari otak. Ke­
mampuan seseorang untuk dapat mendengarkan dan mengikuti intu­
isinya sering kali menghasilkan berbagai perubahan yang luar biasa. 

Riset dari New Jersey Institute of Technology menemukan bah­
wa 80% pimpinan perusahaan yang mampu menghasilkan profit dua 

kali lip at dalam lima tahun menggunakan kekuasaan intuisi mereka. 
Penelitian Harry Mintzberg dari McGill University menunjukkan bah­
wa para pemimpin perusahaan yang unggul menggunakan intuisinya 

dalam mengambil berbagai keputusan penting sebanyak 80%. John 
Mihalasky dan Douglas Dean juga menemukan bahwa 80% dari CEO 
yang sukses memiliki intuisi di atas rata-rata. 

Kisah Steve Jobs dapat dijadikan sebagai contoh menarik ten­

tang intuisi seorang pemimpin. Tahun 1976, Steve Jobs mendirikan 
perusahaan Apple Computer di garasi milik ayahnya. Hanya dalam 

waktu empat tahun perusahaan ini sukses besar dan Steve Jobs men­
jadi miliarder muda. Namun karena konflik dengan para pemegang 
sahamnya, pada tahun 1985 Steve Jobs tersingkir dari perusahaan 
yang telah ia dirikan sendiri. Setelah ditinggal Jobs perusahaan itu 
terus mengalami kemunduran. Pangsa pasar Apple turun menjadi 
3,5% dan mengalami kerugian besar senilai 1 miliar dolar dalam 1 
kuartaL Dalam kondisi kritis, manajemen Apple mengemis minta to­
long kepada sang pendiri untuk memperbaiki keadaan itu. 

Steve Jobs secara intuitif memeriksa situasinya dan mengam­
bil tindakan cepat. Dia memecat seluruh dewan redaksi kecuali dua 
orang. Ia memangkas 70% dari proyek produk baru Apple. Ia me­
mecat agen periklanan dan justru menjalin kerja sarna dengan mu­

suh besamya yaitu Bill Gates dari Microsoft. Dengan masuknya Jobs, 
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Apple mencatat keuntungan bersih kuartalan sebesar 47 dolar dan 
sahamnya melonjak hingga 33%. 

Langkah dan tindakan Jobs yang mengandalkan intuisi dan bu­
kan perhitungan dan analisis yang kompleks mungkin terkesan ng­
awur, sembarangan, dan berisiko tinggi. Mungkin itulah sebabnya 
dia dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Tapi terbukti 
apa yang dilakukannya selalu sukses. Dia disebut sebagai tokoh yang 
merevolusikan industri komputer. Inovasi dari berbagai produknya 
selalu sukses dan menjadi trend setter. 

Steve Jobs juga sangat jarang melakukan survei pemasaran, su­
atu hal yang dianggap "wajib" bagi perusahaan. Saat dikritik Jobs 
menjawab, "pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan. Kitalah 
yang akan menunjukkan apa yang mereka inginkan." Ungkapan ini 
terkesan angkuh tapi terbukti benar. Jobs tidak pemah meniru-niru 
produk lain. Dia menciptakan produknya sendiri dan sukses menjadi 
trend seperti komputer Mac, Ipod, Iphone, dan Ipad. 

Intuisi seorang pemimpin dianggap penting di dalam beberapa 
hal sebagai berikut: a) mampu membaca potensi dan kemampuan 
diri; b) mampu membaca karakter orang lain; c) mampu membaca 
perkembangan situasi; d) mampu membaca peluang dan kesempatan; 
e) mampu membaca aset dan sumber daya yang dimiliki; f) mampu 
membaca aset dan sumber daya yang dimiliki; g) mampu membaca 
tanda awal dari suatu masalah; h) mampu membuat keputusan cepat 
dalam situasi krisis dan darurat. 

Jika hal-hal tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin, maka ti­
dak diragukan lagi dia pasti akan menjadi pemimpin hebat yang 
bisa membawa organisasi yang dipimpinnya mencapai hasil-hasil 
yang luar biasa. Intuisi tidak dapat dipelajari. Intuisi akan muncul 
saat kondisi bawah sadar sudah sedemikian terlatih untuk menjadi 
peka dengan apa yang dituju. Kekuatan jiwa dari dalam inilah, yang 
menggerakkan dan memunculkan intuisi dalam diri seorang pemim­
pin. Tanpa menggunakan teori manajemen yang rumit dan berbelit, 
intuisi, seorang pemimpin kerap kali bisa menyelesaikan masalash 
yang kompleks dengan cara yang sederhana, itulah kekuatan intuisi. 
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F. PERAN KEPEMIMPINAN 

Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku 
yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan­
nya sebagai pemimpin. Peran pemimpin sangat besar dalam pengam­
bilan keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. 

Seseorang pemimpin dituntut untuk memiliki keterampilan, yaitu ke­
terampilan teknis meliputi keterampilan dalam menerapkan pengeta­
huan dan keahlian yang dimiliki, keterampilan manusiawi meUputi 

kemampuan kerja sarna, memahami, dan memotivasi orang lain dan 
keterampilan konseptual barkaitan dengan kemampuan pengambilan 
keputusan. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap 
masalah yang terjadi dalam organisasi. Keputusan harus dibuat oleh 

pemimpin agar anggota dapat melaksanakan berbagai kegiatan da­
lam rangka mewujudkan dan mengembalikan eksistensi organisasi. 
Ada tiga peran utama seorang pemimpin, yaitu: 1) Peran yang ber­
sifat interpersonaL Artinya seorang pemimpin harus tampil, dalam 
berbagai upacara resmi, harus mampu memberi bimbingan dan harus 
mempertimbangkan hubungan kerja sarna dengan bawahan; 2) Peran 
yang bersifat informasional, informasi kepada bawahan dan menjadi 
juru bicara organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mengikuti 
dan memeroleh informasi seluruh kegiatan, harus memberi; 3) Peran 
yang bersifat pengambilan keputusan. 

Artinya seorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan me­
ngembangkan satuan kerja yang dipimpinnya, harus mampu meng­

atasi segala hambatan yang dihadapi, mengatur segala sumber daya 
dan berperan mewakili setiap hubungan kerja dengan satuan kerja 
lainnya. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan biasanya 
bersama-sama dengan bawahan melakukan pemilihan beberapa al­
tematif yang ada untuk menentukan tujuan yang in gin dicapai. 

Proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkansegala 
aspek dan sesuai kebutuhan. Informasi yang cukup baik, maka ke­
putusan yang dibuat terjamin tingkat keakuratannya. Perilaku kepe­
mimpinan merupakan aktivitas yang selalu berorientasi tujuan men­
cakup aktivitas mengambil keputusan menyusun sasaran, komunikasi 
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interpersonal, perilaku keteladanan, memberi imbalan, dan hukuman 
yang ditampilkan pemimpin untuk memengaruhi anggota melakukan 
pekerjaan untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan adalah 
aktivitas penting dalam proses kepemimpinan dalam organisasi. 

Proses pengambilan keputusan mencakup, mengenali masalah, 
menganilisis masalah, mengembangkan alternatif, memutuskan so­
lusi terbaik dan melaksanakan keputusan ke dalam tindakan efektif. 
Proses kepemimpinan di dalamnya melekat wewenang dan tanggung 
jawab menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi 
dengan mengarahkan bawahannya dalam melakukan program kerja. 
Pimpinan setiap organisasi harns mempermudah proses pengambilan 
keputusan dan komunikasi keputusan terhadap semua anggota orga­
nisasi mendapat dukungan pelaksanaan keputusan. Pemimpin 
diasosiasikan dengan pengembangan dan pengomunikasian sebuah 
visi. Mengomunikasikan sesuatu yang ada dalam visi menyiratkan 
tentang sifat kepemimpinan. Karena itu, pemimpin diharapkan da­
pat mendorong dan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman staf. 
Keputusan efektif tercapai jika sepenuhnya keputusan itu dapat di­
laksanakan. 

Perhatian orang akan sepenuh hati ke dalam suatu keputusan jika 
mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membuat 
keputusan. Suatu cara yang efektif untuk mencapai dukungan dan 
komitmen dengan mengajak staf atau anggota organisasi dalam pe­
mecahan masalah-pada tahap penyusunan sasaran. Strategi kolabo­
ratif pengambilan keputusan mengilhami para staf atau dengan rasa 
pemberdayaan dan perasaan penting yang memuaskan dorongan ke­
butuhan mereka. 

Dengan demikian, pimpinan perlu melibatkan semua staf atau 
anggota organisasi dalam mengambil keputusan agar muncuI rasa 
memiliki dan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Pem­
buatan keputusan partisipatori akan dapat diharapkan menghasilkan 
lebih baik keputusan, sebab sejumlah pemikiran orang dimanfaatkan 
untuk memecahkan masalah. Bahkan bila orang dilibatkan dalam 
membuat keputusan, mereka Iebih suka uniuk melaksanakan kepu­
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tusan secara efektif dan peningkatan pengertian karena keterlibatan 

langsung serta membantu kesatuan kelompok dalam organisasi. Efek­
tivitas keputusan bergantung kepada kualitas keputusan dan komit­
men keputusan. 

Kualitas keputusan mengacu kepada aspek teknis dalam keputus­
an. Keputusan berkenaan dengan kualitas tinggi untuk pengembang­

an yang dalam hal ini keputusan bersifat konsisten dengan tujuan 
organisasi yang dicapai dan dengan informasi yang secara potensi­
al dapat diperoleh. Adapun komitmen keputusan mengacu kepada 
penerimaan keputusan oleh staf atau anggota organisasi. Partisipasi 
dalam keputusan oleh staf atau anggota organisasi cenderung meng­
hasilkan perasaan komitmen dan rasa memiliki bersama. Partisipasi 
dalam keputusan dapat membangun tim kerja, kekuatan komitmen 
terhadap sasaran organisasi, dan kontribusi kepada pengembangan 
teknik partisipan dan keterampilan manajerial. 

Perilaku pemimpin memiliki pengaruh atas kinerja dan kepuas­
an kerja anggota. Hal yang mendasar ditekankan bahwa kinerja dan 
kepuasan anggota adalah hasil dari ragam gaya kepemimpinan se­
orang pemimpin. Sikap positif orang terbangun terhadap objek yang 
merupakan alat dalam kepuasan kebutuhan. Hal ini menjadi alasan 

perluanya pengembangan hubungan pimpinan dengan bawahan. Ada 
hubungan timbal balik perilaku pimpinan dengan perilaku bawah­

an. Perilaku bawahan berpengaruh terhadap perilaku pimpinan dan 
perilaku pimpinan memengaruhi perilaku bawahan. Kepemimpin­
an seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam 
setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat dan mengambil 
tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. 

Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan ka­
rakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, baik tidaknya kepu­
tusan yang diambil bukan hanya dari konsekuensi yang diambilnya 
melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya . 
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G. PEMIMPIN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Henry Mintzber menjelaskan peran pemimpin dalam pengambil­

an keputusan sebagai berikut. Pertama, sebagai konsekuensi logis se­

bagai orang yang memiliki otoritas sehingga bila diperinci: individu 
pemimpin sebagai tokoh, individu sebagai pemimpin, dan pemimpin 

sebagai penghubung. Kedua, pemimpin berperan sebagai hal terkait 

informasi. Seorang pemimpin memiliki banyak informasi bagi orga­

nisasi yang ia pimpin. Sehingga ia berperan sebagai: pengawas infor­

masi, perang sebagai penyebar informasi dan berperan sebagai juru 

bicara. Ketiga, sebagai pembuat keputusan. Dapat dikatakan sebuah 

kepemimpinan bisa dilihat dari kualitas keputusan yang diambil se­

orang pemimpin organisasi. Sehingga sebagai pembuat keputusan ia 

berperan: sebagai wirausaha, sebagai pereda masalah, negosiator, 

dan mengatur distribusi sumber daya. Beberapa poin ini harus dila­

kukan seseorang dalam posisi strategis dan pembuat keputusan. 

Dapat dipahami dari beberapa poin di atas, bahwa seorang pe­

mimpin sangat diharapkan tindakan dan kewajiban yang dilakukan­

nya bagi keberlanjutan dan kepentingan organisasi, hal ini melekat 

karena individu menduduki sebuah posisi. Melalui keputusan seorang 

pemimpin dapat meningkatkan komitmen organisasi. 

Menurut Adiwijaya (2007) banyak perubahan di luar organisa­

si membuat pembuat keputusan di organisasi herus membuat kepu­

tusan. Sebagaimana ditegaskan oleh Alimudin (2013) pemimpinlah 

yang sangat berperan penting dalam meningkatkan keunggulan ber­

saing organisasi. Sehingga dibutuhkan sebuah keputusan yang tepat. 

Seorang pemimpin yang berusaha membuat keputusan yang ter­

baik tetap akan menghadapi sebuah dilema, dan pertentangan kepen­

tingan, sehingga ia akan menghadapi kebimbangan di persimpangan 

jalan (Marzuki, 2015: 2). Terkadang pemimpin mengambil keputus­

an berisiko akan bisa salah dan membuat kerugian bagi tim dan or­
ganisasi. Namun demikian, sebagaimana karakter keputusan, yaitu 

harus berani ambil risiko daripada tidak melakukan sesuatu sarna 
sekali. Tapi tetap saja seorang pemimpin dituntut secara tepat dan 
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akurat mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang tidak berani 

membuat keputusan dan selalu dalam keraguan akan membuat kebi­
ngungan anggota organisasinya. 

H. LANGKAH-LANGKAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Untuk meneari akar permasalahan dan solusi dapat difungsikan, 
fasilitator pertama-tama mengajarkan kepada tim eara mengguna­
kan urutan kerja pemeeahan masalah. Di dalam susunan ini, tim juga 
akan mempelajari beberapa peralatan dan teknik pemeeahan masa­
lah dan siklus peningkatan PDSA. Urutan proses yang lengkap akan 
terlihat seperti ini. 

Perencanaan, a) identifikasi permasalahan lalu pilih salah satu 
yang akan dikerjakan; b) tentukan masalah yang khusus, jika itu ada­
lah masalah yang besar, peeah menjadi masalah-masalah yang lebih 
keeil sehingga tiap pemeeahan masalah dapat dipeeahkan satu per­

satu. 
Kerjakan,. investigasi masalah yang telah dipilih, kumpulkan data 

dan fakta-fakta dan juga pendapat-pendapat tentang satu masalah. 

Pelajari analisis masalah, temukan semua penyebab yang mung­
kin, identifikasi sebab utama dari rna salah tersebut. 

Bertindak temukan sebuah solusi, kembangkan sebuah daftar so­
lusi-solusi yang mungkin dan pilihlah satu yang mempunyai manfaat 

terbesar bagi setiap orang. Dapatkan persetujuan dari administrasi 
dan dari mereka yang terkena dampak dari solusi. Terapkan solusi 

sebagai pilot, sebuh komponen keeil dari masalah tersebut. 
Rencana, konfirmasi apa yang telah terjadi akibat dari kemudi 

tersebut. Kumpulkan lebih banyak data dan ditelusuri hasil-hasil dari 
solusi yang telah diterapkan. Jika masalah sudah diperbaiki, perluas 
pilot tersebut kemudian untuk memastikan ia berfungsi dengan baik. 
Jika tidak berfungsi, perbarui kemudi tersebut dan terapkan lagi. 

Siklus peningkatan PDSA adalah penemuan Shewart yang juga 
digunakan oleh Deming. Shewart mengajarkan kepada Deming sik­

Ius PDSA yang asH telah dimodifikasi oleh Deming menjadi plan, do, 
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check, act, menghitung dan mengukur proses tersebut (do), mengin­
vestigasi data yang terkumpul untuk menyingkirkan penyebab yang 
didapat (study), dan pengembangan solusi berdasar pada teknik sta­
tistik untuk meningkatkan proses dengan menggunakan variasi act. 

Siklus PDSA dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk 
berlibur. Pertama, seseorang merencanakan, mengidentifikasi tem­
pat tujuan, waktu berangkat, bagaimana untuk dapat kesana, dan 
apa yang harns dibawa. Kedua, seseorang membuat check list, atau 
mengecek untuk mengumpulkan semua yang diperlukan dalam per­
jalanan. Ketiga, seseorang meninjau dan mempelajari untuk memas­
tikan bahwa semuanya sudah dikumpulkan sesuai dengan rencana. 

Akhimya, seseorang bertindak dengan memasukkan barang ba­
waan ke dalam tas, dan memasukkannya ke dalam mobil sesuai de­
ngan rencana, dan berangkat. Segera setelah berangkat ia memikir­
kan kembali mengenai apakah dia berangkat sesuai dengan rene ana 
atau tidak. Enam langkah metode pemecahan masalah membagi sik­
Ius PDSA menjadi aktivitas-aktivitas mirip dengan kurva siklus: ren­
cana, mengidentifikasi, dan menentukan; mengerjakan, menginvesti­
gasi satu masalah, mengumpulkan data; mempelajari, menganalisis 
masalah tersebut, menemukan penyebab; bertindak, menemukan 
solusi dan menerapkannya sebagai kemudi, dan kemudian rencana, 
mengobservasi dan merespons. 

Kepemimpinan mernpakan salah satu peran yang penting dalam 
interaksi kelompok; karena peran ini akan menentukan kuantitas dan 
kualitas komunikasi dalam kelompok, hasil dari tujuan kelompok, 
dan harmoni atau keselarasan dalam kelompok. Bahasan mengenai 
kepemimpinan dalam kelompok ini dibagi dalam dua kajian, yaitu 
fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam kelompok . 
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